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ABSTRAK
Nama: Nicholas Surya Penn

Program Studi: Magister Kenotariatan

Judul: Perbandingan Hukum Keluarga di Republik Rakyat China, Indonesia dan
Singapura dalam Pengaturannya Mengenai Kedudukan dan Status Anak
Luar Kawin

Tesis ini membahas mengenai perbandingan kedudukan pengaturan anak luar
kawin menurut hukum keluarga di Indonesia dengan hukum keluarga di
Singapura dan Republik Rakyat China. Pokok permasalahan yang diangkat
penulis dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan anak luar kawin dalam
keluarga dikaitkan dengan hubungannya dengan orang tuanya dan tanggung jawab
orang tua dengan hak-hak yang didapatkan oleh anak luar kawin dalam hukum
keluarga di negara Republik Rakyat China, Indonesia dan Singapura. Metode
penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian
yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum
positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan mengenai
kedudukan anak luar kawin dalam aturan hukum keluarga di Indonesia, Singapura
dan Republik Rakyat China, yang mana juga berbeda pula aturan mengenai
tanggung jawab orang tua terhadap anak luar kawin tersebut.

Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Hukum Keluarga, Singapura, Republik Rakyat
China.
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Title: Legal Comparative Studies on Family Law ieople’'s Republic of China,
Indonesia, and Singapore Regarding The Matter ef Standing and Rights
of Children Born Out of Wedlock.

This thesis discusses on the comparison of thelaggu of children born out of
wedlock according to the family law in Indonesiangapore and People’s
Republic of China. The core issues in this resetirahthe writer raised are on the
legal station of children born out of wedlock is ttorrelation with their kinship
with their parents and the responsibility of pasetaward their children born out
of wedlock andthe civil rights of the children barat of wedlock according to the
family law in People’s Republic of China, Indonesiad SingaporeThe legal
research method applies a juridical normative mefeanethodology which
focuses on the aspects or norms of positive laws Tésearch concluded that
there are distinctions on the ruling of the legatipon of children born out of
wedlock and the responsibilities of their parentsoading to the family law in
People’s Republic of China, Indonesia and Singapore
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BAB |
PENDAHULUAN
.1 Latar Belakang

Keturunan merupakan salah satu hal yang pentiagg ydituju dalam
perkawinan yang ideal. Selain untuk membentuk kgluayang bersifat kekal,
bahagia dan sejahtera, perkawinan juga bertujutmkunenghasilkan keturunan.
Tujuan dari menghasilkan keturunan tersebut, sadanmpada untuk memenuhi
fungsi biologis tubuh antara seorang pria dan aafunsur biologis), dan untuk
membentuk penerus keluarga yang dapat membawa keloerga atau marga
(unsur biologis), juga untuk melaksanakan tugasyamy telah diamanatkan oleh
Tuhan Yang Maha Esa dalam memastikan agar umatsisataiap berada dalam
jumlah yang tidak terancam dalam kepunahan dap te@menuhi dunia (unsur
religius). Keturunan juga membawa kebahagiaan kelgarga dalam perkawinan
yang ideal. Kehadiran anak dalam suatu keluargaupa&an simbol bagi
pasangan yang sehat dan yang mengarah pada sedlualg& yang berhasil.
Dengan demikian, menghasilkan keturunan merupafkah satu hal terpenting

yang dicari dalam suatu perkawinan yang ideal.

Keturunan merupakan suatu bagian yang tidak &ngen dari satuan unit
masyarakat terkecil, yaitu keluarga. Keturunan yaipgpulerkan dengan sebutan
‘anak’ pertama kali dikonsepsikan sebagai bagian utat masyarakat keluarga,
yang memiliki hubungan hukum yang bersifat timbalily yaitu mengenai ‘hak’
dan ‘kewajiban’ dengan bagian-bagian utama keluaugsendiri, yaitu orang tua
sebagai pendiri dari unit masyarakat tersebiltengan masuknya dinamika
masyarakat pada era modernisme, pandangan mengealgi bukan lagi sebagai

‘benda’, namun semakin melunak menjadi sebagadlinyang disebut ‘anak’.

Perubahan pengertian anak berdasarkan pemikirejppragmatis menuju
pengertian romantis, memberikan makna yang lebihdalem antara hubungan
anak dengan orang tuanya. Anak tidak lagi hanyaupadan hasil hubungan
biologis antara seorang pria dan wanita (yang mangaada pengertiannya

! Alison Diduck,Law’s Families (London: LexisNexis UK, 2003), HIm. 84.
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sebagai ‘keturunan’), namun juga sebagai anugraly yhberikan oleh Tuhan
Yang Maha Esa, dari hubungan penuh kasih sayamrgaas¢orang ayah (suami)
dan ibu (istri) dalam suatu ikatan suci yang dibgérloleh Yang Maha Kuasa
(yaitu perkawinan). Berdasarkan pengertian yangakisud tersebut, hubungan
antara seorang anak dengan orang tuanya tidakmeagjadi hubungan yang
bersifat timbal balik, yang mana hanya melihat pad& dan kewajiban saja,
melainkan dititkberatkan sebagai hubungan batirmada yang melampaui
hubungan darah dan daging. Hubungan tersebut takimeskisnya pada ibu, yang
melahirkan anak. Seorang ibu memiliki ikatan balemgan si anak, yang sering
secara eksplisit digambarkan sebagai ‘insting kebuuntuk memelihara dan
menyayangi anak dengan segenap jiwa dan raganga. Karena itu, hubungan
ibu dengan anak lebih dipandang pada segi morakasih sayang, daripada segi
legal yang lebih melihat pada hubungan antar hal inbal balik. Untuk itu,

pada perkembangan ppengaturan mengenai anak, ladakhanya didasarkan
pada pendekatan secara ilmiah dan pragmatis samjinkan pada hubungan
romantis antara anak dengan orang tuanya, yang nadteankan pada

perlindungan untuk kepentingan pertumbuhan jiwardga anak secara sehat.

Pembentukan keluarga bahagia melalui keturunamshdibarengi dengan
perlindungan kepentingan anak. Kepentingan akamitkebn bagi kebahagiaan
dan kesejahteraan hidup anak, seperti pendidikampat tinggal yang layak, dan
kesehatan, sering kali terlupakan dengan kebutsleaaat dari beberap orang.
Banyaknya anak yang dilahirkan, yang tidak disedngan suatu perencanaan
untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan amesalyeinabkan banyaknya
permasalahan yang timbul terhadap anak-anak, naalai masalah mengenai
anak-anak terlantar, kejahatan yang dilakukan diatiatau terhadap anak-anak,
bahaya narkoba dan lain-lain. Tidak kurang dari.800 kasus yang masuk dalam
kategori kejahatan dan penganiyayaan terhadap -saradk di dunia yang terjadi
pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 sendidiini menyebabkan adanya

suatu kekhawatiran mengenai semakin memburuknydakea generasi muda

2 .

Ibid.
® UNICEF, “ANNUAL REPORT 2010,
http://www.unicef.org/publications/files/lUNICEF_Awad_Report 2010 _EN_052711.pgéng
diunduh pada hari Senin, 5 Maret 2012, pada pusu@QWIB.
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yang akan menggantikan generasi sebelumnya dalanalaekan dunia. Adanya
kekhawatiran tersebut memunculkan adanya kebutuhtuk suatu sistem yang

dapat melindungi kepentingan bagi si anak.

Pada tanggal 20 November 1989, Majelis Umum RemsatBangsa-
Bangsa menyetujui Konvensi Hak Anak-Anak, yangdeii pasal-pasal tersebut
menyangkut perlindungan terhadap hak-hak dari @&l harus dipenuhi oleh
negara-negara peserta Perserikatan Bangsa-Bangeg, mana termasuk di
dalamnya hak untuk mendapatkan pendidikan, hakkumiendapatkan rekreasi,
hak untuk mendapatkan kesehatan tertinggi berdasasirana yang disediakan
dalam negara masing-masing peserta, dan hak umajkt dnengembangkan diri
sesuai dengan kemampuan dan inteleknya. Perlindubggi hak-hak anak
tersebut menyangkut dalam berbagai bidang, termabBukalamnya bidang
hukum. Bagi negara-negara peserta PerserikatansB&dangsa, perlindungan
terhadap hak-hak anak merupakan suatu keharusam lyams diatur dalam

peraturan perundang-undangan masing-masing negseatd tersebut.

Bagi Indonesia, yang merupakan salah satu dariaraegpeserta
Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut, perlindungksdk anak telah menjadi
suatu budaya hukum dalam sistem hukumnya dan pkena peraturan
perundang-undangannya. Bagi Indonesia, sebagdi sata negara yang budaya
adat ketimurannya masih kental, anak merupakanditrdgi harapan dan masa
depan. Ada suatu adagium yang menyebutkan bahwanhakyak anak, makin
banyak pula kebahagiaan yang didapatkan. Tidaksadéu masa depan bagi
negara apabila negara tersebut tidak membina gegnewadanya dengan baik.
Oleh karena itu, kepentingan bagi seorang anak pakamn hal yang serius dan
perlu untuk mendapatkan perhatian yang khusus gidledonesia. Perlindungan
mengenai kepentingan anak, pertama kali diaturnddlakum adat Indonesia.
Masing-masing suku memiliki hukumnya sendiri meraggeanak, yang mana
sebagai salah satu contohnya adalah lembaga amakimalalam suku Batak

Toba, yang pada prinsipnya merupakan lembaga pgkgtan anak.

Dengan masuknya para penjajah dari Belanda, hukuek di Indonesia

mengalami transformasi. Pihak penjajah Belandaik&emembangun koloni-
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koloni di Indonesia, memahami bahwa Indonesia nedap sebuah negara besar
yang terdiri dari berbagai suku, bahasa dan bud®&eh karena itu, untuk
mengelola negara yang terdiri dari bangsa-bangsey \@ervariasi tersebut,
membutuhkan suatu penanganan dengan cara yanglagrbl. Oleh karena itu,
diperkenalkanlah perturan mengenai hukum perdata Belanda kepada
Indonesia, yaitu Burgerlijk Wetboek yang mana kita kenal sebagai Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Berlakunya peraturakurh perdata dari
Belanda tersebut adalah bagi sebagian penduduknégara Indonesia, yang

pembagiannya menurut pasal 168ische Staatsregelin@S) yaitu:
a. Orang-orang yang termasuk golongan Eropa.
b. Orang-orang yang termasuk golongan Tiong Hoa.

c. Orang-orang yang termasuk golongan Timur Asimgdgis orang-orang

golongan Tiong Hoa

Sementara itu, terhadap penduduk atau orang-oramgipbtra (orang-orang
golongan pribumi), masih berlaku hukum adat, seipa@@a dimuat dalam Pasal
131Indische Staatsregelin@S).

Berakhirnya masa penjajahan di Indonesia membagrabphan pada
hukum mengenai anak di Indonesia. Hukum mengenak gang sebelumnya
diatur dalamBurgerlijk Wetboekdengan berakhirnya masa penjajahan, berubah
menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang kinal sampai pada
masa sekarang ini. Dalam semangat untuk mempertbainzcum nasional yang
sesuai dengan filosofi negara yaitu Pancasilaapatperubahan dalam sistem
hukum dan peraturan perundang-undangan di Indgnesig mana salah satunya
adalah mengenai perkawinan, keluarga dan anak. Radgal 2 Januari tahun
1974, disahkanlah Undang-Undang nomor 1 tahun 18#Atang Perkawinan,
yang mana merupakan suatu perubahan terhadap hkdédwarga di Indonesia.
Meskipun tergolong baru, Undang-Undang Nomor 1 ThHhahti®74 tentang
Perkawinan memiliki banyak kelemahan di dalamnyalals satunya adalah
banyaknya hal-hal yang masih belum diatur dalamddgeJndang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang antara laitalageengaturan mengenai
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perkawinan di luar Indonesia, usia untuk melangkangerkawinan, kedudukan
anak luar kawin, dan lain-lainnya lagi yang mas#éhum diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ndaskdemikian, sesuai
dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19ithrfig Perkawinan itu
sendiri, apabila ada hal-hal yang masih belum diagsiam Undang-Undang
Perkawinan tersebut, maka dapat merujuk kembala pagraturan mengenai
hukum keluarga dalam Kitab Undang-Undang Hukum &aralan peraturan-

peraturan lainnya

Dalam rangka untuk melaksanakan semangat daripahevensi Hak
Anak-Anak dan juga berdasarkan semangat budayanhuktuk melindungi hak-
hak dari anak, maka pembaharuan dalam hal pembpedimdungan terhadap
hak-hak anak tidak hanya terletak pada Undang-Unddomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, melainkan juga pada peratwwaimgang-undangan lainnya.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadifeak memberikan
suatu perlindungan hukum terhadap anak-anak yaafpath dan diadili karena
melakukan kejahatan, dimana dalam Undang-Undangeldat mengatur
mengenai bagaimana seharusnya seoran anak tediedilit dengan cara yang
berbeda pada orang dewasa. Undang-Undang Nomorh@nT2000 Tentang
PengesaharlLO Convention Number 18Zoncerning The Prohibition An
Immediate Action For Elimination Of The Worst Forr@¥ Child Labour
memberikan larangan pemaksakan bagi anak-anak dalam perbudakan, kerja
ijon (debt bondagg produksi pornografi, narkotika dan pekerjaangsgan
berbahaya lainnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahu Z@dtang Perlindungan
Anak mengatur mengenai hak-hak yang harus dilindalely hukum, antara lain
adalah hak untuk memperoleh pendidikan dan kesghat@n juga mengenai
kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadapngaatersebut dalam
memenuhi hak-hak anak yang dilindungi oleh hukurseteut. Hal ini merupakan
bukti bahwa negara Indonesia ikut serta dalam maguadunia yang lebih baik

bagi kehidupan anak-anak.

* Peraturan-peraturan lainnya termasuk juga ordoRersawinan Indonesia Kristehlgwelijks
Ordonnantie Christen Indonesie®1933 No.74) dan Peraturan Perkawinan CampuRage(ing
op de gemengde Huwelijk&n 1898 No. 158).
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Status anak, yang dipengaruhi oleh keadaan anak dikahirkan,
mempengaruhi pula hak-hak yang dapat diperolehagak sah memiliki segala
hak bagi seorang anak yang dilindungi menurut Ugdandang, dimana
kelahiran anak tersebut adalah dalam suatu perkawjang sah Sementara itu,
bagi anak-anak yang dilahirkan tidak dalam suatkgveinan yang sah menurut
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku menganaimaka hak-hak yang
dapat diberikan oleh Undang-Undang kepada merekdatadhak-hak yang
bersifat limitatif, yang mana salah satunya mengéa& anak-anak zinah atau
sumban§ yang diatur dalam Pasal 867 Kitab Undang-Undanguih Perdata,
berhak atas nafkah yang diberikan seperlunya. Hé&kHagi anak-anak tersebut
diatur dalam Undang-Undang, untuk dipenuhi olefamaang tua dari anak-anak

tersebut.

Pemenuhan hak-hak anak merupakan kewajiban bagigotua anak
tersebut. Kewajiban orang tua untuk memenuhi h&kdrsak tergantung pada
hubungan antara anak dengan orang tua itu sén8ieiorang anak yang sah
memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanpang mana dapat
dibuktikan dalam suatu akta kelahiran yang menw@uoksecara tertulis bahwa si
anak adalah hasil dari perkawinan si ibu dan ay&#lain anak-anak sah,
hubungan keperdataan yang dimiliki oleh anak-analkard kategori lainnya
dengan kedua orang tua mereka adalah berbedauSealiak memiliki hubungan
keperdataan dengan ibunya, karena ibu yang metahidgnak. Sementara itu,
anak-anak selain anak-anak sah, yaitu anak luainkeamak zinah dan anak
sumbang, tidak memiliki hubungan keperdataan denggahny& Dengan
demikian, sang ayah tidak memiliki suatu kewajiblaagi pemenuhan hak

® Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang mereyatat dilakukan menurut hukum
masing-masing agama atau kepercayaan,, dan dizat@kbagaimana Ternyata dalam Indonesia,
Undang-Undang PerkawinatyU No. 1 Tahun 1974, LN. No.1 Tahun 1974, TLN 19619,

Pasal 2.

® Anak Zinah adalah anak yang dilahirkan dalam hgharperkawinan yang masih mengikat,
namun dibenihkan oleh orang lain. Sementara it@kA®umbang adalah anak yang dilahirkan
dari hasil hubungan incest.

"H. Riduan SyahranSeluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdd@andung: Penerbit: PT.
Alumni, 2010), Him. 94.

8 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetkjpeliterjemahkan oleh R. Subekti dan
R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 20@&3al 280 dan 283 Jo. Indonetladang-
Undang PerkawinanUU No. 1 Tahun 1974, LN. No.1 Tahun 1974, TLN 18619, Pasal 43.
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terhadap anak-anak yang selain anak-anak sah wersi@arenakan tidak adanya
hubungan keperdataan di antara sang ayah deng&ramaala selain anak-anak

sah.

Diantara anak-anak selain anak-anak sah, hanya laaa kawin yang
memiliki suatu proses yang diakui menurut Peratirarundang-Undangan untuk
dapat diakul. Anak luar kawin dapat memperoleh hubungan kepeagadengan
ayahnya melalui suatu proses pengakuan anak ydngatddalam suatu akta
otentik. Proses pengakuan anak luar kawin oleh apaitogisnya yang
mengakuinya itu tidak dapat diterima selama ibu siaanak luar kawin tersebut
tidak memberikan persetujuan untuk pengakuan an@k kawin tersebut,
sebagaimana diatur dalam pasal 281 Kitab UndangrmdHukum Perdata.
Pengakuan tersebut memberikan hubungan keperdatdara anak luar kawin
dengan ayahnya yang mengakuinya. Akibatnya, anak Kawin memiliki hak
untuk mendapatkan nafkah dan medapatkan bagains (raeskipun bagian
warisannya lebih kecil daripada bagian waris arsk sebagaimana diatur dalam
Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perd&ta)

Pengakuan anak tidak langsung menjadikan seoraa§ muar kawin
berubah statusnya menjadi anak sah. Pengakuan maayderikan hubungan
keperdataan antara anak luar kawin dengan sangyayahmengakuinya. Namun
demikian, pengakuan merupakan salah satu persyaratak dapat mengesahkan
seorang anak luar kawih Pengesahan anak luar kawin dibuat diciptakan ateng
adanya suatu pertimbangan dimana adanya anaKafsngari perkawinan yang
dilakukan menurut kepercayaan atau agama, tagk taatatkan, sehingga tidak
memenuhi unsur sahnya suatu perkawinan. Dengamnr g@asaikiran tersebut,
maka pengesahan bagi anak luar kawin tersebut alkem menurut Undang-
Undang (Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdaengan demikian, si

anak luar kawin, dengan cara pengesahan anak uérsipat ditingkatkan

° Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetkjpeliterjemahkan oleh R. Subekti dan
R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 20®&3al 283 tidak mengakui pengakuan untuk
anak-anak zinah dan sumbang.

YR, Soetojo PrawiroHamidjojo dan Asis Safieoetinkum Orang dan KeluarggBandung:
Penerbit Alumni, 1986), Him.143.

13, SatrioHukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Unddndang Cet.1, (Bandung:
Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000), HIm. 166.
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statusnya menjadi anak sah, dan memperoleh segklyang dapat diperoleh

bagi seorang anak sah.

Dinamika masyarakat pada zaman sekarang iniunteh adanya
perubahan hukum untuk diadakannya persamaan-peasanak bagi anak-anak
luar kawin. Negara Indonesia sendiri juga tidakutugari pola perubahan dalam
bidang hukum keluarga, yaitu suatu perubahan ddParaturan Perundang-
Undangan mengenai perkawinan, terutama pada Undadghg Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan. Perubahan yang dimakslaindandang-Undang
tersebut adalah mengenai kedudukan dan hubungaerdetpan anak Luar
Kawin, dimana perubahan menuntut adanya kesamabhuonban keperdataan
antara ayah biologis dan ibu dari si anak luar katersebut. Di kebanyakan
negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo rSaatau yang lebih
dikenal dengarCommon Law antara anak-anak sah dan anak-anak luar kawin
tidak lagi terdapat perbedaan yang prin&fpi\nak-anak luar kawin mendapatkan
kedudukan dan hak yang sama layaknya anak-analos#iggris sendiri, dalam
aturan hukumnya mengenai sahnya seorang aegitjmacy Actl976 disebutkan
bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinaug yalak sah diperlakukan
sebagai anak sah, dan anak-anak hasil dari peraawyang dibatalkan juga

diperlakukan sebagai anak sah.

Pemicu untuk terjadinya perubahan pengaturan nmangstatus dan
kedudukan bagi anak luar kawin di Indonesia adpkda perkawinan siri antara
Hj. Aisyah Mochtar (lebih dikenal dengan nama MaahMochtar Binti H.
Mochtar Ibrahim) dengan Mantan Menteri Sekretariegita, Almarhum
Moerdiono pada 20 Desember 1993, yang menghassi&arang keturunan anak
laki-laki yang bernama Muhammad Igbal Ramadhan Bloerdiono yang
dilahirkan pada tanggal 5 Februari 1896Dikarenakan bahwa perkawinan
tersebut tidak termasuk dalam kategori perkawinamgysah, dikarenakan tidak

terpenuhinya unsur-unsur dari perkawinan yang satebut, maka status dari

12 Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan oletbpejmnsulat Singapura di Pekan Baru, Mr.
Gavin Chay, pada hari Senin, 9 April 2012, padaup0R.00 WIB.

13 Jappy M. Pellokila, “Horeeeee, Orang IndonesiaeBdtunya Anak di “Luar”
Nikah”http://sosbud.kompasiana.com/2012/02/17/horeeeargrindonesia-boleh-punya-anak-
di-luar-nikah/diunduh pada hari Senin, 5 Maret 2012, pada pL8180 WIB.
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anak hasil perkawinan tersebut menjadi Anak Luarwiia Pengakuan
Muhammad Igbal sebagai anak sah yang dituntut ibletya kepada Almarhum
Moerdiono pun ditentang oleh keluarga dari pihakn&athum Moerdiono itu
sendiri. Oleh karena hal-hal tersebut, anak tetstdak memiliki suatu hubungan
keperdataan dengan ayah biologisnya. Salah sahatala adalah pada saaat
meninggalnya Almarhum Moerdiono pada 7 Oktober 20dLihammad Igbal
tidak memperoleh bagian harta warisan apapun juma ayah biologisnya
tersebut. Machicha Mochtar pun mengajukan tuntatas hak-hak bagi anaknya,
dengan anggapan bahwa anaknya adalah anak salnestudari Almarhum
Moerdiono juga. Dikarenakan bahwa Undang-Undang aroth Tahun 1974
tentang Perkawinan mengatur bahwa status dan habukeperdataan seorang
anak tergantung oleh status dari perkawinan dinaarak itu dilahirkan, maka
Tuntutan Machica atas bagian waris untuk anakmaktdikabulkan. Oleh karena
itu, Machica Mochtar bersama dengan anaknya mekagajduntutan Judicial
Review (Pengujian Undang-Undang) kepada Mahkamahsttusi terhadap
Undang-Undang Pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawenarama pada Pasal 43-
nya yang dinilai tidak memberikan rasa keadilan bagk luar kawin.

Pada 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi mehnfaio putusan atas
permohonan pengujian Undang-Undang tersebut delgansan Nomor 46/
PUU-VIII/ 2010, yang mana mengabulkan sebagian dantutan pengujian
Undang-Undang oleh Machica Mochtar yang hasilnydadmerubah bunyi dari
Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentaeraR®inan yang
bunyinya menjadi:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibusgda
dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dilkakti
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/asdat
bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah,

termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Perubahan dari bunyi pasal tersebut memberikaru uetubahan yang cukup
besar dalam peraturan dan pelaksanaan hukum keludag perkawinan di
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Indonesia. Dengan adanya Putusan dari Mahkamahitksndersebut, seorang
anak luar kawin tidak lagi hanya memiliki hubundaperdataan dengan ibunya
saja, melainkan juga memiliki hubungan keperdat@d@ngan ayah biologisnya
dan keluarga dari pihak ayah biologisnya terseBembuktian mengenai asal-
usul si anak luar kawin tersebut, terutama untukninetikan siapa ayah biologis
dari anak luar kawin tersebut, tidak lagi hanyaadatkan pada pembuktian
melalui akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkaleh pejabat yang
berwenang, melainkan pada suatu pembuktian yandasarkan pada ilmu
pengetahun dan/atau teknologi, yang salah satunyardilakukan melalui tes
DNA, untuk membuktikan adanya hubungan darah antarak luar kawin

tersebut dengan ayah biologisnya.

Pengaturan mengenai anak luar kawin di Indonesiagaiami perubahan
seiring dengan pola perubahan dunia maju yang takyampingkan perbedaan
mengenai status dari anak sah dan anak luar kKawimmun, perubahan dalam
pengaturan tersebut juga akan membawa dampak-danma#k yang positif
mapun negatif dalam negara Indonesia itu sendituk) mengetahui hal-hal apa
saja yang dapat menjadi dampak dari penerapan gieanlpengaturan mengenai
anak luar kawin tersebut, perlu untuk membandinggangaturan-pengaturan
mengenai anak luar kawin yang diterapkan oleh lgaibaegara di dunia, yang
untuk penelitian ini diambil dari beberapa negadrkagvasan benua Asia. Negara-

negara tersebut adalah Republik Rakyat Cina dagafura.

Republik Rakyat Cina merupakan negara dengan fungdanduduk
terbanyak di dunia, yaitu sebanyak 1 milyar penétudlintuk mengatur populasi
raksasa tersebut, perlu adanya suatu pengaturagemsrhukum keluarga yang
terpadu. Jumlah penduduk yang besar, meskipun nidiké bahwa negara
tersebut memiliki angka kelahiran yang tinggi, petaemberikan berbagai macam
permasalahan di berbagai segi kehidupan dalam segfara. Jumlah penduduk
yang besar berarti meningkatnya kebutuhan akarasgngangan dan papan bagi
penduduk dalam suatu negara, belum lagi kebutuham gendidikan dan
pekerjaan. Apabila suatu negara tidak memiliki kempaan untuk mendukung

% Frank Bates and J. Neville Turn@he Family Law CasebopSydney: The Law Book
Company Ltd., 1985). HIm. 410.
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dan memenuhi kebutuhan dari populasi yang besakanmamlah penduduk
tersebut dapat menjadi malapetaka. Lapangan pekerjgang terbatas,
meningkatnya harga pangan dan perumahan, dan nrkabiyg angka
pengangguran dan kriminalitas merupakan permasalpd@anasalahan yang
dapat melanda negara-negara yang tidak memilikiakepuan untuk menopang
jumlah penduduk raksasa. Sebagai negara dengarappperbesar di dunia,
Republik Rakyat China memiliki potensi untuk mendggai permasalahan-
pemasalahan tersebut. Untuk mencegah permasalaran dapat diakibatkan
oleh jumlah penduduk yang terlalu banyak, maka REpuRakyat China

mengimplementasikan kebijakan “Satu Anak untuk $alwarga™

. Dan, untuk
menerapkan kebijakan tersebut secara efektif, npakeaturan mengenai anak,
keluarga dan perkawinan dalam hukum keluarga RépuRbkyat China

disesuaikan untuk mencegah terjadinya ledakan jupgaduduk.

Sementara itu, Singapura merupakan negara tetagggg memiliki
wilayah negara yang terbatas. Untuk itu negaralensperlu untuk mengawasi
jumlah populasi negaranya agar tidak terjadi ledak&nduduk. Singapura,
sebagai negara yang memililiki tingkat kepadatamgyainggi, memiliki
pengaturan mengenai anak, keluarga dan perkawi@mdaukum keluarganya
untuk mengatur hal-hal tersebut untuk mencegahdeya permasalahan akibat
jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan kemampuegara untuk
menopangnya. Sebagai salah satu bekas negaranjajanialnggris, Singapura
mengadopsi sistem hukum Anglo Saxon dalam pengatorangenai hukum

keluarganya.

Dengan perbandingan dari kedua negara tersebatagikan agar dapat
diketahui hal-hal yang dapat menjadi dasar pemmkiwatuk perbaikan dan
penyempurnaan pengaturan mengenai anak luar kawinddnesia, sehingga
dapat dicapai tujuan mulia perlindungan kepentindaygi si anak untuk

pertumbahannya yang sehat dan bahagia secara jadamamohani.

1> Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan darbpejsagian kebudayaan di Kedutaan Besar
Republik Rakyat China di Jakarta, Mr. Yang, pada Rabu, 4 April 2012, pukul 15.00 WIB
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1.2 Pokok Per masalahan

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dijdrar sebelumnya,

penelitian ini meneliti pokok-pokok permasalahabaggi berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan anak luar kawin dalanmakga dikaitkan dengan
hubungannya dengan orang tuanya dalam hukum keluarmgegara Republik
Rakyat China dan Singapura?

2. Bagaimanakah kaitan tanggung jawab orang tuagaterhak-hak yang
didapatkan oleh anak luar kawin dalam hukum kekluatignegara Republik

Rakyat China dan Singapura?
1.3 M etode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adal meneliti
permasalahan dalam penlitian ini mencakup 7 (tujuhyur dalam metode
penelitian, yang adalah bentuk penelitian, tipolpgnelitian, jenis data, jenis
bahan hukum, alat pengumpulan data, metode anal&®s dan bentuk hasil
penelitian. Ketujuh unsur dalam metode penelitisangy digunakan dalam
penelitian ini bertujuan untuk memudahkan penditiam melakukan penelitian
dengan baik, sehingga dapat menjawab permasalabkm dpenelitian ini.

Ketujuh unsur dalam metode penelitian tersebut aijabarkan di bawah ini.
(1). Bentuk Pendlitian

Bentuk penelitian yang digunakan peneliti dalpenelitian ini
adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian gistnormatif merupakan
penelitian terhadap norma hukum tertulis, yang memhadap aturan-
aturan hukum mengenai hukum keluarga yang ada aelpaonesia,
Republik Rakyat China dan Singapura, yang antdaraddalah Hukum
Perkawinan Indonesia menurut Kitab Undang-undankguRuPerdata dan
peraturan perundang-undangan lainnya, Hukum PenkawiRepublik
Rakyat China tahun 1950 dan telah diamandemen fadua 1980, serta
Women’s CharterNomor 18 tahun 1961 yang diadopsi dalam sistem

hukum Singapura. Fokus penelitian adalah padaratattaan hukum yang
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mengatur mengenai anak luar kawin yang berlakuediara Indonesia,
Republik Rakyat China dan Singapura.

(2. Tipologi Pendlitian

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah
penelitian  komparatif dimana penelitian ini  berangu untuk
membandingkan aturan-aturan hukum yang mengatugenan suatu hal
dari berbagai macam sistem hukum, yang mana dakninh adalah
perbandingan dari status dan kedudukan serta Halgdreg dimiliki oleh
anak luar kawin menurut peraturan-peraturan yanggeieir mengenainya
di negara Indonesia, Republik Rakyat China dan&ingp. Penelitian ini
diharapkan juga dapat menjadi penelitian yang pig#k dimana
bertujuan untuk memberikan suatu jalan keluar pemyelesaian terhadap
permasalahan dalam penelitian ini, dimana adanydustemuan atau
pengetahuan mengenai pengaturan-pengaturan terlaad&pluar kawin
dan hal-hal apa saja yang menjadi kelebihan daeniabian masing-
masing pengaturan mengenai pengaturan anak luan kaada masing-

masing negara tersebut.
(3. JenisData

Data yang digunakan dalam penelitian ini, mengingahwa
bentuk penelitian ini adalah penelitian terhadapmao hukum tertulis,
adalah data-data sekunder, yang adalah data-dagadyj@eroleh dari studi
dokumen. Dokumen-dokumen yang digunakan tentunykalian dengan
bentuk penelitian terhadap norma hukum tertuliagyantara lain meliputi
peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan bd&u-buku
lainnya membahas atau menjelaskan doktrin-doktaRum mengenai
anak luar kawin, hubungan keperdataan yang dimiikeh anak luar
kawin itu sendiri, status dan kedudukan serta rekyang dapat dimiliki
oleh anak luar kawin tersebut yang dikaitkan hulammya dengan

tanggung jawab orang tua dalam memenuhinya, sebagai menurut
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hukum keluarga yang dianut di negara IndonesiauRépRakyat China
dan Singapura.

Meskipun penelitian ini merupakan penelitianhgslap norma
hukum tertulis, penulis juga menggunakan data-datag didapatkan
berdasarkan wawancara dan diskusi dengan sejundghngaan yang
telah dipersiapkan sebelumnya terhadap beberapasumber dan
informan. Data-data yang didapat dari masyarakiatnmeskipun bukan
merupakan pusat dalam penelitian yang dilakukarm genulis, tetap
merupakan penunjang dalam meneliti norma-normauli®rimengenai
hukum keluarga di negara-negara selain Indonessehliat. Masukan-
masukan berupa hasil wawancara, diskusi dan pesjelaersebut
diharapkan dapat mendukung penelitian terhadap axmonma hukum

tertulis yang dilakukan oleh penulis.
(4). JenisBahan Hukum

Dari data sekunder yang diperoleh untuk penalitiai, maka

bahan hukum yang digunakan meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, yang adalah bahan hukung yaemiliki
sifat autoritatif, yang adalah memiliki kekuatarrdifat memaksa
untuk ditaati sebagai peraturan. Bahan Hukum Priryang
digunakan dalam penelitian ini meliputi, Undang-dnd Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemeriitahor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nbriiahun
1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang HulRerdata
(Burgerlijk Wetboek dan peraturan-peraturan lainnya yang
mengatur maupun menyangkut mengenai hukum keludega
perkawinan yang berlaku di negara Indonesia, RépuRhkyat
China dan Singapura, seperti Hukum Perkawinan RixpRlakyat
China tahun 1950 dan telah diamandemen pada ta®80, $erta

Family Law Reform Acttahun 1987 yang menjadi dasar
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pembentukan dan penyempurna&domen’s Charter sebagai
aturan hukum keluarga di Singpura.

2. Badan Hukum Sekunder, yang adalah bahan-barammng yang
mendukung dan menjelaskan bahan-bahan hukum pizam
melakukan penelitian ini. Bahan-bahan hukum sekungeg
digunakan dalam penelitian mengenai status dancdke@un serta
hak-hak yang dapat dimiliki oleh anak luar kawinsébut yang
dikaitkan hubungannya dengan tanggung jawab oraagdalam

memenuhinya.

3. Bahan Hukum Tersier, yang sebenarnya bukan&ipakan suatu
bahan hukum, melainkan suatu bahan rujukan ataanagang
memudahkan peneliti untuk dapat mencari pengedénistilah-
istilah yang dipergunakan dalam bahan-bahan hukummep
maupun sekunder, yang mana contohnya adalah bdwapas,
ensiklopedi, buku petunjuk dan lain-lainnya. Dengary dapat
memudahkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

(5). Alat Pengumpulan Data

Berdasarkan data yang adalah data sekunder das Ipatfian
hukum yang digunakan dalam penelitian ini yang a@ddahan hukum
primer, sekunder dan tersier, dan juga berdasdrkatuk penelitian yang
adalah yuridis normatif, maka alat pengumpulan datag digunakan
dalam penelitian ini adalah studi dokumen terhadi#a-data yang
dikumpulkan dalam penelitian ini. Terhadap datadatmer, maka alat
pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ad&atasarkan diskusi
melalui media komunikasi elektronik, dimana penuksliebih dahulu
mengirimkan sejumlah pertanyaan yang relevan teqnhathyek penelitian
yang dilakukan penulis kepada beberapa narasundmeinforman yang
telah penulis mohon kesediaannya untuk berdiskusialoni media

komunikasi elektronik.
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(6). Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, data-data yang digunakan aliais
berdasarkan metode analisis data kualitatif, yangaradalah analisis data
dengan pemaknaan sendiri oleh peneliti terhadam-dkha yang

dikumpulkan untuk penelitian.
(7). Hasl Pendlitian

Bentuk hasil penelitian ini, sesuai dengan tignghtian yang
digunakan yang mana adalah komparatif dan prefiknipaka penelitian
ini akan memberikan suatu perbandingan terhaddpsstan kedudukan
serta hak-hak yang dapat diperoleh anak luar kgeurg dikaitkan dengan
tanggung jawab orang tua dalam memenuhinya memutkum keluarga
yang berlaku di negara Indonesia, Republik Rakyah& dan Singapura.
Temuan dari perbandingan tersebut akan membantuamdal
menyempurnakan pengaturan mengenai anak luar kdiwimdonesia itu

sendiri.
1.4 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk tessmg mana, untuk

kemudahan, dibagi dalam tiga bab, yaitu denganlitgmgang berjudul:

Perbandingan Hukum Keluarga di Republik Rakyat China, Indonesia dan
Singapura dalam Pengaturannya M engenai Kedudukan dan Status Anak

Luar Kawin
BAB | PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yaitejitdg rumusan
masalah, metode penelitian dan sistematika pemutiakam tesis untuk penelitian
mengenai Perbandingan Hukum Keluarga di Indoné&sgpublik Rakyat China
dan Singapura Mengenai Penagturan Kedudukan Anak Kawin.

BAB Il IS
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Perbandingan Hukum Keluarga di Republik Rakyat @hindonesia dan
Singapura dalam Pengaturannya Mengenai KedudukaBS@dus Anak Luar

Kawin
Bab ini menguraikan mengenai:

1. Landasan teoritis dan konsepsional, yang dakamelgian ini menjelaskan
definisi-definisi yang berkaitan mengenai status Badudukan anak luar
kawin menurut peraturan perundang-undangan yarigkioerdan konsep
dari pengaturan mengenai anak luar kawin dalam ty@raperaturan
hukum mengenai hukum keluarga dan perkawinan, yaaga menurut
hukum keluarga di Indonesia, Republik Rakyat Chdan Singapura

Mengenai Penagturan Kedudukan Anak Luar Kawin.

2. Gambaran obyek penelitian, yaitu perbandingamatiap pengaturan
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan anak luatnkdalam hukum
keluarga di Indonesia, Republik Rakyat China damg&dura Mengenai
Penagturan Kedudukan Anak Luar Kawin. Hal tersethdrarti
menyangkut mengenai kedudukan dan hak-hak yang dggaoleh anak
luar kawin yang dikaitkan dengan tanggung jawabng@raua dalam
memenuhinya menurut hukum keluarga yang berlakmedjara-negara
tersebut.

3. Analisa hukum obyek penelitian, yang mana adaemjawab pokok-
pokok permasalahan dalam penelitian ini sehubumiggrgan kedudukan
dan hak-hak anak luar kawin serta tanggung jawabgtua terhadapnya,
dalam hubungannya dengan dinamika penyetaraan kkdodanak luar

kawin dalam peraturan hukum keluarga di Indonesia.
BAB |Il PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan dari penelitian yanaktikan dan
saran yang diberikan dalam rangka penyelesaiangsalahan penelitian.
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BAB I1
IS
1. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan
1.1 Sahnya Perkawinan

1.1.1 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata

Perkawinan, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomdiiun
1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir basimtara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengaant membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalabarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa. Penjelasan mengenai Pasal 1 darangrddndang
Perkawinan tersebut menyebutkan bahwa perkawinarmponeyai
hubungan erat dengan unsur agama/ kerohaniann sddaipada unsur
lahiriah/jasmani dan unsur bathin/rohani. Sebelwmialklunya Undang-
Undang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974tuPanayang berlaku
untuk mengatur hal-hal mengenai perkawinan di ledan adalah Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata merupakan salah saandtukum yang

digunakan untuk mengatur hal-hal mengenai perkawfna

Perkawinan yang sah di Indonesia adalah perkawigang
dilangsungkan sesuai dengan peraturan. Dengan @denkkabsahan dari
perkawinan adalah berdasarkan peraturan perundaiaigan. Pasal 2
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawimamyebutkan
bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan ydaggdungkan sesuai
dengan agama dan kepercayaan masing-masing, deawp®an tersebut
harus dicatat. Isi pasal ini memberikan kesimpubtamwa perkawinan
yang sah dilaksanakan menurut agama dan kepercayasing-masing,
dan harus didaftarkan. Dilaksanakan menurut agaara kepercayaan

16 Ada juga peraturan-peraturan lainnya yaitu: PeaatPerkawinan Campuran (Gemengde
Huwelijke Reglement Staatblad 1898 Nomor 1858), @eatonansi Perkawinan Kristen Indonesia
atau HOCI (Huwelijke Ordonantie Christen Indonesi&taatblad 1933 Nomor 74) yang
merupakan peraturan perkawinan untuk mereka yaragama Kristen.
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masing-masing berarti bahwa perkawinan dilaksanakdeh para
mempelai yang memiliki agama dan kepercayaan yangsPerkawinan
antara pasangan yang berbeda agama tidak diakuagaebsuatu
perkawinan yang sah. Syarat untuk perkawinan yadgftdrkan adalah
administratif. Perkawinan yang tidak tercatat tidaénjadikan perkawinan
tersebut tidak terjadi pada mulanya. Sifat penaataidalah administratif,
sehingga sah tidaknya perkawinan tergantung dpendihi atau tidaknya
syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan danasgyarat dalam
agama dan kepercayaan masing-masing pihak mempgri&an dari
pendaftaran itu sendifi Namun, dalam hukum keluarga di Indonesia,
terutama dalam Undang-Undang Perkawinan itu sengieincatatan
merupakan aturan hukum positif untuk keabsahanuspatrkawinan.
Dengan demikian, pencatatan tersebut tidak terfkpadengan status sah
suatu perkawindf

1.1.2. Menurut Women'’s CharteMNo. 18/1961 di Singapura

Keabsahan perkawinan menurut hukum keluarg&idgapura,
dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan yang tukten dalam
Undang-Undang. Untuk melangsungkan perkawinan,ypeatan yang
harus dipenuhi mengacu pada dua peraturan, Yimnen’s CharteiNo.
18/1961 damdministration of Muslim Law AGAMLA) 1966. Bagi para
mempelai penganut agama Islam, yan berlaku adalsthA untuk
pelangsungan perkawinan. Sementara bagi yang kjtmeylakulWWomen'’s
Charter.

Baik dalam AMLA maupun Women’s Charter, perkaavi adalah

sah apabila perkawinan tersebut dikukuhkan olehbae¢jyang berwenang

" Wahyono Darmabratdjnjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang&®einan

Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaan@y#.3, (Jakarta: Penerbit Rizkita, 2009),
Him. 64.

18 Wahyono DarmabrataStatus Hukum Anak Luar Nikah Dengan Putusan Mahkattoastitusi
No0.46/PUU-VIII/2010 jo. Pasal 43 ayat 1 Undang-UndaPerkawinan Dalam Perspektif Hukum
Waris Adat, Hukum Waris Perdata Barat dan Hukumig/eslam” (makalah dibawakan dalam
Seminar Hukum Sehari "Menyikapi RUU Jabatan Notdes Pemahaman Status Hukum Anak
Luar Kawin serta Rancangan Hukum Acara PeradilafeBr Notaris, yang diselenggarakan oleh
Ikatan Keluarga Alumni Notariat Universitas Indoiaggada tanggal 27 April 2012 di Gedung
SMESCO), Him. 3.

Universitas Indonesia
Perbandingan hukum..., Nicholas Surya Penn, Program Magister Kenotariatan, 2012



20

(Pendeta, Ulama, dan lain-lainnya), dan dicatate@ister) oleh pejabat
pencatat (Registrar) yang berwenang. Pengukuhdtaweran mengacu
pada proses perkawinan yang dilangsungkan menugaima dan
kepercayaan masing-masing. Pengukuh perkawinaralad@hak yang
diberi kewenangan untuk menjadikan suatu perkawletaku. Hal ini
berarti bahwa pengukuh perkawinan memiliki izin ukntmelakukan
pengukuhan tersebut, baik berdasarkan adat, agamakepercayaan
maupun yang diakui dalawomen’s Charté?, yaitu hakim, pihak dari
kedutaan besar, pegawai pencatat, maupun pelakpaicara perkawinan
secara adat, agama maupun kepercayaan. Denganiaterpédngukuhan
perkawinan dapat dilakukan melalui upacara perkawissecara adat,
agama dan kepercayaan, ataupun melalui pengukudwarasformal di

kator catatan sipil.

Pengukuhan dalam perkawinan itu sendiri, tidkl&n terlaksana
apabila para calon mempelai tidak memiliki izin wkhtmelakukan
perkawinan yang dikeluarkan oleh pencatat perkawithalzin untuk
melaksanakan perkawinan dikeluarkan oleh kantorcatatan, setelah
terlebih dahulu diadakan proses pelaporan dan pekge mengenai
syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dreadanya izin untuk
melakukan perkawinan, maka pada dasarnya perkawimana mempelai
tersebut telah dikukuhkan oleh negara, karena paempelai telah
menyatakan kemauan mereka untuk menikah terhadapngan satu
dengan yang lainnya. Namun, diberikan jalan untukesdikan
pengukuhan perkawinan melalui upacara adat, keagamdan
kepercayadil, setelah terlebih dahulu memperoleh izin untuk

melangsungkan perkawinan.

Pencatatan perkawinan itu sendiri pada dasammgaupakan
tindakan administratif, sehingga pada dasarnyaaktiderlaksanaya
pencatatan tersebut tidak mengakibatkan batalnyawenan itu sendiri.

19 SingapurayWomen'’s CharteNo.18 Tahun 1961, Pasal 22, 182 dan 183.
%0 SingapurayWomen’s CharteNo.18 Tahun 1961, Pasal 22
! Ibid., Pasal 24
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1.1.3 Menurut Hukum Perkawinan Tahun 1981 di Republik Rakyat
China

Pengaturan mengenai keabsahan perkawinan dibRlegrakyat
China tidak memandang dari sisi adat maupun raljgdikarenakan
pemerintahan yang bersifat sekuler. Oleh karena kkabsahan dari
perkawinan di Republik Rakyat China ditentukan oledgara dalam
undang-undang, vyaitu dalam Undang-Undang mengenakund
Perkawinan Tahun 1981.

Sifat perkawinan di Republik Rakyat China abaf@erkawinan
negara, yaitu perkawinan yang dilihat dari sisigp@ran, dan prosedurnya.
Keabsahan perkawinan menurut hukum perkawinan Rigpiakyat
China adalah bahwa perkawinan yang sah adalahvweda yang telah
memenuhi syarat-syarat untuk dapat melangsungkakawman yang
telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinanuBRédp Rakyat
China tersebut. Perkawinan tersebut juga baru dadanhgsungkan
apabila telah mendapat pengecekan dari petugasataésnc di kantor
pencatatan perkawinan dan dibuktikan telah diteatiwa pasangan calon
mempelai tersebut dapat menikah dengan sertifikskawinai®. Perlu
diketahui bahwa tanpa adanya sertifikat, baik perkan dan pencatatan
perkawinan itu sendiri tidak dapat terjadi. Jadaksahan dari perkawinan
menurut hukum perkawinan di Republik Rakyat Chirmuktikan dengan

adanya sertifikat perkawinan tersebut.

Pencatatan perkawinan di Republik Rakyat Chitaah tindakan
administratif. Pencatatan itu sendiri merupakansedor yang tidak
terpisahkan dari perkawinan itu sendiri. Dikaremakaerkawinan di
Republik Rakyat China adalah perkawinan oleh negatanana
pelaksanaan perkawinan tersebut dilangsungkan dtokapencatatan
perkawinan, dengan demikian pencatatan perkawiilaksdnakan pada

saat perkawinan di kantor pencatatan perkawinaelet dikukuhkan.

2 Republik Rakyat Chinadukum Perkawinan 198Pasal 2 Artikel 8

Universitas Indonesia
Perbandingan hukum..., Nicholas Surya Penn, Program Magister Kenotariatan, 2012



22

1.2 Syarat-Syarat Perkawinan

121 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata

Pengaturan perkawinan melalui KUH Perdata, yaegudian
diatur dengan Undang-Undang Perkawinan memberikamnpn agar
kesucian perkawinan tetap terjaga. Hal ini dinyatelalam syarat sahnya
untuk melangsungkan perkawinan. Syarat untuk melamgkan

perkawinan terdiri dari syarat materiil dan sydoamil.

Syarat materiil adalah syarat mengenai diriingamasing calon
pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Syaateriil itu

sendiri dibagi menurut sifat-sifatnya, yaitu:
a. Syarat materiil yang bersifat umum (Syarabhlisuatu perkawinan).

Syarat materiil umum merupakan syarat yang haipsnuhi bagi
yang akan melangsungkan perkawinan. Tanpa dipeyalsyarat ini

maka tidak mungkin untuk melangsungkan perkawinan.
b. Syarat materiil yang bersifat khusus (Syaehtif suatu perkawinan).

Syarat materiil khusus merupakan syarat-syamat) ylibutuhkan untuk
melaksanakan perkawinan-perkawinan yang tidak biaBaak
dipenuhinya syarat ini untuk perkawinan-perkawit@amentu tersebut

menimbulkan ketidakwenangan khuSus
Syarat meteriil umum menyangkut hal-hal sebagaklt, yaitu:
a. Persetujuan bebas dari calon mempelai

Hakikat perkawinan adalah bahwa ikatan tersebemtlandasakan
hubungan cinta yang dianugerahi oleh Tuhan Yangaviasa. Oleh

karena itu, sudah seharusnya perkawinan dilaksandéagan adanya

2 Wahyono Darmabrat#&jukum Perkawinan Perdata: Syarat Sahnya Perkawikhtak dan
Kewajiban Suami Isteri, Harta Benda Perkawinditid 1, (Jakarta: Penerbit Rizkita, 2009), HIm.
64.
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kesadaran penuh dari para calon mempelainya uneermkgikat diri
dalam ikatan perkawinan tanpa adanya paksaan adigupe dari
pihak manapun. Hal ini diatur dalam pasal 28 darkK8M Perdata
yang mana untuk melaksanakan perkawinan, dibutuhkdanya
kebebasan dan kesadaran penuh dari pihak-pihakngtuk u

melangsungkan perkawinan.
b. Usia untuk melangsungkan perkawinan.

Usia secara ilmiah menunjukkan mengenai keatisi&h biologis dan
mental dari seorang individu. Pengaturan batasam wstuk
melangsungkan perkawinan diharapkan untuk memasgi&ekawinan
dapat menghasilkan tujuannya yang mulia, yaitu nesrk keluarga
yang yang bahagia dan kekal. Usia untuk melangsamglerkawinan
berkaitan dengan kemampuan mental dan biologis plma calon
mempelai untuk membentuk keluarga yang bahagiakeé&al. Usia
untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut paSalkKUH
Perdata adalah bagi pria 18 (delapan belas) tahorbdgi wanita 15
(lima belas) tahun. Undang-Undang Perkawinan mengktiam pasal
7 ayat (1)-nya bahwa usia untuk melangsungkan penksma adalah
bagi pria 19 (sembilan belas) tahun dan wanitaeb@rf belas) tahun,
dan diatur dalam pasal 6 ayat (2)-nya, bahwa balgin mempelai
yang belum mencapai umur 21 (tahun) harus mendzpadari kedua
oran tuanya, dan apabila tidak ada, maka harus ereeb izin dari

wali.

c. Calon mempelai tidak dalam keadaan sedangatedalam ikatan

perkawinan.

Perkawinan memiliki prinsip satu suami untukusastri (prinsip
monogami). Hakekat perkawinan ini dimaksudkan bapetkawinan
dilandaskan atas keseimbangan dan kesetiaan darippgangannya
(Pasal 27 KUH Perdata). Dalam pengaturannya dinddlmdang-
Undang Perkawinan, yaitu pada Pasal 9 (sembilasgl@8 (tiga) ayat
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(2) (dua), dan Pasal 4 (empat), perkawinan yangnyaamenganut
prinsip monogami mutlak menjadi monogami sebagi@alam

pengaturan perkawinan menurut Undang-Undang Penlaawyi
diizinkan bagi seorang suami untuk beristri lebdridsatu, asalkan

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undadgng.
d. Tenggat waktu tunggu.

Pengaturan mengenai tenggat waktu tunggu dildhasubagi wanita,
terutama bagi wanita yang ingin untuk melangsungbarkawinan,
setelah putus dari perkawinan sebelumnya. Bagi tavayang telah
putus dari perkawinan sebelumnya dan ingin melamgsan
perkawinan baru, menurut pasal 34 (tiga puluh emikatH Perdata
harus menunggu selama 300 (tiga ratus) hari segkawinan
sebelumnya berakhir. Hal ini dimaksudkan agar tidejadi
pencampuran benihc@nfusio sanguin)s yaitu keadaan yang tidak
menentu mengenai asal-ususl seorang ‘Andkalam pengturannya
menurut Undang-Undang Perkawinan, Pasal 11 menamtakanya
jangka waktu tunggu yang detilnya diatur lebih ldrgalam Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Peraturak$2elaan dari
Undang-Undang Perkawinan. Pasal 39 Peraturan Reateriersebut
memberikan pembagian jangka waktu untuk kasus-kastientu,

yaitu sebagai berikut:

(a) Untuk perkawinan yang berakhir karena keamatmaka jangka
waktu tunggunya adalah 130 (seratus tiga puluh) bajak

kematian pasangannya.

(b) Untuk perkawinan yang berakhir karena peieer, maka jangka

waktu tunggunya adalah:

-.  Yang masih datang bulan: 3 (tiga) kali sdengan sekurang-

kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

24 | pid.
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-. Yang sudah datang bulan: 90 (sembilan puiain)

(c) Untuk perkawinan yang putus karena perceralan tidak terjadi
hubungan badan antara suami-isteri yang bercaseliet, maka

tidak ada waktu tunggu.

Sementara itu, syarat materiil khusus menyanigélihal berupa larangan-
larangan dan izin-izin untuk melangsungkan perkawinlLarangan-

larangan yang dimaksud adalah:
a. Larangan perkawinan yang tidak dimungkinkaamge dispensasi.

Larangan perkawinan yang dimaksud ini untuk @erkan-
perkawinana antara calon mempelai yang memilikiumglan darah
terlalu dekat, baik sebagai anggota keluarga skdasupun anggota
keluarga semenda dalam garis lurus baik ke atapumeake bawaf?.

b. Larangan perkawinan yang adanya dispensasi.

Larangan perkawinan ini pada dasanya adalah ramgaadanya
perkawinan antara calon mempelai yang mempunyairgdn darah,
namun dengan adanya pemberian dispensasi, makawpean antara
anggota keluarga diperbolehkan oleh Undang-Undamgkukasus-
kasus tertenfil.

c. Larangan perkawinan tertentu.

Larangan perkawinan tertentu merupakan halangéurk perkawinan
yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan kelpiasaan ini.
Halangan yang dimaksud adaiah

% Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetkjpeliterjemahkan oleh R. Subekti dan
R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 208@al 30 dan 31.

% Anggota keluarga yang dimaksud adalah anggotakgdudalam garis menyamping, seperti
paman atau bibi dengan keponakan, ataupun yanglikigmabungan periparan. Sebagaimana
ternyata dalankitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetkjgeliteriemahkan oleh

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: PradRgaamita, 2009), Pasal 30 dan 31.

" Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetkpeliterjemahkan oleh R. Subekti dan
R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 208@sal 32 dan 33.
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1. Larangan untuk perkawinan antara suami aséeriiyang telah
bercerai (atau perkawinannya dibubarkan) karenasaala
perzinahan, dengan pihak ketiga yang melakukan inzdran

dengan suami ataupun isteri tersebut.

2. Larangan perkawinan bagi suami isteri yarghteanenikah dan
kemudian bercerai. Larangan ini memberikan jangk&tw bagi
mantan suami isteri tersebut untuk dapat melakylerkawinan
lagi, yaitu setelah lewat satu tahun setelah pedraw mereka
berakhir dicatatkan dalam catatan sipil. Mengenaiarigan
perkawina tertentu ini, menurut Pasal 10 (sepulumdang-
Undang Perkawinan, tidak diperbolehkan adanya pericn
kembali apabila setelah perkawinan untuk kembadieteut terjadi
perceraian untuk kedua kalinya. Namun apabila huagama atau
kepercayaan dari calon mempelai memperbolehkanensébut,

maka larangan ini dapat dikecualikan.

Sementara itu, mengenai izin untuk melangsumgt@kawinan
adalah mengenai pemberian izin bagi anak-anak dbauwmur untuk
melangsungkan perkawinan, baik anak sah maupunlaaakawin. Bagi
anak-anak sah yang masih dibawah umur, menurut ®&saam) ayat (3)
(tiga) dan (4) (empat) Undang-Undang Perkawinankamain tersebut
diberikan oleh kedua orang tua, atau dalam halktiddanya yang
menjalankan kekuasaan orang tua, wali bagi anakwdah umur tersebut.
Sementara itu, untuk anak-anak luar kawin yangdzedi bawah umur,
yang memberikan izinnya adalah ibu sebagaimana dnak kawin
memiliki hubungan keperdataan dengan ibdfiyydan dalam hal tidak
adanya ibu untuk menjalankan kedudukan orang tteadep anak di
bawah umurnya tersebut, maka wali atas anak luainkgersebut yang

memberikan izin untuk perkawinan anak luar kawrsebut.

%8 |ndonesiandang-Undang PerkawinatyU No.1 tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN
No0.3019, Pasal 43 ayat (1).
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Syarat formil untuk melangsungkan perkawinark&iéan dengan
formalitas-formalitas yang harus dipenuhi untuk angsungkan

perkawinan. Syarat formil terdiri dari dua maéamyaitu:

1. Syarat formil yang mendahului pelangsungaikaeinan, yang mana
adalah:

a. Pemberitahuan niat melangsungkan perkawinamg mana
diberitahukan kepada pejabat catatan sipil dariigitirpara calon
mempelai dan olehnya dibuatkan sebuah akta mengenai
pemberitahuan tersebut. Hal ini diatur dalam Pa8glima puluh)
dan 51 (lima puluh satu) KUH Perdata.

b. Penelitian mengenai telah terpenuhinya atdak tsyarat-syarat
untuk melangsungkan perkawinan bagi para calon relingdan
ada atau tidaknya halangan-halangan untuk melaksana
perkawinan bagi para calon mempelai oleh pejaliatarasipil

c. Pencatatan hasil penelitian terhadap parancatempelai oleh
pejabat catatan sipil.

d. Pengumuman akan dilangsungkannya perkawigang mana
diumumkan oleh Kantor Catatan Sipil, yang dilakuk@@ngan
jalan menempelkan pada pintu besar dari gedungnsistiimana
disimpan akta catatan sipil dan berlangsung selkOrtzari. Hal ini
diatur dalam Pasal 52 (lima puluh dua) dan 53 (lpon&uh tiga)
KUH Perdata.

2. Syarat formil yang harus dipenuhi pada sadandsungkannya

perkawinan, yang mana adalah:

a. Pelangsungan perkawinan yang terbuka olehmuhan dihadiri
oleh pegawai pencatat yang dihadiri oleh 2 (duah@isaksi.

29 Wahyono Darmabrat&@p. Cit, HIm. 77.
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b. Penandatanganan akta perkawinan oleh parget@impara saksi
dan pegawai pencatat perkawinan, yang dilakukaeraegesaat

perkawinan dilangsungkan.
1.2.2 Menurut Women'’s CharteMNo. 18/1961 di Singapura

Pengaturan mengenai syarat-syarat untuk melangaongk
perkawinan di Singapura mengenal juga adanya sggaaat bagi subjek
pelaksana perkawinan (syarat materiil) dan syapatas prosedural untuk
melangsungkan perkawinan (syarat formil). Yang maengyarat-syarat
materiil untuk melangsungkan perkawinan, atau lethikenal dengan

kapasitas dalam melangsungkan perkawinan atfalah

1. Monogami, bahwa hukum perkawinan Singapura m#nomen’s
Charter menganut asas monogami, kecuali bagi pasangan et&@mp
yang beragama Islam yang mana tunduk peddA. Asas monogami
tersebut merupakan dasar pemikiran hukum perkawdasnnggris’,

yang diadopsi dalaWomen’s Charter

2. Usia untuk menikah, yang mana bagi pria dan t@aadalah sama
yaitu 18 (delapan belas) tahun, sesuai dengan ghsalomen’s
Charter. Namun usia dewasa yang dianut dalam hukum perdata
Singapura adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sésilein pasal 2 dari
peraturan yang sama. Perkawinan oleh pasanganbglom dewasa
diperlukan adanya persetujuan dari orang tua masagng calon
mempelai. Persetujuan orang tua dalam hal ini nadaup hal formal,
dimana tanpa adanya persetujuan tersebut tidak adi&an
perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Namun tidaga persetujuan

tersebut merupakan pelanggaran yang dikenakan rarkdenda.

3. Larangan perkawinan, yang mana larangan perkawitersebut

adalah:

%0 Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan oletbpej@nsulat Singapura di Pekan Baru, Mr.
Gavin Chay, pada hari Senin, 9 April 2012, padaup0R.00 WIB.
1 p.J. Paceramily Law (London: Pitman Publishing, 1992), Him. 17.
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a. Larangan perkawinan terhadap saudara sedarah satadara
semenda, sebagaimana diatur dalam pasalVathen’'s Charter
Namun terhadap larangan ini dapat diberikan disg@sas dasar
bahwa Singapura merupakan negara yang beragam dgndan
kepercayaan dan agama yang diyakini oleh merekaapgat
beberapa tradisi yang mana memungkinkan adanyaaywaran
antar anggota keluarifa Oleh karena itu, apabila dianggap layak

oleh menteri, maka dapat diberikan izin untuk perkan tersebut.

b. Larangan perkawinan untuk pasangan yang betehsnin sama,
sebagaimana diatur dalam pasaMi@men’s CharterLarangan ini
merupakan larangan mutlak dimana perkawinan yahgasalah
perkawinan antara seorang pria dan wanita. Hal klamiharus
dijelaskan oleh para calon mempelai dalam melakydedaporan
untuk melakukan perkawinan kepada kantor catataih dian hal
tersebut kemudian diteliti lagi agar dapat dipastibbahwa yang
menikah adalah pria dan wanita.

Sementara itu, yang menjadi syarat-syarat formiuk melangsungkan

perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Adanya pelaporan atau pemberitahuan untuk ngsiagkan
perkawinan oleh para calon mempelai kepada kardtatan sipil,
khususnya pada pencatat perkawinan. Para calon et@miparus
memberitahukan perihal mengenai keinginan merekakumenikah.
Pemberitahuan untuk melakukan perkawinan terselhdrithhukan
oleh kedua atau salah satu pihak dari calon memjezkebut secara
tertulis’® dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Petahadn
tertulis tersebut memuat mengenai data diri pal@aaempelai, yang
antara lain adalah nomor kartu identitas dan datifkelahiran,

%2 Hal ini tampak dalam adat atau tradisi dalam agdlindu, dimana paman dapat menikahi
keponakannya.
¥singapuraWWomen'’s CharteNo.18 Tahun 1961, Pasal 14.
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tanggal kelahiran, status perkawinan, kewarganagaraalamat,

golongan, agama, dan nama ayah dari masing-masngpsiai.

2. Para pihak kemudian dipanggil untuk dimintagamyataan mengenai
kebenaran tentang diri mereka yang mana para calempelai
diharuskan untuk menyatakan kebenaran atas dataetieka tersebut
di bawah sumpah. Hal-hal yang dinyatakan kebenaratybawah

sumpah tersebut adafdh

a. Bahwa salah satu pihak telah tinggal untuigha waktu paling
sedikit 15 (lima belas) hari sesudah tanggal peitaberan.

b. Bahwa kedua belah pihak telah berusia 21 fdah satu) tahun
dan belum pernah menikah, ataupun status pernikghan

terdahulu (jika telah menikah) telah dinyatakarabatau putus.

-. Apabila kedua belah pihak belum mencapaia udewasa
tersebut, maka diperlukan adanya persetujuan darigotua
secara tertulis, ataupun adanya dispensasi dendanya
persetujuan dari pengadilan tinggi, sebagaimamegaés dalam

pasal 13Vomen’s Charter

c. Bahwa kedua belah pihak tidak berada di bavs#n 21 (dua puluh

satu) tahun.
d. Bahwa kedua belah pihak tidak terdapat haangtuk menikah.

e. Bahwa kedua belah pihak tidak sedang dalatankperkawinan
yang telah disahkan menurut Undang-Undang, Agandat Alan

Kebiasaan.

3. Dengan adanya pelaporan tersebut dan permyaimag digunakan
untuk meneliti kebenaran dari apa yang dilaporkenasa tertulis
tersebut, maka kantor catatan perkawinan akan rheargan izin

untuk menikah bagi para calon mempelai tersebwdlaet2l (dua

% |bid., Pasal 17.

Universitas Indonesia
Perbandingan hukum..., Nicholas Surya Penn, Program Magister Kenotariatan, 2012



31

puluh satu) hari dari pemberitahuan secara terttdisebut dan
sebelum 3 (bulan) sejak tanggal pemberitahuanketSelzin untuk
menikah memberikan kewenangan bagi para calon meamyetuk

melakukan perkawinan.

Mengenai izin perkawinan itu sendiri, ada jug@&ngenai izin
perkawinan khusus, yang mana adalah untuk perkawergawinan yang
memerlukan izin khusus dari pihak yang berwenargesi perkawinan
bagi pasangan yang di bawah umur, atau perkawingaraa pasangan
yang terdapat halangan untuk menikah. Dispensam) géberikan untuk
pernikahan tersebut harus diberitahukan kepada okamencatat
perkawinan secara tertulis dan terhadapnya harusyatdikan
kebenarannya oleh yang bersangkutan.

1.2.3 Menurut Hukum Perkawinan Tahun 1981 di Republik Rakyat
China

Perkawinan menurut hukum perkawinan di RepublikyRakChina
dilihat sebagai suatu kontrak atau kesepakatanraamgasangan calon
mempelai. Syarat-Syarat perkawinan dalam hukum guarian di
Republik Rakyat China diperhatikan bagaiman pasamgéon mempelai
tersebut dapat membina sebuah keluarga yang idealinnt kenyataan.
Hal ini berarti memperhatikan unsur biologis dardimg-Undang. Syarat-
syarat materril dalam hukum perkawinan di Repuliikkyat China
menurut Hukum Perkawinan tahun 1981 di Republiky@akChina adalah
sebagai berikdt:

1. Bahwa perkawinan didasarkan atas kehendak bddnagpara calon
mempelai. Paksaan untuk menikah akan menjadikamar dastuk

dibatalkannya perkawinan terseBut

% bid.

% Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan darbpejsagian kebudayaan di Kedutaan Besar
Republik Rakyat China di Jakarta, Mr. Yang, padaRabu, 4 April 2012, pukul 15.00 WIB

%" Republik Rakyat Chinajukum Perkawinan 198Pasal 5 jo. Pasal 11.
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2. Usia perkawinan dimana bagi pria harus berun2u¢dia puluh dua)
tahun dan bagi wanita adalah berumur 20 (dua pufi)ri®. Hukum
Perkawinan di Republik Rakyat China merefleksikabijakan negara
tersebut tentang "Satu Keluarga, Satu Anak”. Derdgsar pemikiran
tersebut, perkawinan di Republik Rakyat China debaungkin
(seharusnya) dapat menekan atau mempertahankapdajumbuhan
populasi nol. Oleh karena itu hukum menetapkan manganjurkan
agar perkawinan dilakukan pada usia yang lebih daa, para calon
mempelai diharuskan untuk melakukan perencanaamige sebelum

melakukan perkawinan.

3. Bahwa baik calon mempelai pria dan wanita tiskadtang terikat dalam
ikatan perkawinan oleh suami ataupun istri yang.laladi pada
dasarnya hukum perkawinan di Republik Rakyat Chieaaganut asas

monogami mutlak.

4. Bahwa baik calon mempelai pria dan wanita tidetdapat ikatan
kekeluargaan sampai derajat ketiga, yang mana dadnmi adalah
dari anak, orang tua, dan paman atau bibi, sekiakkdan nenek.

5. Bahwa di antara para calon mempelai pria dantayatdak terdapat
penyakit atau cacat tubuh yang tidak dapat disekdouhHukum
perkawinan di Republik Rakyat China melihat dan ekamkan bahwa
perkawinan harus dapat membentuk keluarga yanggmhdan salah
satu faktor yang membuktikannya adalah adanya tetur. Dengan
adanya cacat tubuh tersebut, maka tidak mungkiratddpahirkan
anak untuk perkawinan tersebut. Dalam hal demikmaka di mata

negara perkawinan tersebut adalah sia-sia.

Syarat-syarat pada poin 3 (tiga), 4 (empat) danlifa) tersebut
merupakan bagian dari Pasal 7 dari Hukum Perkawifainun 1981
Republik Rakyat China.

%8 |pid., Pasal 6.
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Sementara itu, yang menjadi syarat-syarat formillarda
perkawinan menurut Pasal 8 (delapan) dan 9 (sembildukum
Perkawinan Tahun 1981 Republik Rakyat China adatinya pelaporan
atau pemberitahuan dan pendaftaran kepada kanbtocate¢ perkawinan
tentang pengikatan calon mempelai dalam suatu lpdrsen yang disebut
perkawinan. Pemberitahuan dan pendaftaran tersstan memberikan
status suami dan istri kepada calon mempelai. KaRepublik Rakyat
China hanya mengenal perkawinan oleh negara daangAdndang, maka
pelaksanaan upacara perkawinan menurut adat, agam&epercayaan
tidak akan memberikan suatu status terikat dalarkapenan bagi kedua
pasangan mempelai. Ikatan perkawinan baru terjaggbila kedua
pasangan calon mepelai tersebut menikah secarail falimkantor
pencatatan perkawinan, dan perkawinan tersebutftailan. Setelah
perkawinan tersebut didaftarkan oleh kantor pema&atgperkawinan,
sertifikat perkawinan, yang mana mengakibatkan yalahubungan

perkawinan (hubungan suami-istri) antara mempelaigan wanita.
1.3 Kebatalan Perkawinan

1.3.1 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata

Perkawinan dapat dibatalkan, sebagaimana dinyatddiam Pasal
22 (dua puluh dua) Undang-Undang Perkawinan. Sebabperkawinan
itu dibatalkan adalah adanya pelanggaran atau tig@nuhinya syarat-
syarat untuk melangsungkan perkawinan, yang afdaraadalah sebagai
berikut:

1. Bigami, bahwa pasangan tersebut yang terikatand ikatan
perkawinan yang menganut asas monogami, namun satahatau
kedua pasangan tersebut masih terikat dalam hubupggawinan
dengan orang lain. Bagi perkawinan yang memperkaleladanyan
poligami, maka diperlukan adanya persetujuan g#iipertama untuk

melakukan perkawinan kedua dan selanjutnya tersdlampa adanya

Universitas Indonesia
Perbandingan hukum..., Nicholas Surya Penn, Program Magister Kenotariatan, 2012



34

persetujuan tersebut, maka perkawinan kedua danjgelya tersebut
merupakan perkawinan yang tidak sah, sehingga alkaat demi
hukum. Berbeda terhadap poliandri, yaitu seorangitaayang
bersuami lebih dari seorang, dimana hal tersebutpa&an hal yang

dilarang.

2. Tidak ada kesepakatan bebas antara pasangamoampelai pria dan
wanita. Pasal 87 (delapan puluh tujuh). Kitab Ugdaimdang Hukum
Perdata menyatakan bahwa tidak ada keabsahan d@avman yang
tidak memiliki kehendak bebas dari para calon meampga untuk
terikat dalam ikatan perkawinan. Dengan demikigmb#a adanya
suatu tipu muslihat, kekhilafan, dan paksaan seangenyebabkan
tidak adanya kehendak bebas untuk menikah, mak&awgran

tersebut dapat dibatalkan.

3. Belum tercapainya usia yang ditentukan untuénikah. Pasal 7
(tujuh) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahsva untuk
melangsungkan perkawinan bagi pria adalah 19 (dambelas) tahun
dan wanita adalah 17 (tujuh belas) tahun. Tidakaginya umur
tersebut, maka perkawinan tidak dapat disahkan. bilgatetap
dijalankan, maka perkawinan tersebut dibatalkan idémkum.
Perkawinan di bawah umur tersebut hanya dapat sditedkan dan
disahkan apabila ada dispensasi yang diberikanadegh calon

mempelai yang masih di bawah umur tersebut.

4. Tidak adanya persetujuan dari orang tua teqmguerkawinan oleh
pasangan calon mempelai yang belum mencapai unweasde yaitu

umur 21 (dua puluh satu) tahun.

5. Adanya hubungan darah, semenda, maupun ssparsuantara
pasangan calon mempelai pria dengan wanita, sebagaiternyata
dalam pasal 30 (tiga puluh) dan pasal 31 (tiga tpudatu) Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, dan pasal 8 (delapsrdang-

Undang Perkawinan.
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6. Perkawinan seseorang yang berzinah dengan nkazmahnya,
sebagaimana ternyata dalam pasal 32 (tiga puluhKiteb Undang-
Undang Hukum Perdata.

7. Belum lewat masa tunggu, atau jangka waktgatuj tahun setelah

perkawinan tersebut dibubarkan karena perceraian.

8. Perkawinan tidak dilakukan dengan tata cara yhtentukan menurut
Undang-Undang, yang mana adalah tidak adanya pégzemaatat
yang berwenang atau wali yang sah, dan tidak dikaciya 2 (dua)
orang saksi dalam perkawinan tersebut, sebagaint@emngata dalam
pasal 26 (dua puluh enam) ayat (1) (satu) Undamipbg

Perkawinary.

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinangiaban dinyatakan

dalam pasal 23 (dua puluh tiga) Undang-Undang Reénea adalah:
1. Para keluarga dalam garis keturunan luruddsedari suami atau istri.
2. Suami atau istri.

3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawgam diputuskan,
dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hulsecara
langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hasgéelah

perkawinan itu putus.

4. Pihak dari kejaksaan, sebagaimana ternyaiapdaal 26 (dua puluh
enam) ayat (1) (satu) Undang-Undang Perkavifhan

Pembatalan perkawinan hanya dapat dimintakan athajukan
permohonannya kepada pengadilan dimana perkawinarsebut

dilangsungkan. Batalnya suatu perkawinan diputuskgim pengadilan.

Yang menjadi akibat hukum dari pembatalan perkan adalah

bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak pernghdtgrsebagaimana

39 Wahyono Darmabrata, dan Surini Ahlan Sjafifikum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia
(Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indon28id4), Him. 63.
40 |1

Ibid.
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ternyata dalam pasal 28 (dua puluh delapan) ayat(sdtu) Undang-
Undang Perkawinan. Meskipun demikian, pembatalakapenan tersebut
tidak berlaku surut terhadap hal-hal yang ternysam pasal 28 (dua
puluh delapan) Undang-Undang Perkawinan, sebagéulre

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinandbrs.

2. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikatk, kecuali terhadap
harta bersama bila pembatalan perkawinan didasaakas adanya

perkawinan lain yang lebih dahulu.

3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk madan b sepanjang
mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebddeputusan
tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum t&dgak-pihak
yang beritikad baik dan tidak mengetahui cacat hultang dapat
menyebabkan kebatalan perkawinan harus mendappétdndungan

terhadap hak-hak mereka.
1.3.2 Menurut Women’s CharteMNo. 18/1961 di Singapura

Hukum perkawinan Singapura mengatur juga meaigezbatalan
perkawinan, yang mana dalam hukum perkawinanngalet pembatalan
perkawinan adalah karena dua hal, yaitu dibatalteami hukum, dan
dibatalkan. Dibatalkan demi hukum berarti perkawitersebut tidak sah
sejak dilangsungkan perkawinan tersebut (konsegsddangsungkannya
perkawinan adalah salah) sehingga perkawinan tarsgétak dapat
dikukuhkan atau disahkan. Dibatalkan adalah kassfenya permintaan
dari salah satu pihak dalam perkawinan tersebiit) aik suami maupun

istri.

Dibatalkan demi hukum tersebut terjadi karenark@winan

tersebut dilangsungkan dengan melanggar syaraatsyaaterial dalam
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melangsungkan perkawinan, yang ternyata dalam pE3&I\Women's
Charter1961, yaitu adaldfx

1. Bigami, apabila melangsungkan perkawinan lssnd@an ketentuan
Women’s Chartel 961.

2. Salah satu atau kedua pasangan telah dan tea&dt dalam ikatan
perkawinan yang sah dengan pasangan lain sebeldangsangkan

perkawinan.

3. Perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangag gaasih di bawah
batas umur untuk melangsungkan perkawinan yangtdken dalam
Women’s Chartel961, dan tidak ada suatu dispensai dari pihak yang

berwenang untuk melakukan hal tersebut.

4. Perkawinan yang dilangsungkan adalah perkawardgara pasangan
calon mempelai pria dan wanita yang mempunyai hgaamarah atau
hubungan semenda, yang mana menurut hukum tidakngikmkan

adanya perkawinan diantara mereka.

5. Perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangamg ydidak
memperoleh izin untuk menikah dari kantor pencatperkawinan.

6. Perkawinan yang dilakukan di luar negeri, narnaertentangan dengan
peraturan perkawinan dimana perkawinan tersebangilungkan. Hal
ini merupakan prinsip hukurhex Loci Celebrationisdimana suatu
perbuatan atau tindakan hukum dianggap sah apsédaai dengan
peraturan dimana perbuatan atau tindakan hukurebwgrgilakukan.
Prinsip tersebut merupakan prinsip huk@ommon Lawlnggris®
yang menjadi dasar bagi pembentukan aturan hukuitnarkg

Singapura.

“! Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan oletbpejonsulat Singapura di Pekan Baru, Mr.
Gavin Chay, pada hari Senin, 9 April 2012, padaup0R.00 WIB.

“2 ennart PalssoMarriage in Comparative Conflict of Laws: SubstaetiConditions
(Netherlands: Martinus Nijhoff, 1981), Him. 289.
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Sementara itu, yang menjadi dasar untuk dikatalya
perkawinan, menurut pasal 1®omen’s Chartel961 adalah:

a) Ketidakmampuan salah satu pihak dalam perkawimtuk melakukan
penyempurnaan ikatan perkawinan tersebut. Penyemaanr yang
dimaksud dalam hal ini adalah pelaksanaan hububgaan antara
suami dan istri yang disahkan berdasarkan ikatakepénan. Dalam
kata lain, penyempurnaan ini adalah hubungan sekang dilakukan

oleh suami istft.

b) Ketidakmauan salah satu pihak dalam perkawunank melakukan
penyempurnaan ikatan perkawinan tersebut, yangatikgn dengan
penolakan secara tegas. Konsep dibatalkannya peavatas dasar
ketidakmampuan dan ketidakmauan dalam melakukayepgmurnaan
ikatan perkawinan melalui hubungan badan juga naiap konsep
hukum perkawinan di Inggfi$ yang diadopsi oleh Singapura yang

merupakan negara bekas kolonial Inggris.

c) Tidak adanya kehendak bebas secara sah dei phak dalam
perkawinan, yang mana pada saat perkawinan, paarydehendak
dilakukan atas dasar paksaan, kekhilafan, ketitkedge pikiran dan

sebagainya.

d) Pernyataan kehendak bebas dalam perkawinaaku#ddn dalam
keadaan dimana salah satu pihak menderita sakit Gteat mental
yang menjadikannya tidak cakap dalam melakukan guérnan

tersebut.

e) Pada saat perkawinan, salah satu pihak méadsrnyakit kelamin

yang dapat ditularkan dari berbagai sumber.

f) Pada saat perkawinan, yang tergugat (istriphteatau sedang
mengandung anak dari orang selain si penggugatn(sualam kata

43 Leong Wai KumPrinciples of Family Law in SingaparéSingapore: Butterworths Asia, 2005),
HIim. 330.
4 p.J. PaceQp. Cit, HIm.42
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lain, calon mempelai wanita telah mengandung anak Hasil
hubungan badan dengan orang selain calon memp&apada saat

dilangsungkannya perkawinan.

Mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar wihdtalkannya
perkawinan tersebut)/omen’s Chartel961 mengatur juga pengecualian
atau dasar untuk tidak diberikannya pembatalan guarian oleh
pengadilan mengenai  alasan-alasan  dibatalkannya kawigan
sebagaimana ternyata dalam pasal 106 peraturagbterdPengecualian

pemberian putusan pembatalan perkawinan tersehlahad

1. Bahwa penggugat sebelum dilangsungkannya yweraa, yang
dengan kesadarannya perkawinan tersebut dapataliténat karena
adanya cacat hukum atau dasar-dasar yang dapatebadikan
pembatalan perkawinan, tetap melangsungkan perkawdengan si
tergugat. Pada umumnya penggugat adalah calon nfEnpp atau
suami dan tergugat adalah calon mempelai wanita iata, karena
pihak pria yang biasanya adalah pihak yang memkidgadaran dan
pengetahuan mengenai hukum, yang dalam hal ini ememghukum

perkawinan.

2. Kebatalan perkawinan yang disebabkan olehtcatau penyakit
mental, penyakit kelamin, dan kehamilan yang diskaa oleh orang
lain, harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa paddtw perkawinan,

penggugat tidak mengetahui mengenai fakta-fakielbert.

Akibat hukum terhadap perkawinan yang dibatalkarsebut,
menurutWomen’s Charterl961, terkait dengan keadaan yang lahir dari
perkawinan yang dibatalkan tersebut. Berdasarkaalphll Women'’s
Charter, anak-anak yang lahir baik dari perkawinan yanpatdlkan
maupun yang batal demi hukum, dianggap sebagai salaldari kedua
pasangan yang perkawinannya dibatalkan maupun Yaaigl demi
hukum. Perbedaan dari pembatalan demi hukum darbagtatan yang

dilakukan berdasarkan gugatan itu adalah bahwa -anak dari
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perkawinan yang dibatalkan demi hukum tersebutgdjap sah selama
perkawinan yang dibatalkan demi hukum tersebut, apashaat
berlangsungnya diyakini merupakan perkawinan yaag ®engan kata
lain, ada syarat-syarat hukum materiil yang tidedadari oleh para pihak
dalam perkawinan yang telah dilanggar atau belyerdihi dalam waktu
dilakukannya perkawinan tersebut. Hal ini dilakukamuk melindungi
kepentingan dari pihak-pihak dengan itikad baikngyaerkait dalam

perkawinan tersebut.

1.3.3 Menurut Hukum Perkawinan Tahun 1981 di Republik Rakyat
China

Republik Rakyat China dalam hukum perkawinannyengenal
pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan yamgkdud adalah
pembatalan perkawinan dengan adanya pengajuan penao agar
pernikahan tersebut dibatalkan. Tidak diketahuiw@alada pembatalan
demi hukum karena perkawinan yang tidak memenularasysyarat
materiil dalam perkawinan tersebut pada dasarnydakti dapat
dilaksanakan karena tidak sah, sehingga tidak dilakiukan pendaftaran
dan pengeluaran sertifikat perkawinan sebagai bigkdih disahkannya
perkawinan antara pasangan calon mempelai yang imgingikat diri
dalam perkawinan terseBfut Oleh karena itu, konsep pembatalan
perkawinan demi hukum dan pembatalan perkawinagatepermohonan
pembatalan pada dasarnya adalah sama, dimana dadgapa putusan
pembatalan tersebut mengakibatkan perkawinan tgrqmda dasarnya
tidak pernah terjadi, sebagaimana ternyata dalasalp&a2 Hukum
Perkawinan Republik Rakyat China 1981. Alasan-alasantuk
mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tdrsedourut pasal
11 Hukum Perkawinan Republik Rakyat China 1981 adal

1. Perkawinan dilangsungkan dengan adanya paksaan

4> Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan darbpejeagian kebudayaan di Kedutaan Besar
Republik Rakyat China di Jakarta, Mr. Yang, pada Rabu, 4 April 2012, pukul 15.00 WIB
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2. Perkawinan dilangsungkan dengan adanya peaekabebasan salah

satu pihak secara melawan hukum.

Akibat hukum dari perkawinan yang dibatalkarsébdut berkaitan
dengan harta yang diperoleh dalam perkawinan dga foengenai anak
hasil perkawinan tersebut. Harta yang diperolehi garkawinan yang
dibatalkan, dibagikan berdasarkan kesepakatanpaaé dari perkawinan
yang dibatalkan. Namun, apabila kesepakatan tidaapai diantara para
pihak tersebut, maka pihak pengadilan dapat turangan dalam
menangani permasalahan tersebut dengan pertimbaigg&nmerugikan
pihak-pihak dalam perkawinan yang dibatalkan, seivagna ternyata
Pasal 12 dari Hukum Perkawinan Republik Rakyat &hidari pasal yang
sama, anak-nak dari hasil perkawinan yang dibatalteasebut tetap
dianggap sebagai anak sah dan memiliki hak dan jkematerhadap

kedua orang tuanya tersebut.
2. Tinjauan Umum Mengenai Anak

Anak, atau keturunan secara romantis, merupakan atu buah dari
ikatan cinta yang nyata dari seorang pria dan war$ecara sundut pandang
religius, anak merupakan anugrah dari Tuhan YangaMasa, yang mana sejalan
dengan amanat agung dari Yang Maha Esa agar delaiaanya dipenuhi oleh
umat manusia. Anak merupakan salah satu tujuan apendilangsungkannya
perkawinan. Secara sosial, dibutuhkan adanya ketaruntuk meneruskan nama
keluarga, dan diperlukan juga adanya pertumbuhpnlasi lewat kelahiran untuk
menjaga kelangsungan negara. Anak benar-benarhadelaa depan bukan saja
bagi keluarga, namun juga bagi bangsa dan kelu&wgatingnya nilai atas anak
tersebut menjadikan suatu negara untuk mengeludddaiipkan mengenai anak
secara teliti, yang mana salah satunya lewat peragamenurut hukum. Hukum
Keluarga Indonesia berusaha untuk memberikan leadiengenai status anak

dan hak-hak yang didapatnya.
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2.1 Anak Sah dan Anak Tidak Sah

211 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum keluarga Indonesia mengatur mengenai hakbhgkanak.
Hukum keluarga Indonesia juga membedakan statuk. d@@ngaturan
dalam Undang-Undang Perkawinan dan dalam Kitab bgdindang
Hukum Perdata membedakan status anak berdasarkénndan
perkawinan yang dimiliki oleh orang tua dari si lan®erbedaan jenis
perkawinan yang diatur menurut Undang-Undang Parl@wdan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata akan berdampak paties staak yang
dilahirkan dari perkawinan yang sedemikian rupay tsanpak juga pada

hak-hak yang akan diperoleh oleh anak tersebut.

Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Unddogum
Perdata membedakan status anak menjadi dua, yeadu sah dan anak
tidak safi®. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam a&hagai
akibat dari perkawinan yang sah, sebagaimana terrdalam pasal 42
Undang-Undang Perkawinan. Sementara, anak tidaknembpakan anak
yang dilahirkan tidak dalam perkawinan yang sahlk&®nan yang sah
adalah perkawinan yang sesuai dengan ketentuanpdsal 2 Undang-
Undang Perkawinan, yaitu sesuai dengan hukum agam&epercayaan
masing-masing mempelai, dan dicatatkan oleh kagdtatan sipil. Tidak
dilaksanakannya menurut ketentuan tersebut, malkeawman tersebut
pada dasarnya adalah tidak sah, sehingga anakyangkdilahirkan dari

perkawinan tersebut menjadi anak-anak tidak sah.

Anak sah memiliki hubungan keperdataan dengangotuanya,
meskipun hubungan atau ikatan perkawinan antarmagotaanya putus,
yang mana baik karena dibatalkan, kematian mauplem &arena
perceraian. Hal ini dikarenakan bahwa anak tersetantipakan hasil dari

perkawinan yang sah dan untuk kasus dimana perkawiersebut

6. satrioQp. Cit, HIm. 5
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dibatalkan, akibat dari kebatalan perkawinan tersédak berlaku surut
terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawiessebut. Mengenai
anak tidak sah, karena hubungannya dengan perkaweag tidak sah
tersebut, maka sang anak hanya mempunyai huburmegaaa pihak yang
melahirkan si anak tersebut, yaitu ibu dari si anskak tidak sah hanya
dapat memiliki hubungan keperdataan dengan jalalakukannya
pengesahan, yang didahului dengan pengakuan ofelh &agah kepada
anak luar kawin tersebut. Pengesahan anak tidak tsabebut

membutuhkan syarat-syarat sebagi berikut, Jaitu
1. Kedua orang tua biologis dari anak tidak sanikah secara sah.

2. Anak tidak sah tersebut mendapat pengakuaragannya dan ibunya.
Pada syarat ini, pada dasarnya beban pengakuatakepgada ayah,
karena anak tidak sah memiliki hubungan keperdatigsmgan ibunya

dari awal.

3. Dan pada akta perkawinan dari keuda orang amak tersebut
dicantumkan pengakuan dan pengesahan sebagai @malas kedua
orang tuanya tersebut (Pasal 272 Kitab Undang-Unddokum
Perdata).

Hak-hak yang didapatkan oleh anak adalah hék-gang
umumnya telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomdahun 2000
tentang Pengesahan Konvensi ILO No0.182 mengenardfgan dan
Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekefgduruk untuk
Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tenRerjindungan
Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak), yaitu:

1] Hak untuk mendapatkan perlindungan dari timsaldiskriminasi,

kekejaman dan eksploitasi.

2] Hak untuk mendapatkan perlakuan manusiawildakembang sesuai

dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

" Tan Thong KieStudi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan SerbabBeraktek Notaris
(Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007) , Him 26
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3] Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatanmangadai.

4] Hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengakembangan
dirinya, dan hak untuk beribadah sesuai dengan agaang
dipilihnya.

5] Hak untuk menyatakan pendapat dan dilindurtgs gpendapatnya
tersebut, yang mana harus sesuai dengan nilai-késiisilaan dan

kepatutan.
Berdasarkan hukum keluarga Indonesia, hak-hak @suediputi:

1) Hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan peiddari orang
tuanya, sebagaimana ternyata dalam Pasal 45 Undiagang

Perkawinan.

2) Hak untuk tampil sebagai ahli waris, sebagaeng&ernyata dalam
Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3) Hak untuk dilindungi harta kepunyaan dari anatsebut sehingga
tidak dpat dipindahkan oleh orang tuanya, dalankbpentingan anak
tersebut menghendaki demikian, sebagaimana terogddan Pasal 48

Undang-Undang Perkawinan.
2.1.2 Menurut Women’s CharteiNo. 18/1961 di Singapura

Pengertian anak menurWomen’s Chartetidak berbeda dengan
pengertian anak pada umumnya. Status anak itu regmga tergantung
pada status perkawinan dari kedua orang tua damk aersebuf.
Berdasarkan pengaturan keabsahan anak mem@ootmon Lawpada
umumny&®, anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dikapatelama
perkawinan. Pengertian ini menekankan pada hubupgakawinan itu
sendiri, jadi status anak sah tersebut tergantangapakah pada masa

anak tersebut dilahirkan, hubungan perkawinan mads#nlangsung.

“8 Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan oletbpejonsulat Singapura di Pekan Baru, Mr.
Gavin Chay, pada hari Senin, 9 April 2012, padaup0R.00 WIB.
“9 Yaitu Rule of Legitimacy by the Second Charter of Just&26
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Hubungan perkawinan itu sendiri hanya didapat glerkawinan yang
dilakukan secara sah, yang mana mematuhi syaretsysahnya
perkawinan itu sendiri. Apabila perkawinan tersebdalah perkawinan
yang tidak sah, maka tidak terjadi hubungan penkawiapapun diantara
pasangan yang menikah tersebut, dan anak yangrkidahjuga tidak
memiliki status sebagai anak sah. Untuk perkawigang dibatalkan,
apabila tidak diajukan pembatalan oleh para pihaknyaka ikatan
perkawinan tersebut tetap berjalan layaknya pemamwiyang sah dan
anak yang dilahirkan memiliki status sebagai aretk sNamun, apabila
diajukan pembatalan sehingga perkawinan tersebuakbie, maka
hubungan perkawinan tersebut dianggap tidak tegadia awalnya, dan
anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut akahilangan
statusnya sebagai anak sah. Dal@ommon Lawitu sendiri, anak tidak
sah tidak mendapatkan hak apapun juga, termasdildmnya masalah
kewarisar’. Prinsip ini dikenal sebagai prinsfiius nulius yang berarti
bahwa seorang anak yang tidak sah tidak memilikiumduk mewaris dari

ayahnya maupun dari iburija

Penerapan hukum keabsahan menGamnmon Lawdi Singapura,
dimodifikasi menurutWomen’s Charterberdasarkan hukum adat yang
berlaku disana. Sebagai negara multikultur, Singapmengadopsi
pandangan dari berbagai suku dan agama. Anak sapedkawinan yang
sah tetap memiliki statusnya sebagai anak sah, ipwskperkawinan
tersebut dinyatakan batal, sebagaimana ternyasandpéasal 111 ayat (1)
Women's Charter Karena Common Law pada umumnya tidak
memberikan suatu perlindungan hukum, pengaturarurhuknengenai
anak tidak sah dalanwomen’s Chartermencari jalan untuk sebisa
mungkin memberikan perlindungan hukum bagi anakaktidsah.
Sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) terspada ayat (2)-nya
dikatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan darkgweinan tidak sah

tetap memiliki status sebagai anak sah, apabilaa gaihak yang

¥ Leong Wai Kum@p. Cit, HIm.590
*L Frank Bates and J. Neville Turn@p. Cit, HIm. 414.
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melangsungkan perkawinan tersebut yakin bahwa wamka mereka
adalah sah. Berdasarkan aturan mengenai keabsgdiin] egitimacy
Ordinance 1934, anak tidak sah dapat memiliki status sebagak sah
apabila kedua orang tua biologis dari anak saleletsmenikah secara
sah. Pasal 111 ayat (2) d&viomen’s ChartedanLegitimacy Ordinance
berupaya agar ada suatu cara membatasi pembeatas ahak tidak sah
terhadap anak, karena dampak dari status anak sialakersebut adalah

sangat besar bagi kehidupan anak.

Pengaturan mengenai anak tidak sah men@mimon Law
menyebabkan baik ayah maupun ibu dari anak terdethitangan hak
sebagai orang tua atas anak luar kawin tersebutinBdagi dengan
lemahnya status anak luar kawin tersebut, yand temiliki hak untuk
menuntut apapun juga, termasuk di dalamnya hakkuntendapatkan
warisan. Hal tersebut merupakan suatu ketidakatidayn anak luar kawin,
sehingga berdasarkan pemikiran baru vyaitu pemikiramantisme,
dilakukan suatu perubahan agar tidak sah dapat Ikemerlindungan
atau jaminan hukum atas hak-haknya. Aturan hukumkapenan di
Singapura masih tidak memberikan perlindungan hukagi anak sah,
meskipun dalam yurisprdensinya, terdapat pertiméasertimbangan
untuk memberikan kesempatan bagi anak yang tid#ékhidkan dari

perkawinan sah untuk menerima hak-hak sebagaisatak

Anak-anak tidak sah pada prinsipnya tidak mpatkan hak
apapun, sebagaimana merupakan prinsip mengenaisdtes dalam
Common LawDalam hukum keluarga Singapura, yaitu dalMfmamen’s
Charter mengadakan suatu modifikasi untuk membatasi ppaetatatus
anak sebagai anak tidak sah. Dengan demikian, yarak dilahirkan dari
perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat umpeikawinan yang
sah, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 111 ayada(k Women'’s
Charter. Dengan demikian, anak-anak yang bukan dilahirldari
perkawinan yang sah dapat memiliki status sebagak-anak sah, yang

mana hanya dapt tercapai dengan pemenuhan hakhglmenyebabkan
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statusnya sebagai anak tidak sah. Hal ini beragnyangkut pada
hubungan perkawinan dari orang tua yang membenibakaik tidak sah

tersebut.
Hak-hak yang dinikmati oleh anak-anak sah adséditagai berikut, yaitu:

1. Hak untuk hidup, sebagaimana ternyata dalasalf5 dariThe United
Nations Convention on the Rights of a CHiRBF?.

2. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari tiadakkekejaman,
penculikan dan penganiyayan, sebagaimana terngdaandPasal 126

Women'’s Charter

3. Hak untuk mendapatkan pemeliharaan sampai i@nsé&but mencapai
kedewasaan. Hak ini mencakup pendidikan, kesehaemmodasi,
dan hak-hak mendasar lainnya, sebagaimana terdgéden Pasal 68

Women’s Charter

4. Hak untuk tampil sebagai ahli waris, sebagasndinyatakan dalam

Intestate Succession Ar985.

Hukum keluarga Singapura mengatur bahwa anak-#atek sah memiliki
hak untuk mendapatkan perhatian dan hak-hak yamg,skecuali hak
untuk mendapatkan warisan, sehingga hal-hal yantdrdati oleh anak
sah dapat dinikmati oleh anak tidak sah, sebagarternyata dalam Pasal
68 Women’s Charter Hak sebagai ahli waris tersebut hanya dapat

diberikan kepada anak-anak sah.

2.1.3 Menurut Hukum Perkawinan Tahun 1981 Republik Rakyat
China

Hukum keluarga Republik Rakyat China juga meafjedanya
anak yang tidak dilahirkan dari perkawinan yang.sBalam Hukm
Perkawinan Republik Rakyat China 1981, anak halik@anal dalam dua

jenis yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinamgy sah, dan anak

%2 Leong Wai Kum@p. Cit, HIm 488.
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yang tidak dilahirkan dalam perkawinan yang saHaibgpasal 25 Hukum
Perkawinan Tahun 1981 Republik Rakyat China, anakgy tidak

dilahirkan dalam perkawinan yang sah menikmati hak-sebagai berikut:

-. Hak-hak sebagaimana anak tersebut apabilahiditam dalam

perkawinan yang sabh.

-. Hak untuk mendapat nafkah atas pendidikan pEmeliharaan anak

tersebut dari orang tua alamiahnya tersebut.

Perbedaan antara anak sah dan anak tidak sah #lkum Perkawinan
Republik Rakyat China hanya terletak pada batassmertian safi.
Hak-hak yang dinikmati bagi anak yang dilahirkanada perkawinan
yang sah, juga dinikmati oleh anak-anak yang tidd&hirkan dalam
perkawinan yang sah. Anak-anak sah, berdasarkamuriiuRerkawinan
Republik Rakyat China tahun 1981, menikmati hak-$etkagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan péwtidPasal 21).

no

Hak untuk mendapatkan perlindungan dari tiadakenganiyayaan

dan kekejaman terhadap anak-anak (Pasal 27 dan 21).

3. Hak untuk mendapatkan nama keluarga dari pkelkarga ayah

maupun dari pihak keluarga ibu (Pasal 22)

4. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari otaaguntuk mengganti
kerusakan atau kerugian yang diderita oleh pihak édau negara
(Pasal 23)

5. Hak untuk mendapatkan nafkah bagi anak yangjhmdibawah umur
(Pasal 21)

Selain itu juga, kewajiban-kewajiban yang hariyseduhi oleh anak-anak
dalam perkawinan yang sah, berdasarkan Hukum Per&avwRepublik
Rakyat China 1981 adalah:

*3 Berdasarkan hasil diskusi dengan Prof. Zhang Gudaki Hua Qiao University, pada hari
Selasa, 1 Mei 2012, pukul 10.00 WIB.
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1. Kewajiban untuk tunduk pada tindakan pendisipl dari orang tua
(Pasal 23)

2. Kewajiban untuk memberikanan nafkah penghidiqggpada orang tua

bagi anak yang telah dewasa (Pasal 21)

3. Kewajiban untuk menghormati kedua orang tubagaimana pada

umumnya dan berdasarkan kebiasaan (Pasal 23)

Apa yang menjadi hak dan kewajiban bagi anakjsgé merupakan hak
dan kewajiban bagi anak tidak sah. Perlu diketalahwa hubungan
antara anak dan orang tua berdasarkan hukum kellRegublik Rakyat
China dilihat hanya dari sisi hubungan tersebusitsrtimbal balik.

Anak tidak sah dan anak sah memiliki hak dawapan yang
sama menurut hukuth Namun kelahiran anak merupakan hal yang
diperhatikan menurut hukum, sebagaimana ternyal@nd&®asal 2 dari
Hukum Perkawinan Republik Rakyat China 1981. Pereaan keluarga
merupakan hal yang diwajibkan untuk setiap orang jdenlah kelahiran
juga merupakan hal yang dibatasi. Bagi anak tid#k yang dilahirkan
setelah anak sah dilahirkan, ia tetap mendapatkandan kewajibannya
sebagai anak sah, namun orang tuanya dari anak 8dh tersebut
dikenakan sanksi atas pelanggaran terhadap pesarcdeluarga, yang
dapat berupa sanksi administratif yang dikeluar&bath berbagai badan
publik (Pasal 43). Sanski administratif tersebypataberupa pencabutan
izin usaha, pencabutan izin berkendara, dendaijjidakerja®. Tidak ada
perbedaan pada anak sah maupun pada anak tidakPsahasalahan
terletak pada jumlah anak dalam keluarga.

> Berdasarkan hasil diskusi dengan Prof. Zhang GugAda hari Selasa, 1 Mei 2012, pukul
10.00 WIB.

%5 Andrew Bainhamet al, The International Survey of Family LagHague: Kluwer Law
International, 1994), HIm. 167.
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2.2 Klasfikasi Anak Tidak Sah

221 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata

Anak tidak sah merupakan istilah umum bagi agakg tidak
dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Perkawinargy&dak termasuk
dalam kategori perkawinan yang sah itu sendiriadalermacam-macam,
yang mana dapat diakibatkan oleh hubungan sedémahsamenda yang
terlalu dekat, tidak terpenuhinya syarat-syaratukinperkawinan itu
sendiri, dan lain-lainnya. Begitu pula ada pembagiari anak-anak tidak

sah tersebut berdasarkan hukum keluarga Indonesia.

Pembagian anak tidak sah berdasarkan UndangAgnda
Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdatdahdsebagai
berikuf®:

1. Anak Luar Kawin, yaitu adalah anak yang dibkanh sebelum
perkawinan. Pasangan yang membenihkan anak tersebpat

kemudian menikah ataupun tidak.

2. Anak Zinah, yaitu anak yang dibenihkan olekgmgan yang masih
terikat dalam ikatan perkawinan. Hubungan zinalséndiri bukanlah
hubungan yang dibenarkan oleh hukum, karena meampp&rbuatan

yang melanggar hukum.

3. Anak Sumbang, yaitu anak yang dibenihkan taihungan inces.
Hubungan inces itu sendiri adalah hubungan badaaraarsesama
saudara atau antara anggota keluarga yang ter&at,dcontohnya
hubungan antara ayah/ ibu dengan anak, atau hubwgara kakak
dengan adik. Hubungan inces tersebut merupakan nigabuyang
dilarang berdasarkan hukum, khususnya pada padit&0 Undang-
Undang Hukum Perdata.

% Tan Thong KieQp. Cit, HIm. 22
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Pembagian kategori dari anak-anak tidak sah jmgabedakan
hak-hak apa saja yang dapat dinikmati oleh masiagimy anak-anak
tersebut. Anak luar kawin berhak atas pengakuaab{pdilakukan oleh
ayahnya), sebagaimana ternyata dalam pasal 280 Kitalang-Undang
Hukum Perdata, dan harta warisan dari ayahnya ilapatek luar kawin
tersebut telah diakui) sebagaimana ternyata dalasalp862 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Bagi anak-anak zirelpon sumbang,
mereka tidak diperkenankan untuk diakui, sebagaam@nnyata dalam
pasal 867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdaténak-anak zinah
maupun sumbang berhak atas nafkah yang secukugjaya s

2.2.2 Menurut Women’s ChartemNo. 18/1961 di Singapura

Hukum keluarga Singapura tidak membedakan anak-aidak
saht®. Women’s Chartefl961 mengkategorikan anak-anak yang dilahirkan
dari hubungan bukan perkawinan berada dalam kategak tidak sah.
Anak tidak sah tidak berdasarkan pasal 111 ayatefkebut, pada ayat
(2)-nya tetap memiliki status sebagai anak sahbiEpgara pihak yang
melangsungkan perkawinan tersebut yakin bahwa pamka mereka
adalah salt. Pada prinsipnya, semua anak-anak yang tidakidihdari
perkawinan yang sah adalah anak-anak tidak sah.uNamdengan
pengertian bahwa anak-anak tidak sah adalah arsk-gang tidak
memiliki hak apapun juga dalam hukum keluarga mansistem hukum
Common LawSehingga terdapat pengaturan untuk memberikdngsan
untuk mendapatkan status sebagai anak-anak sasartaengapa hal-hal
mengenai anak-anak tidak sah tidak mendapatkanapgag yang lebih
adalah karena penerapan pengetahuan bahwa anakidalaksah tidak
memiliki hak apapun juga, sehingga hal-hal menganak-anak tidak sah

merupakan hal yang tabu dalam masyarakat Singapikiéatnya,

" Wienarsih Imam Subekti dan Sri soesilowati Maktlikum Perorangan dan Kekeluargaan
Perdata Barat (Jakarta: Gintama Jaya, 2005), Him. 108.

*8 Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan oletbpej@nsulat Singapura di Pekan Baru, Mr.
Gavin Chay, pada hari Selasa, 17 April 2012, padalp09.00 WIB.

%9 Adanya kemungkinan dimana bahwa pihak-pihak yaagkukan perkawinan tersebut tidak
sadar atau melupakan unsur-unsur penting yang dgresuhi dalam perkawinan.
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masyarakat menuntut agar ada suatu aturan yangt da@aberikan

kesempatan bagi masyarakat untuk dapat melindungk-anak yang
statusnya terancam dari penerapan prinsip hukuoakgdCommon Law

Dengan demikian, dalaomen’s Charteterdapat modifikasi terhadap
pengaturan keabsahan anak-anak yang dilahirkan perkawinan-

perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat yaitgntdkan dalam

Undang-Undang.

2.2.3 Menurut Hukum Perkawinan Tahun 1981 Republik Rakyat
China

Hukum Keluarga Republik Rakyat China juga tidakmberikan
pembedaan antara anak-anak tidak®%aAnak-anak yang dilahirkan
bukan dari hubungan perkawinan yang diatur oleh argegtetap
mendapatkan status sebagai anak sah dan menikakatialk sebagai anak
sah tersebut. Pengaturan yang sedemikian rupahadatak melindungi
kepentingan anak-anak, agar tidak ada satupun yamak ditelantarkat.
Dengan tetap terjaganya status dari anak-anakotgrsmaka tetap terjaga
pula hak-hak dari anak-anak tersebut, dan jugargdnnya dengan orang
tua yang membenihkannya. Dengan demikian, keduagotaa yang
membenihkan anak tersebut memiliki tanggung jawahgyseimbang
untuk memelihara dan membesarkan anaknya tersagliagaimana
ternyata pasal 13 dan pasal 20 Hukum Perkawinanlft&@Rakyat China
1981. Orang tua yang membenihkan anak tersebuanmgting jawab
untuk membesarkan dan memeilhara anak tersebuadsekhn ketentuan
yang ditentukan dalam Undang-Undang. Apabila aaedebut merupakan
anak pertama, yang sesuai dengan perencaaan lkelyarmg telah
dilakukan (para pihak yang membenihkan belum m&manak apapun
juga), maka orang tua tidak dikenakan sanksi atéhkan anak tersebut.
Namun apabila pihak yang membenihkan anak tidaktsegebut telah

memiliki anak sebelumnya (dan anak sebelumnya latsmasih ada),

% Berdasarkan hasil diskusi dengan Prof. Zhang Godai Hua Qiao University, pada hari
Selasa, 1 Mei 2012, pukul 10.00 WIB.
®! |bid.
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sehingga bertentangan dengan perencanaan keluaseda pihak yang
membenihkan anak tersebut akan dikenakan sanksin@thatif atas
pelanggaran ketentuan perencanaan keluarga daldmnmH®erkawinan
Republik Rakyat China. Perencanaan keluarga meaupahkal yang
imperatif bagi pasangan yang melangsungkan perlewigang mana
bertujuan untuk membentuk keluarga. Hal yang diikka mengenai
apakah kelahiran dari anak tersebut telah sesumgaterencana keluarga
yang telah direncanakan pada permulaan sebelunmgdilagkannya
perkawinan atau tidak. Rencana tersebut adalakaisdengan kebijakan
mengenai keluarga di Republik Rakyat China. Apaligdahiran anak
tersebut tidak bertentangan dengan perencanaamrgg@lumaka anak
tersebut dapat mendapatkan hak-haknya tanpa memgpaiahkan apakah
anak tersebut merupakan anak sah atau tidak. Agp&eiahiran anak
tersebut bertentangan dengan perencanaan kelnaaga,orang tua dari si
anak tersebut akan mengalami kesulitan untuk mememak-hak dari

anaknya.
3. Pengaturan Mengenai Anak Luar Kawin

3.1 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No.
46/PUU-V111/2010 di Indonesia.

Anak luar kawin mendapatkan perhatian khusus dapsrhatian
khusus dalam hukum keluarga Indonesia. Anak luawirkatelah diatur
sebelumnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lemudian
dengan Undang-undang Perkawinan. Anak luar kavargdsarkan pasal 272
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 43 hptndang
Perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar p&mkan yang sah. Anak
luar kawin ini pada dasarnya adalah anak tidak samun mendapatkan
perjhatian khusus sehingga pengaturan mengenairgioeda dengan
pengaturan anak-anak tidak sah lainnya. Pertimlaimgderdasarkan bahwa
kelahiran dari anak luar kawin tersebut dapat budlan perbuatan yang
bertentangan dengan norma hukum ataupun kesusHKadahiran dari anak
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luar kawin dapat terjadi oleh karena perkawinangyditakukan oleh kedua
orang tua tersebut tidak memenuhi persyaratan urgeknya suatu
perkawinan, contohnya perkawinan secara adat, yaaga tidak adanya
pencatatan terhadap perkawinan tersebut menjadieskawinan tersebut
tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan. Karenkapa&nan yang tidak

tercatat tersebut, tidak dapat diketahui apakahikadan perkawinan diantara
pasangan tersebut. Akibatnya, anak yang lahirggakawinan adat yang tidak
tercatat tersebut menjadi tidak memiliki statusagglh anak sah, melainkan
sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin tersebukablah hasil dari

hubungan yang melanggar ketentuan hukum, sehingga partimbangan

untuk pengaturan hak-hak bagi anak luar kawin.

Anak luar kawin sesuai dengan ketentuan daatklndang-Undang
Hukum Perdata pasal 280, tidak memiliki hubungard@ta dengan orang
tuanya, baik dengan ayahnya maupun ibunya. Hubukgpardataan antara
anak luar kawin dengan orang tuanya, baik dengamrap hanya muncul
dengan adanya pengakuan secara notariil. Perudahadi pada Undang-
Undang Perkawinan padal 43, dimana anak luar kamemiliki hubungan
keperdataan dengan ibunya. Landasan pemikiran ldggntuan tersebut
adalah bahwa diantara anak dengan ibu yang medaimyla terdapat
hubungan (baik darah maupun keperdataan) yang tidp&t diragukan lagi;
bahwa hubungan lahiriah dan batiniah antara anakgate ibu yang

melahirkannya adalah sangat kuat.

Adanya hubungan keperdataan anak anak luar kdesgan orang
tuanya, baik dengan ayahnya dan/atau ibunya, mémahdnak bagi anak luar
kawin tersebut. Meskipun tidak memiliki hak-hak @ghimana anak sah, hak-
hak yang dimiliki oleh anak luar kawin dijamin basdrkan Undang-Undang.
Bagi anak-anak luar kawin yang diakui, hak-hak yalmgerolehnya adalah
sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak geebananusia yang
memiliki harkat dan martabat, termasuk di dalamnyendidikan,
kesehatan, rekreasi dan lain-lainnya, yang mana guatuk kesejahteraan
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dan pengembangan diri dari anak tersebut. (Pashingga 17 dari
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perligaiunak).

2. Hak untuk menuntut bagian warisan. Hak ahliisvanak luar kawin
terhadap ayahnya sebagai pewaris adalah hak waselzagai anak luar
kawin. Bagian anak luar kawin berbeda dengan bagrak sah, sesuai
dengan pengaturannya dalam 862, 863, 864, 8658@&iKitab Undang-
Undang Hukum Perdata. Pembatasan bagian waris&iwarskawin juga
dibatasi dalam pasal 908 Kitab Undang-Undang HuRerdata, apabila
anak-anak luar kawin tampil sebagai ahli waris &@®-sama dengan ahli

waris anak-anak sah dari pewaris.

Pengakuan anak luar kawin memberikan hubungaperélataan
sebagai anak luar kawin yang diakui, yang manahadkyang dinikmatinya
adalah hak-hak bagi anak luar kawin yang diakubuihgan keperdataan anak
luar kawin dengan ibunya dan keluarga ibunya ad#dsjadi serta merta
dengan kelahiran anak tersebut, sementara hubukemerdataan anak luar
kawin dengan ayahnya terjadi secara proseduralbBean mengenai hal ini
terjadi dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah t€ossNo. 46/PUU-
VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, yang mana méaguPasal 43 ayat (1)
Undang-Undang Perkawinan dengan bunyinya menjdadigse berikut:

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibussgda
dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dilakti
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/addat
bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah,

termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terseingk luar kawin tidak
lagi memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, saelainkan juga
dengan ayahnya, yang mana harus terlebih dahuluktiibn dengan
pembuktian ilmiah. Pembuktian ilmiah yang dimaksladam hal ini adalah

pembuktian dengan tes DNA. Apabila dengan pembuk&a DNA tersebut,
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diketahui ayah dari anak tersebut, maka hubungadatse dari anak luar
kawin tersebut dengan ayahnya dan keluarga ayaladyia Timbulnya

hubungan keperdataan dengan ayahnya tersebut mlkambdrak untuk

menuntut warisan, bukan sebagai anak luar kawirgy yhakui tetapi sebagai
anak sah. Hal ini dikarenakan hubungan keperdataag diperoleh anak luar
kawin dengan ayahnya tersebut bukan sebatas aasmlkadwin yang diakui,

melainkan hubungan keperdataan yang sama nilaiyayasth hubungan
keperdataan seorang anak dengan ibunya. Oleh kétgnanak luar kawin

memiliki hak sebagai ahli waris anak sah berdasaperubahan pasal dari
Undang-Undang Perkawinan tersebut.

3.2 Menurut Women'’s ChartemNo. 18/1961 di Singapura

Pengaturan anak luar kawin dalam hukum keluargeSidgapura
adalah pengaturan terhadap anak tidak sah, karekamh keluarga di
Singapura tidak membedakan anak-anak tidak sahk Ara kawin dalam
hukum keluarga Singapura memiliki hak yang samagdenanak sah,
sebagaimana dinyatakan dalam pasal 111 ayatVdpnen’'s Charter Anak
tidak sah mendapatkan hak yang sama dengan anaketahgga anak luar
kawin juga mendapatkan hak-hak yang sama dengdnyama lahir dalam
perkawinan yang sah. Namun untuk mendapatkan halsé@emikian rupa,
ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingg& #@dak sah tersebut
mendapatkan hak-hak yang dinikmati oleh anak sgdwra® utama yang harus
dipenuhi adalah orang tua yang membenihkan anak Kawin tersebut
menikah dalam perkawinan yang diakui oleh negaggkd¥vinan yang diakui
tersebut adalah perkawinan yang memenuhi ketentoenurut Women’s
Charter. Meskipun demikian, dapat pula dalam perkawinaseteut adalh
perkawinan yang sah menurut hukum adat lokal, yagg diakui oleh hukum
perkawinan Singapura tersebut secara terbatas.ydia dimaksud adalah
dalam preseden mengenai kaglimarhum Choo Eng Choon, dan Choo Ang
Chee melawan Neo Chan Neo, Tan Seok Yang, CheasggGfim, Lim
Cheok Neo, Mah Imm Neo, dan Neo Soo Neo (Kasus Haada§’. Pasal 4

%2 _Leong Wai KumQp. Cit, HIm. 593

Universitas Indonesia
Perbandingan hukum..., Nicholas Surya Penn, Program Magister Kenotariatan, 2012



57

Women’'s Chartermengatur bahwa setiap perkawinan haruslah merapaka
perkawinan bersifat monogami, setelah berlakuiMganen’s Chartetersebut.
Dalam kasus ini Choo Eng Choon selama hidupnyé talenikah dengan dua
orang istri dan lima orang gundik, yang mana mekapaikatan yang
diperbolehkan dalam hukum adat Tiong Hoa. Setelahimggalnya Choo Eng
Choon, yang meninggalkan harta yang cukup besannéaunjuk anak
tertuanya Choo Ang Chee sebagai pengurus dari Wariaannya. Pengadilan
memutuskan bahwa anak-anak dari pewaris lainnyigy dari istri pertama
hingga gundik-gundiknya merupakan anak-anak sahi dagwaris.
Pertimbangannya adalah bahwa baik istri kedua dandig-gundiknya
tersebut terikat dalam pikatan perkawinan yang uiaalam hukum adat
Tiong Hoa. Preseden ini memberikan suatu keringaatas adanya dasar
ikatan yang sah, meskipun pada dasarnya bukan vpedka yang bersifat
monogami. Hal ini adalah akibat dari ketentuan d&ammon Lawyang
melihat bahwa keabsahan dari anak tergantung titissperkawinan orang
tua yang membenihkannya, dan bagi anak tidak sk &da hak apaun yang
dapat dinikmati olehnya. Pengaplikasaommon Lawdalam hukum keluarga
Singapura dimodifikasi berdasarkan hukum adat debiakaan setempat,
sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi masdayrak

Anak luar kawin pada dasarnya masuk ke dalarongain anak tidak
sah, karena ia tidak dilahirkan dalam perkawinamgysaf®. Namun karena
pengertian universal dari anak luar kawin adalalakagang dilahirkan
sebelum adanya perkawinan, maka anak tersebutedixaitan sebagai anak
sah. Pertimbangan ini didasarkan pada hubungamwerén itu sendiri. Anak
tidak sah adalah anak yang dilahirkan oleh pasarygaug tidak memiliki
hubungan apapun juga. Dalam sistem hukum keluangaSidgapura,
pengaturan mengenai keabsahan anak ditekankanhpguengan orang tua
yang membenihkannya. Meskipun anak tersebut didahirsebelum orang
tuanya terikat dalam hubungan perkawinan satu dgepgag lainnya, asalkan
pada akhirnya orang tuanya menikah, maka statusadak tersebut menjadi

anak sah.

% Leong Wai Kum, Op. Cit., HIm. 590.
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Anak luar kawin, sebagai bagian dari anak tiskak (yang dikarenakan
oleh tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagai gaak sah), memiliki hak-
hak yang sama dengan anak-anak sah, khususnya dehrkewarisan.
Apabila dalam hal terbukanya warisan, dan pewagsinggalkan anak-anak
sah dan ada anak luar kawin, maka anak-anak sahrdénluar kawin tampil

sebagai ahli waris untuk bagian yang sama besar.
3.3 Menurut Hukum Perkawinan Tahun 1981 Republik Rakyat China

Karena hukum keluarga Republik Rakyat China tidakmineda-
bedakan anak tidak sah, karena pada prinsipnyanmteluarga Republik
Rakyat China juga melihat anak tidak sah sebagak gang tidak memiliki
hak apapun juga, sehingga hukum keluarga Republdky&® China
memberikan pengaturan dimana memberikan kesempataas-luasnya dan
sebesar-besarnya untuk melindungi kepentingan®arf&ngaturan mengenai
anak tersebut dibatasi dengan kebijakan "satu analk satu keluarga” yang
dianut oleh Republik Rakyat China. Kemampuan bagiud&ga untuk
memenuhi kebutuhan dan hak-hak bagi si anak haagatdercapai apabila
orang tua dari anak tersebut mematuhi ketentuarungang-undangan
mengenai hukum keluarga dan juga ketentuan tergargncanaan keluarga.
Hal ini berarti bahwa satu anak yang diperbolehkartuk dilahirkan,
dibesarkan dan dipelihara dalam satu keluarga. dilethauan atau
ketidakmampuan dalam memenuhi persyaratan tersip#at menyebabkan
keluarga tersebut tidak mampu untuk memenuhi h&kysang dibutuhkan
dalam pemeliharaan anak dalam keluarga tersebut. yidag menjadi
pertimbangan bagi Republik Rakyat China bukan t#klepada sah atau
tidaknya anak yang dilahirkan dalam perkawinan,am&bn pada jumlah
anak yang dilahirkan. Pertimbangan untuk hal idedarkan bahwa Republik
Rakyat China merupakan negara dengan jumlah popeldmesar di dunia.
Jumlah populasi yang besar, tanpa dibarengi dekgimampuan negara untuk
menghidupinya akan mengakibatkan banyak masalabediagai bidang:
kurangnya lapangan pekerjaan, meningkatnya harga igandang, pangan

% Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan darbpefsagian kebudayaan di Kedutaan Besar
Republik Rakyat China di Jakarta, Mr. Yang, pada Rabu, 4 April 2012, pukul 15.00 WIB
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dan papan, serta meningkatnya tingkat kejahatantukUmmengatasi

permaslahan-permasalahan tersebut, maka diimplamenkebijakan

mengenai satu anak bagi satu keluarga, yang maaadjaplikasikan dalam
hukum keluarganya. Tidak dipenuhinya ketentuan reeag perencanaan
keluarga akan menyebabkan sanksi administratif yarmkgp berat (Pasal 43
Hukum Perkawinan Republik Rakyat China 1981) sejandapat merugikan
keluarga tersebut, yang kemudian tidak dapat untalaksanakan tanggung
jawabnya dalam memenuhi hak-hak anggota keluarg&hysusnya terhadap

anak dalam keluarga tersebut.

Berdasarkan prinsip untuk melindungi kepentingarak, terdapat
perluasan mengenai anak-anak sah. Hukum PerkawRegublik Rakyat
China 1981 memberikan perhatian khusus mengen&i laaa kawin dengan
mengatur secara langsung dalam peraturan hukumarigeloya tersebut
dengan menentukan pada pasal 25-nya dimana disebbt#hwa anak yang
dilahirkan sebelum perkawinan menerima hak-hak y@itgyima oleh anak-
anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Pengaturaand pasal tersebut
tidak menyebutkan bahwa anak-anak yang dilahirkatrelsm perkawinan
tersebut adalah anak-anak tidak sah ataupun sagituBeula dengan
penyebutan mengenai anak-anak yang dilahirkan dagarkawinan, yang
mana juga tidak disebutkan bahwa anak-anak tersebuipakan anak-anak
yang sah. Berdasarkan pemikiran rasional yang imlitersecara universal,
anak-anak yang dilahirkan dalam dan/atau selani@péran yang sah adalah
anak-anak yang sah. Di luar dari perkawinan yarig ataupun dilahirkan
tidak dalam dan/atau selama perkawinan yang saertdiri menjadikan anak
yang dilahirkan tersebut tidak memiliki status ggbaanak yang sah. Dalam
hukum keluarga Republik Rakyat China, tidak add@éaan yang mendasar
antara anak sah maupun tidak sah, dan juga amakal@ar kawin dan anak
yang dilahirkan dalam perkawinan, selain perbedisam pengertian. Hak-
hak yang diterima oleh anak luar kawin sama dergd&ahak yang diterima

oleh anak yang dillahirkan dalam perkawinan.
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Bagi anak-anak luar kawin, hak-hak yang dinikmat harus dipenuhi
oleh orang tua yang melahirkan dan membenihkan hrsakkawin tersebut,
sebagaimana ternyata dalam Pasal 22 dari Hukumawern Republik
Rakyat China 1981. Hak-hak yang dinikmatinya temsehbidak dapat
dinikmatinya apabila anak luar kawin tersebut duadgpabila anak yang
dilahirkan di luar perkawinan tersebut berada @ir I[perencanaan keluarga.
Hak-hak yang dimaksud di dalamnya mencakup pulaunakk tampil sebagai
ahli waris layaknya anak yang lahir di dalam atalamma perkawinan,
sebagaimana ternyata dalam Pasal 24 dari Hukumawern Republik
Rakyat China 1981. Hak atas warisan dari pewarigk ranak luar kawin
adalah sama besarnya dengan hak atas warisan hliawaxis anak yang
dilahirkan pada saat atau selama perkawinan yangrsmggung jawab untuk
memelihara dan membesarkan anak luar kawin terdedraikhir pada saat
anak luar kawin tersebut telah mencapai usia dewgsag mana dasar
pemikirannya adalah pada saat telah mencapai @sieasd, anak tersebut

telah mandiri untuk menafkahi kehidupannya sendiri.
4. PEMBAHASAN
Anak Luar Kawin dan Orang Tuanya.

Hubungan anak luar kawin dengan orang tuanyaahdddsar bagi anak
luar kawin untuk menuntut hak-haknya dan juga sebdgsar tanggung jawab
orang tua dari anak luar kawin tersebut untuk neglakkan kewajibannya
terhadap anak luar kawin tersebut. Pengaturan meandreibungan antara anak
luar kawin dan orang tuanya tersebut diatur dal@matpran mengenai hukum

keluarga, yang dalam penelitian ini berbeda padsinganasing negara.
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4.1 Hubungan Perdata Anak Luar Kawin.

411 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, Serta Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 46/PUU-VI11/2010 di Indonesia

Pengaturan mengenai anak luar kawin dan oraagytu secara
normatif pertama kali diatur dalam Kitab Undang-dnd Hukum
Perdata. Sebelum adanya Kitab Undang-Undang HukuendaR,
hubungan keperdataan antara anak dan orang tuzya dalam aturan
hukum adat. Hukum adat di Indonesia, yang manadritetdri berbagai
macam suku bangsa, tidak mengenal adanya huburegendataan hanya
pada ayah ataupun ibunya saja. Hal tersebut dkkaju dalam
masyarakat Minahasa, dimana seorang anak luar kawemiliki
hubungan keperdataan dengan ibunya dimana dalaomgab tersebut ia
memiliki kedudukan dan peran yang sama dengan aa#R Dalam
masayrakat yang sama, hubungan ayah dengan arrakalwana adalah
hubungan ayah dengan anak sah. Keraguan dalammihédlselesaikan
dengan jalan memberikan ilildir

Berdasarkan pengaturan dalam Kitab Undang-Unddaogum
Perdata, bagi anak luar kawin, hubungan dengangotaanya, yaitu
hubungan perdata, yang menimbulkan hubungan hakelaajiban, tidak
timbul dengan sendiri, baik terhadap ayah maupum ijang
membenihkannya. Hubungan perdata hanya dapat tidémdan adanya
suatu tindakan hukum yang bersifat proseduraluybaédrupa pengakuan
secara sah. Pasal 280 Kitab Undang-Undang HukudaRemenekankan
tanpa adanya pengakuan tersebut, maka hubungaatgartdara anak luar
kawin dengan orang tuanya, baik ayah maupun ibumak akan muncul.
Pengakuan secara sah yang dimaksud adalah penggémgmdilakukan
dalam akta kelahiran, ataupun pengakuan yang ditakudengan akta

otentik, sebagaimana ternyata dalam Pasal 281 Hikatlang-Undang

% Soerjono Soekanttntisari Hukum Keluarga(Bandung: Penerbit Alumni, 1980), Him. 48.
66 i
Ibid.
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Hukum Perdata. Pengakuan yang dilakukan dalamkakahiran anak luar
kawin tersebut dilakukan pada waktu dilakukannyacpgatan mengenai
kelahiran anak luar kawin tersebut oleh pegawaataat sipil, yang
kemudian membukukannya dalam register kelahiranneBéara itu,
pengakuan yang dilakukan dengan akta otentik adadata saat kedua
atau salah satu dari orang tua yang membenihkark aeesebut
melangsungkan perkawinan. Dengan dibuatnya aktggbean dari anak
tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan terhauhegk tersebut berhak
untuk meminta pencatatan pengakuan tersebut ddtéemkalahiran dari
anak ayang bersangkutan. Kedua cara untuk mengadaki luar kawin
tersebut merupakan pengakuan yang dilakukan setandéik, meskipun
salah satunya tidak dilakukan oleh notaris sebpggibat pembuat akta
pada umumnya. Pertimbangan di balik bahwa pengakaag sah erat
hubungannya dengan pembuktian yang kuat. Berdasdfesal 1866
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan batiava urutan
alat-alat bukti untuk menegaskan suatu peristiva/adau tindakan
hukum, yang menempati posisi paling tinggi dan ypabng kuat adalah
alat-alat bukti tulisan. Pembuktian dengan tuligansendiri terdiri dari
dari tulisan-tulisan yang otentik dan yang di bawamngan, sebagaimana
ternyata dalam Pasal 1867 Kitab Undang-Undang HuRemlata. Sifat
dari alat-alat bukti tertulis otentik adalah bahkekuatan pembuktian dari
alat bukti tertulis otentik tersebut merupakan y&rguat. Terkuat dalam
hal ini berarti merupakan alat bukti yang tidakbtertahkan lagi karena
telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang. P&&d kitab Undang-
Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa akta otewlfiah suatu
akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan alebdang-undang,
dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai Yyangvelang
terhadapnya, yang dibuat dalam wilayah kewenanganpejabat-pejabat
tersebut. Dari pengertian tersebut dapat dikethhbiva unsur-unsur dari

akta otentik terdiri dari:
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1. Dibuat dalam bentuk atau format yang tertegyaing mana sebagai
contohnya adalah Pasal 38 Dari Undang-Undang Nadsfoahun
2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jablatizmis).

2. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang bewamag untuk
melakukannya, yang mana contohnya adalah dalam Passyat (1)
dari Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris bemgnantuk
membuat semua akta, kecuali yang dikecualikan adaipya
(contohnya PPAT yang berwenang membuat semua altey y

berkaitan mengenai pertanah¥n)

3. Dibuat dalam wilayah kewenangan bagi pejabatg\berwenang untuk
membuat akta tersebut, yang mana contohnya adaksdd P8 dan 19
dari Undang-Undang Jabatan Notaris dimana notansdnang untuk
membuat akta dalam wilayah kedudukannya saja, yhiktabupaten

atau kotamdya dimana formasinya berada.

Pengakuan yang sah hanya dapat dilakukan depgeaabuktian
yang terbaik, yaitu secara otentik, yang dalam ihaldilakukan oleh
pegawai catatan sipil maupun oleh notaris. Dengdanya pengakuan
yang sah, anak luar kawin tersebut berubah stadusepagai anak luar
kawin yang diakui, sehingga sesuai dengan pasal Ki&h Undang-
Undang Hukum Perdata menjadi memiliki hubungan kagtean dengan
orang tuanya. Adanya hubungan keperdataan dengang otuanya
tersebut memberikan hak-hak bagi anak luar kawimgyanenjadi
kewajiban bagi orang tuanya yang mengakuinya tatsebntuk

melaksanakannya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perkawinardapat
perubahan mengenai pengaturan anak luar kawin dal&kumm keluarga
di Indonesia. Anak luar kawin bukan lagi sebagaakaryang tidak
memiliki hubungan keperdataan dengan siapapun Begalasarkan pasal

43 Undang-Undang Perkawinan, anak luar kawin m&mhubungan

%7 G.H.S Lumban TobingPeraturan Jabatan NotarjgJakarta: Penerbit Airlangga, 1996), Him.
50.
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perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya tersBeumgaturan tersebut
tidak memberikan pengaturan mengenai hubungan #ata@m anak luar
kawin tersebut dengan ayahnya maupun keluarga ggabkibatnya,
anak luar kawin tersebut tetap tidak memiliki huipam keperdataan
dengan ayahnya, dan untuk mendapatkannya, tetsglukpn adanya
pengakuan oleh ayahnya untuk menerbitkan hubungperédataan anak
luar kawin tersebut dengan ayahnya. Pertimbangearadanya hubungan
keperdataan anak luar kawin dengan ibunya secagauag adalah bahwa
hubungan antara anak dengan wanita yang melahykarfibunya),
terlepas apakah anak tersebut merupakan hasil pabubukan dari
perkawinan, merupakan hubungan yang melebihi huburdarah dan
daging. Hubungan yang bersifat transedental aat@ait dengan ibu yang
melahirkannya merupakan kejadian atau peristiweag yi@heh dititahkan
oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tidak dapatuBpoleh manusia.
Dengan demikian, tidak mungkin hukum dapat memaskubungan
antara ibu dengan anaknya tersebut yang mana aelahsejak dahulu.
Oleh karena itu, meskipun anak tersebut dilahidkakan pada saat atau
dalam perkawinan yang sah, antara anak tersebutpadeaan anak yang
sah bagi ibu yang melahirkanfi§aAkibatnya, apabila sang ibu menjadi
pewaris dan warisan atas harta ibu menjadi jatdbuka, anak tersebut
bukanlah menjadi ahli waris anak luar kawin, meétam ahli waris anak
sah. Pengakuan terhadap anak luar kawin berdas&tkdang-Undang
Perkawinan tidak lagi dilakukan oleh ayah maupun, imelainkan
pengakuan tersebut hanya pada ayah saja. Dengaikialenmakta
pengakuan anak oleh ibunya menjadi tidak relevagi ldengan
diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan. Meskipd@emikian,
pengakuan yang dilakukan oleh ayah tetap memerlpkasetujuan dari
ibu anak tersebut, sebagaimana ternyata dalam R&aldari Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Perubahan pengaturengemai
hubungan keperdataan antara anak luar kawin denigamya juga
didasarkan pada pengaturan dalam Kitab Undang-UnHakum Perdata

68 3. SatrioOp. Cit, HIm. 154
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pada Pasal 5a, yang mana menyebutkan bahwa alaétksatt yang tidak
diakui ayahnya, memakai nama keluarga ibGhyalal yang sama
ditunjukkan dalam Pasal 288-nya dimana diperbolehkantuk

menyelidiki asal-susul anak luar kawin mengenaniau

Hubungan keperdataan antara anak luar kawigateorang tua
yang mengakuinya berbeda dengan hubungan kepemndatdara anak
yang dilahirkan dalam perkawinan (anak sah) dengeang tuanya.
Meskipun anak-anak luar kawin mendapatkan hak-heakg ydinikmati
oleh anak-anak pada umumnya, seperti hak untuk apetkin
pendidikan, pemeliharaan, dan pelayanan kesehatarg ynemadai.
Namun, mengenai hak untuk tampil sebagai ahli wdas pewaris,
terdapat perbedaan diantara keduanya. Hubungamdetpan antara anak
luar kawin dengan (pewaris) orang tua yang menggiuimenjadikan
anak luar kawin tersebut sebagai ahli waris anak kawin yang diakui.
Sementara itu, hubungan keperdataan antara anakdyiamirkan dalam
perkawinan yang sah dengan (pewaris) orang tuamy@adikan anak
tersebut sebagai ahli waris anak sah. Terdapateg@adm antara bagian
warisan anak luar kawin dengan bagian warisan deng@ak sah.
Perbedaan tersebut diatur dalam bagian pewaridamdel adanya anak-
anak luar kawin, sebagaimana ternyata dalam P&2ahi®gga 865 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana adalah aeferikut:

1. Apabila pewaris hanya meninggalkan anak laavik, maka anak luar

kawin tersebut mendapatkan seluruh harta warisan.

2. Apabila pewaris meninggalkan ahli waris analk ataupun suami atau
istri, maka anak luar kawin tersebut mendapatkan partiga (1/3)

dari bagian seandainya anak luar kawin tersebualadeak-anak sah.

3. Apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waasak sah maupun
suami atau istri, tetapi meninggalkan ayah dan/#bauatau kakek

% |pid., HIm. 108.
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dan/atau nenek, ataupun saudara laki-lai dan/a¢aenmpuan, maka

bagian anak luar kawin tersebut adalah tiga pere(@p4).

Selain daripada bagian warisan tersebut, anak<main, memiliki bagian

mutlak dalam warisan. Hal ini disebabkan dari adahybungan darah
antara anak luar kawin dengan pewaris tersebut.udgwmrena hubungan
keperdataan antara pewaris dengan anak luar kaavig gliakui tersebut
berbeda dengan hubungan keperdataan antara peleagsn anak sah,
maka besarnya bagian mutlak anak luar kawin berlokxhan bagian
mutlak anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 9%bh Kindang-Undang
Hukum Perdata. Bagian mutlak untuk anak-anak satbagmana diatur
dalam Pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdiinia:

1. Bila satu orang anak sah, maka bagian mutlalagalah setengah

(1/2) dari bagian warisan yang diterimanya.

2. Bila dua orang anak sah, maka bagian mutlabkumasing-masing
anak sah tersebut adalah dua pertiga (2/3) darabagarisan yang

diterima masing-masing anak sah tersebut.

3. Bilatiga orang anak sah atau lebih, makaamagiutlak untuk masing-
masing anak sah tersebut adalah tiga perempata@daljian warisan

yang diterima masing-masing anak sah tersebut.

Sementara itu, bagian mutlak anak luar kawin ydiadui, berdasarkan
pasal 916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpbhat berapa
banyak anak luar kawin yang diakui oleh pewarisladaetengah (1/2)

dari bagian warisan yang diterimanya.

Sejak terjadinya kasus mengenai Muhammad IBbatadhan dan
Machica Mochtar melawan Keluarga dari perkawinah gdmarhum
Moerdiono, hingga dikeluarkannya Putusan Mahkamamsktusi No.
46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012, terjpdrubahan mengenai
pengaturan hubungan keperdataan anak luar kawigadeorang tuanya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah paagamengenai
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hubungan keperdataan antara anak luar kawin demgery tuanya saja,
dimana tidak lagi hanya hubungan keperdataan amakkiawin dengan
ibunya dan keluarga ibunya yang terjadi secaraslamg, namun juga
hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayatagakeluarga
ayahnya, yang mana dibuktikan dengan pembuktiamatinmengenai
adanya hubungan darah antara anak luar kawin desg#n biologisnya
tersebut. Dengan adanya pengaturan tersebut, yang mengubah sifat
dari hubungan keperdataan anak luar kawin dengargduanya, terutama
dengan ayah biologisnya. Perubahan tersebut mekabegpersamaan
antara hubungan keperdataan antara anak luar kdemgan ibunya,
dengan hubungan keperdataan antara anak luar kdewigan ayahnya.
Dengan disamakannya hubungan keperdataan analkdwan terhadap
ayah dan ibunya tersebut, maka hak yang didapat&aranak luar kawin
tersebut adalah hak anak secara penuh. Hal inatieanak luar kawin
tersebut dapt memiliki hak untuk menjadi ahli watengan bagian waris
yang sama besarnya dengan anak sah. Pertimbangabalpgn pasal
tersebut adalah bahwa dengan hanya diberikannyanigab keperdataan
yang timbul secara langsung pada ibu, maka akgadietetidakadilan
tentang siapa yang menanggung seluruh pengeluatak pemeliharaan
anak tersebut. Kewajiban bagi ayah untuk menanggengeluaran untuk
membesarkan anak tergantung dari hubungan kepardatgang
dimilikinya. Dengan demikian, diperlukan adanya disdangan akan
mengenai kewajiban untuk membesarkan anak luarrkeaxsebut. Selain
itu, diperlukan juga adanya keadilan bagi kepemtingi anak dimana ia
tidak saja memiliki hak dengan ibunya tetapi jugk ldengan ayahnya.
Hal-hal demikian hanya dapat diterima oleh anakefeut apabila adanya
pembuktian mengenai adanya hubungan darah antata laar kawin
tersebut dengan ayahnya. Pembuktian sedemikianadgdah pembuktian

secara ilmiah.
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4.1.2 Menurut Women’s CharteNo. 18/1961 di Singapura

Hubungan anak luar kawin dengan orang tuanyalasSarkan
hukum keluarga di Singapura adalah hubungan se@n@aigdengan orang
tua pada umumnya. Hal ini didasarkan pada pemikiienum dalam
Common Lawbahwa anak yang tidak memiliki hubungan keperdataa
dengan siapapun merupakan anak tidak sah, dandmeadi tidak sah
tersebut tidak memiliki dasar untuk menuntut apajuge®. Dengan
demikian dalam pengaturannya menurWomen’s Charter tidak

disebutkan mengenai anak luar kawin tersebut.

Pengertian mengenai anak luar kawin secareetsaladalah anak
yang tidak dilahirkan dalam perkawinan yang salik pada atau selama
perkawinan tersebut. Sebab-sebab yang menjadikdavpi@an tersebut
menjadi tidak sah adalah tidak atau belum terperyahisyarat-syarat
untuk menjadikan perkawinan tersebut menjadi peirkanv yang sah.
Kelahiran anak sebelum tercapainya perkawinanhatseenjadikan anak
tersebut sebagai anak luar kawin. Untuk tercapapeykawinan yang sah,
menurut hukum keluarga dan perkawinan di Singaparas memenuhi
ketentuan Pasal 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 dan 22WWlamen’s CharterTidak
tercapainya ketentuan dalam pasal tersebut menkabaperkawinan
tersebut menjadi tidak sah, dan anak-anak yanghidien dalam
perkawinan tersebut menjadi anak-anak tidak salabilp dilakukan

pengambilan kesimpulan dengan cara pemikiran yangm

Kerasnya prinsifCommon Lawmengenai pengaturan terhadap
anak tidak sah membuat dilakukannya modifikasi addp pengaturan
mengenai keabsahan anak. Apabila pengaturan meraygialuar kawin
memasukkannya dalam kategori anak tidak sah, makk kiar kawin
sama sekali tidak mendapat hak-hak apapun. Damdadgara Singapura
sebagai negara multikultur, adat perkawinan yangkiini masyarakat

berbeda dengan perkawinan menurut aturan hukum. tdedebut

"0 Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan oletbpejnsulat Singapura di Pekan Baru, Mr.
Gavin Chay, pada hari Selasa, 8 Mei 2012, padal ditkQ0 WIB.
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dibuktikan dengakasus enam jandalimana bagi masyarakat Tiong Hoa
disana tidak menekankan pentingnya status keabsahak, namun
mengutamakan hubungan antara anak dengan orangldugang sama
dianut oleh umat Hindu dalam aturan-atutdnkum Many yang mana
lebih mengutamakan keberadaan si anak dalam sata ktau lainnya,
daripada mengenai keabsahan anak terSebutDengan diversitas
pandangan terhadap anak, yang sangat berbeda dpegekanan status
dari si anak yang menyebabkan ada tidaknya huburgdara anak
dengan orang tuanya menyebabkan hukum keluargaadepgnsip
Common Lawyang diterapkan di Singapura melalui suatu moasik

Status dari si anak, yang mana tergantung dabungan
perkawinan orang tuanya, menyebabkan ada tidaknyéurigan
keperdataan antara anak dengan orang tuanya terskelmbungan
keperdataan orang tua dengan anaknya merupakanudsk kewajiban
bagi orang tua untuk memenuhi hak-hak anak-anakidgh.yang sama
juga menjadi dasar bagi orang tua untuk menuntktyaaterhadap anak-
anak (dalam hal ini, menjadi dasar kewajiban amakayang patut
dipenuhi mereka terhadap orang tua mereka). Olelenkaitu, ada
tidaknya hubungan keperdataan orang tua dengannyaalergantung
dengan hubungan perkawinan dari orang tuanya. Dengdanya
modifikasi terhadap hukum keluarggommon Law oleh Women’s
Charter, terutama mengenai status anak yang erat hubuygaitengan
hubungan perkawinan dari orang tuanya, dapat dihgd kepentingan
dari anak tersebut. Berdasarkan Pasal 111 \Wamen’s Charterdiatur
mengenai bagaimana status keabsahan dari si atek hilang dengan

dibatalkannya atau dibatalkan demi hukum perkawteesebut.

Hubungan keperdataan anak luar kawin dengamgdraanya juga
tidak berbeda dengan prinsip keabsahan anak/amen’s Charteryang
mana juga melihat dari status anak luar kawin berSe Women's

" Leong Wai KumOp. Cit, HIm. 593
2 Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan oletbpej@nsulat Singapura di Pekan Baru, Mr.
Gavin Chay, pada hari Selasa, 8 Mei 2012, padal ditkQ0 WIB.
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Chartertidak menjelaskan, menyatakan ataupun mengataraémgsung
mengenai keabsahan dari anak luar kawin tersebdidk Tdisebutkan di
dalamnya apakah anak luar kawin tersebut adalak sata ataupun anak
tidak sah. Dengan demikian, penerjemahan mengtatasdari anak luar
kawin dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan mexgdrukum.
Pengertian tentang anak luar kawin erat hubungadey@an pengertian
anak sah. Konteks dari anak luar kawin adalah dkah di luar dari
perkawinan yang sah. Sementara konteks dari adak siah adalah lawan
dari pengertian anak sah, yaitu dalam prirGggnmon Lawadalah anak
yang dilahirkan di dalam atau pada saat perkawyang sah. Dengan
demikian, anak tidak sah adalah anak yang tidahiltan di dalam atau
pada saat perkawinan yang sah. Anak tidak sah dnirhasil hubungan
bukan perkawinan, atau dalam prinfljpmmon Lawtidak ada hubungan
perkawinan antara orang tuanya yang menyebabkak tangebut lahir.
Hal-hal yang menyebabkan tidak ada hubungan pengawitersebut
adalah bahwa dalam usaha untuk melahirkan analebtgrs tidak
terpenuhinya ketentuan-ketentuan Pasal-Pasal53,%4,10, 11, 12 dan 22
dari Women’s CharterAkibatnya, tidak ada hubungan perkawinan antara
kedua orang tua tersebut dengan anak hasil hubungeska. Begitu pula
dengan anak luar kawin, yang mana pada saat kafalya tidak ada
hubungan perkawinan diantara kedua orang tuanyagde demikian,
sudah seharusnya untuk mengkategorikan anak lwainksebagai anak
tidak sah.

Meskipun demikian, hukum keluarga Singapurausena untuk
mengadakan pembatasan dari pemberian status sebagatidak sali.
Salah satu pembatasan tersebut sebelum berlakiMoyaen’s Charter
adalah dengaregitimacy Ordinanceatau Legitimacy Act yang mana
memberikan pemikiran untuk keabsahan dari seseoyang dilahirkan
tidak dari perkawinan yang sah, yaitu anak tidak, stapat diberikan
kesempatan untuk menjadi anak sah dengan carawpegkadari kedua

orang tua terhadap anak tidak sah tersebut. Dedgarkian, anak luar

3 Leong Wai KumQp. Cit, HIm. 608
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kawin hanya dapat memiliki hubungan keperdataamga®mrang tuanya
apabila orang tua dari anak luar kawin tersebutikaénsatu dengan yang
lainnya. Dengan berlakunyda)omen’s Charter pengaturan mengenai

status anak terdapat perubahan dimana Pasal 1] tlisghutkan bahwa:

1. Anak-anak dari perkawinanyan dibatalkan daw/atang diputuskan
tetap memiliki status sebagai anak-anak sah.

2. Anak-anak dari perkawinan yang dibatalkan ddmkum tetap
memiliki satus sebagai anak sah, apabila dalam kgmt@aan
perkawinana tersebut, para pihak yang terikat dajarmmenyakini

bahwa perkawinan tersebut adalah sah.

Mengenai meyakini bahwa perkawinan tersebut &dakh merupakan
pengaturan yang menunjukkan bahwa perkawinan tersielak dilakukan
dengan maksud untuk melanggar hukum, dan para pitiak menyadari
mengenai adanya cacat-cacat hukum yang menyebap&d@winan

tersebut menjadi batal demi hukum.

Karena tidak ada pengaturan mengenai statalsskban dari anak
luar kawin tersebut, maka tetap dianggap bahwa &rakkawin adalah
anak tidak salt. Namun status anak tidak sah tersebut tidak meleka
selamanya pada anak luar kawin tersebut. Kareaé d#dlamWomen'’s
Charter yang memberikan perlindungan kepada kepentingesafgeanak
secara maksimal, maka anak luar kawin memiliki Rgsgan untuk
mendapatkan status sebagai anak sah, dengan ckaavipan dari kedua
orang tuanya tersebut. Dengan adanya hubungandetpan antara anak
luar kawin dengan orang tuanya tersebut, maka dapajadi dasar bagi
anak luar kawin tersebut untuk mendapatkan hakyeakiPerbedaan
antara anak luar kawin dengan anak tidak sah bemnkas konteks umum
adalah bahwa anak luar kawin dilahirkan dalam peik@n yang belum
mencapai status sebagai perkawinan yang sah. Smaeanak tidak sah

adalah anak dari hasil hubungan yang tidak memeibntuan peraturan

" Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan olehd®amdm Kee Tham pada hari Rabu, 11 April
2012, pada pukul 15.00 WIB.
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perundang-undangan. Dalam hal ini, kelahiran anak kawin merupakan
perbuatan yang sebenarnya tidak melawan hukum, mé&eamena adanya
ketidaksadaran sehingga perkawinan yang dilakuledunb mendapatkan
status hukum sebagai perkawinan yang sah. Ditekabhlthwa kelahiran
anak luar kawin tersebut adalah dalam itikad baituki membentuk
keluarga, dan bukannya tindakan hasrat semata.

Dalam hukum keluarga di Singapura, tidak adarb@daan
mengenai hak-hak yang dimiliki oleh anak luar kawengan anak sah.
Anak luar kawin memiliki hak-hak sebagaimana diknibleh anak-anak
sah. Anak luar kawin yang orang tuanya menikah meatkan status
sebagai anak sah. Demikian pula dengan hak-hakelyagai ahli waris
untuk harta warisan dari pewaris adalah hak debggran terpenuh, yaitu
bagian dari anak sah tersebut. Perlu diketahuiwhahnak tidak sah
adalah anak yang tidak memiliki hak apapun jugacyké& hak untuk
mendapatkan pemeliharaan) dengan kedua orang tkangaa tidak ada
hubungan perdata diantarafyamaka hak untuk mendapatkan warisan
bagi anak tidak sah adalah tidak ada. Pengecuddiarnal ini adalah pada
pasal 10 darlLegitimacy Actdimana dalam hal ibu dari anak tidak sah
tersebut meninggal dunia dan tidak meninggalkark-anak sah apapun
juga, maka anak tidak sah tersebut mendapatkaa warisan dari ibunya
tersebut. Begitu pula dengan anak luar kawin indseapabila ia menjadi
pewaris dan tidak meninggalkan keturunan, dimanoayil apabila masih
hidup, menjadi ahli waris satu-satunya dari pewansak tidak sah.
Peraturan dalanhegitimacy Acttersebut menunjukkan bahwa hubungan
keperdataan antara anak tidak sah dengan orangatgerutama dengan
ibunya bukan benar-benar tidak ada. Hal yang saitoajakkan dalam
Pasal 69 ayat (1) daWwomen'’s Charterdimana kedua orang tua memiliki
tanggun jawab yang sama untuk membesarkan dan rhanaeanak, baik
sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, apabilargdouantara orang tua

dengan anaknya dihubungankan sebagai dasar tanggualy orang tua

"5 Berdasarkan penjelasan dalam Black’s Law mengeerajertian damastardsebagaChild out
of Wedlock
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untuk memelihara anak, maka hubungan antara ommgléngan anak
tidak sah tersebut pada dasarnya tidak benar-bengep seluruhnya.
Status hubungan anak tidak sah dengan orang tiramy@a mempengaruhi
hak untuk tampil sebagai ahli waris. Dengan demikionteks hubungan
keperdataan anak luar kawin dengan orang tua hamgmmpengaruhi
apakah anak luar kawin tersebut dapat tampil mergatl waris atau
tidak.

Anak luar kawin dari orang tua yang menikalndapatkan hak-
hak terhadap bagian waris yang besarnya sama ddyaggan anak sah,
sebagaimana ternyata dalam Pasal 7 kideistate Succession Actaitu

adalah:

1. Apabila pewaris meninggalkan istri dan ana#tkanmaka istri
mendapatkan setengah (1/2) dari harta warisanbigrsian setengah

sisanya diberikan kepada anak-anak dari pewaris.

2. Apabila pewaris meninggalkan anak-anak sajakarharta warisan

dibagi sama besar untuk anak-anak dari pewarislets

Anak yang tampil sebagai ahli waris menuhotestate Succession Act
adalah anak sah. Anak luar kawin dalam prinsipngakt dapat tampil

sebagai ahli waris karena bukanlah ahli waris asak dari pewaris.
Namun, anak luar kawin memiliki kesempatan untuknperoleh status
sebagai anak sah yaitu dengan cara pernikaharkeldwa orang tua yang
membenihkannya. Dengan adanya perkawinan tersetaka anak luar
kawin merupakan anak sah dari kedua orang tuanganazmiliki hak

untuk tampil sebagai ahli waris anak sah.

4.1.3 Menurut Hukum Perkawinan Tahun 1981 Republik Rakyat
China

Hukum Keluarga Republik Rakyat China tidak memgmpingkan
anak luar kawin. Dalam aturan hukum perkawinan RbpiRakyat China

tahun 1981 itu sendiri diatur secara langsung meaiganak luar kawin.
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Ketentuan khusus tersebut adalah diatur demikiaha gaasal 25 dari
Hukum Perkawinan Republik Rakyat China tahun 1984dsal tersebut
menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar peran akan
menikmati hak-hak sama yang dinikmati oleh anakkayeng dilahirkan
dalam perkawinan. Tidak diperbolehkan adanya sudigkriminasi
terhadap anak-anak yang dilahirkan di luar darikgeman tersebut.
Pengertian mengenai anak yang dilahirkan di luakgyenan dan anak
yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut padasgmtya adalah sama
dengan pengertian anak luar kawin dan pengertiaak ssah pada
umumnya. Perbedaan dari pengturan mengenai anakduan di negara
Republik Rakyat China dengan pengaturan mengerak &mar kawin
pada umumnya adalah tidak ada suatu pengkategyaizgn menekankan
bahwa anak luar kawin tersebut adalah anak tidal.s@idak ada suatu
penyebutan mengenai anak tidak sah terhadap amakkawin dalam
peraturan hukum keluarga Republik Rakyat China eters Yang
ditekankan hanyalah bahwa anak luar kawin dan aahkyang dilahirkan

dalam perkawinan, memiliki hak-hak yang sama.

Hukum keluarga Republik Rakya China tidak memaesalahkan
status keabsahan dari anak karena adat dari mkaya&apublik Rakyat
China, yang adalah masyarakat Tiong Hoa, tidak neemasalahkan
terhadap status anak yang tergantung dari hubypey&awinan dari orang
tua yang membenihkannya. Yang dilihat hanyalah hghn antara anak
dengan orang tua, yang mana selalu ada. Hubungaraamak dan orang
tua adalah hubungan sakral, dan peraturan hukummaidge Republik
Rakyat China juga mengakui hubungan tersebut. HulRerkawinan
Republik Rakyat China mengakui mengenai hubungdmakga tersebut,
yaitu antara anak dengan orang tua, yang manahagatia bab tiga dari
peraturan tersebut.

Hukum Keluarga Republik Rakyat China mengaralvwa hukum
adat dari masyarakat Tiong Hoa bahwa hubungan drangengan anak

"Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan dari pefsmian kebudayaan di Kedutaan Besar
Republik Rakyat China di Jakarta, Mr. Yang, pada Kamis, 12 April 2012, pukul 14.30 WIB
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tetap ada terlepas dari status anak tersebut héahdari hubungan seperti
apd’. Hubungan anak dengan orang tua yang tetap adabjeigrti tetap
ada hubungan keperdataan antara anak dengan asmgt terlepas dari
status anaknya tersebut. Hukum keluarga Republidy&®aChina. Pasal 21
menekankan tentang tanggung jawab orang tua dalaemdidik,

memelihara dan membesarkan anak sampai anak tersemgapai usia
dewasa. Begitu pula pada ketentuan yang sama nuenigabhwa anak
memiliki kewajiban untuk tunduk dan menghormati ngyauanya serta
menafkahi kedua orang tuanya di masa tua merekagdde demikian

hubungan tersebut tetap ada agar hak dan kewdjdvaabut tetap ada

pula.

Oleh karena pemikiran demikian, hubungan kegesh antara
anak luar kawin dengan orang tuanya tetap terjdga, ditekankan lagi
dalam Pasal 25 Hukum Perkawinan Republik Rakyatn&hiersebut
dimana disebutkan bahwa anak luar kawin memilikk lyang sama
dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Addmgk yang sama
dengan anak sah tersebut, juga memunculkan kewdbaajiban anak-
anak sah tersebut terhadap orang tuanya bagi aradk-mar kawin
tersebut. Anak-anak luar kawin juga memiliki kewaji-kewajiban untuk
mentaati dan menghormati orang tuanya dan memimerikafkah
penghidupan bagi orang tuanya di saat mereka tud, rebagaimana
ditekankan dalam Pasal 21 dari Aturan Hukum Penkamiya. Hubungan
keperdataan anak luar kawin dengan orang tuangp éeta, dan akibatnya
hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat padak asah juga

melekat pada anak luar kawin.

Permasalahan dalam hukum keluarga Republik &akihina
adalah peraturan hukum keluarga Republik Rakyatn&hnerupakan
instrumen yang digunakan negara untuk mengontrolgly populasi dan

" Berdasarkan hasil diskusi dengan Prof. Zhang Gudai Hua Qiao University, pada hari
Kamis, 3 Mei 2012, pukul 10.00 WIB.
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angka kelahiraff. Hal ini, yang bersumber dari kebijakan negaraaieg
satu anak dalam satu keluarga (yang juga terdagaimdPasal 2 dari
Pengaturan populasi dan Perencanaan Keluarga dubRepRakyat
China), ditekankan dalam peraturan hukum keluamyaebut dengan
dinyatakan secara tegas dalam Pasal 2 dari Hukukawi@an Republik
Rakyat China 1981. Hukum keluarga yang mengatur geres
perencanaan keluarga tersebut merupakan aturanbgsidat imperatif,
dimana ada suatu sanksi yang dapat diberikan apkbientuan tersebut
dilanggar. Sanski-sanksi yang dapat dijatuhkan addadanksi-sanksi
administratif. Sanksi administratif yang diatur alal Pasal 43 dari Hukum
Perkawinan Republik Rakyat China 1981, merupakaremang dari dari
berbagai badan publik. Badan publik yang dimaksiadadn biro keamanan
masyarakat, badan pengawas usaha dagang dan kegidtsstrial, dan
badan pengawas kegiatan perburdha®anksi administratif tersebut dapat
menjadi penghalang atau penghambat bagi orangniuk melaksanakan
kewajibannya untuk membesarkan dan memelihara anaknya tersebut.
Apabila kelahiran dari anak luar kawin tersebut jaen pelanggaran
terhadap ketentuan mengenai perencanaan keluasgbue maka bagi
orang tua anak luar kawin tersebut akan mengalaesulkan untuk
memberikan kehidupan yang layak bagi anak-analdigarenakan sanksi
administratif tersebut memberikan dampak yang cukgsar bagi
perekonomian keluarga tersebut. Hubungan kepermlatatara anak luar
kawin tersebut dapat memberikan kerugian bagi ortaagya, apabila
kelahiran anak luar kawin tersebut tidak sesuaigdenperencanaan
keluarga. Hal tersebut karena di satu sisi, oramgdari anak luar kawin
tersebut harus membayar sanski yang dijatuhkanddsisi lainnya harus
memenuhi tanggung jawabnya terhadap Zhak

8 Berdasarkan hasil diskusi dengan Prof. Zhang Gudaki Hua Qiao University, pada hari
Sabtu, 12 Mei 2012, pukul 17.00 WIB.

9 Andrew Bainham, Et®Qp Cit, HIm. 167

8 Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan darbpefsagian kebudayaan di Kedutaan Besar
Republik Rakyat China di Jakarta, Mr. Yang, pada &anin, 16 April 2012, pukul 11.00 WIB

Universitas Indonesia
Perbandingan hukum..., Nicholas Surya Penn, Program Magister Kenotariatan, 2012



77

Meskipun peraturan hukum keluarga Republik Rakyemberikan
perlindungan hukum terhadap kepentingan anak-anakpun hukum
keluarga Republik Rakyat China melihat hubunga@arananak dan orang
tua dari sudut pandang yang lebih "dingin” atawni®i. Bagi peraturan
hukum keluarga Republik Rakyat China, hubunganranémak dengan
orang tua tidak lebih daripada hubungan timbalkbaWiang berpikir
bahwa besarnya usaha dan tenaga yang dikerahkaro@eg tua untuk
mendidik, memelihara, dan membesarkan anak akaskibat menjadi
suatu imbalan yang sama besarnya buat orang tuandinmanak
berkewajiban untuk melakukannya. Bagi anak kewajinatuk menafkahi
orang tuanya yang membesarkannya tersebut jugsasetai kewajiban-
kewajiab yang telah mereka lakukan untuk memenudk-Haknya
tersebut. Jadi pelaksanaan tanggung jawab kedwdn Ipghak tersebut,
baik dari anak maupun dari orang tua adalah didasadari prinsip
imbalan dan utang budi. Berbeda dengan pandangamersal antara
hubungan antara orang tua dengan anak yang dddratsudut pandang
religius dan romantis, yang melihat hubungan anekgdn orang tua
adalah hubungan sakral yang melampaui darh damglagfeskipun
demikian, peraturan hukum keluarga Republik Rakgaina mampu
untuk melindungi kepentingan anak dengan menjaganyad hubungan
keperdataan antara anak dengan orang tuanya. Dredhmmi, peraturan
tersebut juga berhasil untuk melindungi kepentingayak luar kawin
dengan menjamin adanya hubungan antara anak luan kiengan orang

tuanya, baik ayah maupun ibu.

Hubungan keperdataan anak luar kawin dengamgotaanya
menjamin tetap terpenuhinya kebutuhan anak luairkésvsebut sampai
dengan anak luar kawin tersebut mencapai usia @evdazana ia telah
mandiri dan dapat menghidupi dirinya sendiri. Hulpam keperdataan
antara anak luar kawin dengan orang tuanya tersebnfadikan anak luar
kawin berhak untuk tampil sebagai ahli waris dadang tuanya, apabila
salah satu dari mereka tampil sebagai pewaris.tBguila juga dengan
orang tua dari anak luar kawin tersebut, yang ntaraak untuk tampil

Universitas Indonesia
Perbandingan hukum..., Nicholas Surya Penn, Program Magister Kenotariatan, 2012



78

sebagai ahli waris dari anak luar kawinnya yangpiisebagai pewaris.
Meskipun tidak dapat disimpulkan bahwa anak luavikaermasuk dalam

kategori anak sah.anak luar kawin memiliki hubunkgperdataan.

Konteks anak luar kawin dalam peraturan hukueludga
Republik Rakyat China pada dasarnya tidak berbestmah pengertian
anak luar kawin pada umumnya. Yang menjadi perbegaagertian anak
luar kawin yang ditekankan dalam Hukum Perkawinapu®lik Rakyat
China adalah anak luar kawin adalah anak dari hafilngan badan dari
seorang pria dan wanita yang akan melangsungk&aweran. Jadi anak
luar kawin tersebut bukanlah anak dari hasil hubangang dilarang
menurut peraturan hukum keluarga di negara Repudikyat Chin&.
Perbedaan pengertian yang pada Hukum PerkawinanbReRakyat
China dipersempit istilah dari anak luar kawin ééngt adalah guna untuk
mencegah terjadinya kelahiran anak yang bukanhddmingan yang sehat,
seperti kelahiran anak sumbang dari hubungan iddeskipun tradisi dan
adat masyarakat Tiong Hoa tidak menekankan pentagtatus anak,
tetap diperlukan adanya suatu aturan hukum, yaitkubkh Perkawinan
Republik Rakyat China sebagai norma hukum yang tdapamastikan
agar nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan harugpteterjaga. Dengan
demikian pengaturan mengenai anak luar kawin daldian terbatas saja
yang mendapatkan perlakuan khusus menurut keterdatm Hukum
Perkawinan Republik Rakyat China 1981, yaitu dajssal-25nya yang
memberikan perlindungan hak-hak anak-anak luar ikawang mana
dapat menikmati hak-hak sama yang dinikmati oledkaanak sah.

8 Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan darbpefsagian kebudayaan di Kedutaan Besar
Republik Rakyat China di Jakarta, Mr. Yang, pada &anin, 16 April 2012, pukul 14.30 WIB
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4.2 Pembuktian Asal-Usul Anak Luar Kawin

421 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, Serta Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 46/PUU-V111/2010 di Indonesia

Pembuktian mengenai asal-usul anak luar kawanmurut hukum
keluarga di Indonesia adalah pada bukti-bukti tisrtatentil¥?. Karena
sifatnya yang dibuat oleh pejabat yang berwenargand hal ini
merupakan pelaksanaan dari fungsi publik negaraadeepnasyarakat,
maka apa yang tertulis dalam bukti tertulis tersefulalah benar adanya.
Bukti tertulis tersebut adalah akta kelahiran ydiogkukan dalam register
Kantor Catatan Sipil (Pasal 261 ayat (1) Kitab Umgd@&/ndang Hukum
Perdata). Sebagaimana anak luar kawin menurut hukelmarga di
Indonesia hanya memiliki hubungan keperdataan denbanya saja
(Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan), nyakg terbukti dari
asal-usul anak luar kawin tersebut dalam pembukéenlis yang otentik
adalah ibu dari anak luar kawin tersebut. Pembuoktengenai terhadap
asal-usul dari anak luar kawin tersebut, yang didalam Kitab undang-
Undang Hukum Perdata, menentukan bahwa menyelgidpa yang
menjadi ayah dari anak luar kawin tersebut merupdia yang terlarang
(Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Perdatd)amun penyelidikan
mengenai ibu dari anak luar kawin tersebut merupakal yang
diperbolehkan (Pasal 288 Kitab Undang-ndang Hukurerddta).
Diperbolehkannya untuk penyelidikan ibu dari anaérlkawin tersebut
adalah karena kedekatan hubungan antara anakdwam kersebut dengan
ibunya tersebut, yang mana merupakan orang yanghinen anak luar
kawin tersebut. Kedekatan dari hubungan ini yangjattkan adanya
perubahan mengenai pengaturan hubungan keperdatainluar kawin
dengan ibunya dan keluarga ibunya dalam Undang-tunderkawinan,
yaitu pada pasal 43-nya dimana hubungan keperdaai@na anak luar
kawin dengan ibunya beserta keluarga ibunya teldd t@npa harus

82 3.SatrioOp. Cit, HIm.84.
8 bid., HIm. 145
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dilakukan suatu tindakan prosedural seperti perggakang diatur dalam
Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ayah dari anak luar kawin tersebut tidak mekniBuatu beban
untuk memberikan pembuktian bahwa dirinya adalahajari anak luar
kawin tersebut. Pada faktanya, kedudukan ayah lgggi daripada ibu
karena dalam aturan hukm keluarga yang diatur noerCitab Undang-
Undang Hukum Perdata. Hal ini dibuktikan bahwa aydhpat
mengingkari keabsahan seorang anak, yang mana ahkamphaknya
sebagaimana ternyata dalam Pasal 251, 252, 253 5hKitab Undang-
Undang Hukum Perdata. Alasan-alasan untuk menging&absahan dari
anak tersebut adalah bahwa anak tersebut merupalednhasil hubungan
badan dengan orang lain yang tidak diketahui oledms#/ayah. Undang-
Undang Perkawinan juga mengatur mengenai penyaaylsaalami/ ayah
terhadap anaknya atas dasar anak tersebut merupaledn hasil dari

perzinahan dengan Pasal 44 ayat (1)-nya.

Pembuktian mengenai ayah dari anak luar kaetisebut adalah
terlarang, namun bukan berarti bahwa anak luar rkdidak dapat untuk
memiliki ayah. Anak luar kawin mendapatkan kesemupaintuk memiliki
ayah dan hubungan keperdataan dengan ayahnya desigapengakuan.
Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, amakkiawin tidak
memiliki hubungan keperdataan dengan siapapun jumgk ayah
mamupun dengan ibunya, tanpa adanya tindakan peagakleskipun
dapat dilakukan tindakan penyelidikan mengenarasal anak luar kawin
tersebut terhadap ibunya, namun selama tidak adakan pengakuan dari
ibunya tersebut, maka anak luar kawin tidak memillkubungan
keperdataan dengan ibunya. Dengan adanya Undangrgrierkawinan
(Pasal 43 ayat (1)), hubungan keperdataan ant&rduan kawin dengan
ibu dan keluarga ibunya akan tetap ada.

Pengaturan mengenai pembuktian asal-usul anaknbli
dipertegas dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasahyab (1) dari
Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bajwa penduldsal-usul
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mengenai anak hanya dapat dibuktikan dengan deaildarkelahiran yang
otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang bermgngang mana dalam
hal ini adalah pejabat catatan sipil. Ayat (2) daasal yang sama juga
menyebutkan apabila tidak ada akta kelahiran tatsetapat diadakan
penelitian atau pemeriksaan terhadap bukti-bukiniza. Bukti-bukti lain
yang dimaksud dalam hal ini adalah menyangkut BHukkti lainnya
daripada bukti-bukti tulisan, sebagaimana terngata diatur dalam Pasal
1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mateah bukti
dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pemga#lan sumpabh.
Pembuktian mengenai asal-usul dari anak luar katensebut dapat
berup&*

1. Menikmati hak-hak dalam kedudukannya sebagak duar kawin.
Pasal 261 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pardat
menyebutkan bahwa salah satu bukti mengenai ashlamak sah
adalah bahwa anak sah tersebut menikmati hak-halamda
kedudukannya sebagai anak sah dari orang tuanketabui bahwa
pembuktian tersebut melihat dari hak-hak yang dkberoleh kedua
orang tua kepada anak sah mereka, karena hanya samakang
memiliki hubungan keperdataan dengan kedua oraagy& yang
dapat menikmati hak-haknya sebagai anak sah. Saraenagi anak
luar kawin, yang hanya memiliki hubungan keperdatangan
ibunya saja, yang memiliki hak-hak terpenuh dengamya saja,
namun dengan ayahnya tidak mendapatkan hak-hakentgnp
Berdasarkan Pasal 262, yang menjadi bukti terhagapusul anak
sah dengan ayahnya adalah bahwa anak tersebut umath@n nama
keluarga ayahnya, bahwa ayahnya tersebut membasatlkan
memelihara anak tersebut sebagai anaknya, dan batasgarakat

dan saudara mengakui anak tersebut sebagai anakydanya.

2. Saksi-saksi, apabila bukti tertulis dan bukdinnya mengenai
penikamatan hak-hak tersebut tidak ada. Bukti saksi tidak

8 Wahyono Darmabrat&jukum Perdata: Asas-Asas Hukum Orang dan Keluafdmkarta:
Gitamajaya, 2004), HIm.69
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diperbolehkan apabila ada bukti permulaan tertuisgaan-dugaan
dan pentunjuk-petunjuk yang tidak dapat disangkai Imengenai
kebenaran anak tersebut, sebagaimana ternyata Balsah 264 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata.

Pembuktian mengenai anak luar kawin berarti tidak
mendapatkan hak-hak sebagai anak sah, sebagaintardiléin dengan
apa yang terdapat dalam Pasal 262, 263 dan 264 Kitalang-Undang
Hukum Perdata. Anak luar kawin dalam pencatatanahielnnya
dinyatakan bahwa ia dilahirkan bukan dalam ikatarkawinan yang sah,
yang mana hanya satu pihak saja yang memiliki hgéandengannya,
yaitu ibunya saja. Bahwa anak tersebut menikmdtiHak sebagai anak
namun bukan hak terpenuh sebagai anak sah. Anakkhwin tetap
menikmati hak untuk pemeliharaan dan pendidikan aga&imana
dinyatakan dalam bab 3 dari Undang-Undang PerligdnnAnak. Anak
dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindunfyaak tidak
dinyatakan sebagai anak sah saja, sehingga anakasatinak luar kawin
memiliki hak yang sama untuk dipelihara dan dibemarsesuai dengan
pertumbuhan rohani dan bakatnya. Yang menjadi pegbeterhadap hak-
hak diantara anak luar kawin dengan anak sah tersattalah hak
mengenai bagian warisan yang mana menjadi perbett#tara anak luar

kawin dengan anak sah tersebut.

Pembuktian asal-usul anak memang diatur déladang-Undang
Perkawinan, namun pengaturan tersebut tidak metkaiypembuktian
asal-usul anak dengan siapa, entah ayah ataupubDéogan adanya Pasal
66 Undang-Undang Perkawinan, maka apabila ada draj yidak diatur
dalam Undang-Undang Perkawinan, maka merujuk kendadém Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini, pemaokimengenai
siapa yang menjadi ayah dari anak luar kawin tetepupakan hal yang
terlarang (Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum d&ejd dan
penyelidikan untuk pembuktian mengenai siapakaly yaanjadi ibu dari
anak luar kawin tersebut adalah diperbolehkan (P&& Kitab Undang-
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Undang Hukum Perdata, yang diperkuat dengan P38saat (1) Undang-
Undang Perkawinan).

Pembuktian asal-usul anak luar kawin dalankuhu keluarga
Indonesia mengalami perubahan juga dengan dikelnagia Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang madgkan
perubahan terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Unarigawinan, yang
mana memperbolehkan adanya pembuktian hubungamdetpan antara
anak luar kawin dengan ayahnya diperbolehkan barkias pembuktian
secara ilmiah. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebeinperbolehkan
adanya pembuktian asal-usul anak luar kawin menggmaanya, sehingga
diantara anak luar kawin tersebut dengan ayahnya lkdbungan
keperdataan. Hubungan keperdataan yang dimaksaldhahya hubungan
keperdataan yang muncul dengan pengakuan, sebagaidi@ur dalam
Pasal 280 Kiutab Undang-Undang Hukum Perdata, mielai hubungan
keperdataan antara anak luar kawin dengan ibungakdmarga ibunya.
Dengan demikian, hubungan tersebut dapat membetigdn terpenuh
kepada anak luar kawin, yaitu memiliki hak atasidagvarisan yang sama

dengan bagian warisan milik anak sah.

Pembuktian secara ilmiah yang dimaksud texhagerubahan
Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan itu adalah petaibnukDNA
(Deoksiribo Nucleic Acid). Pembuktian secara ilm@ngan pembuktian
DNA tersebut merupakan pembuktian yang sangat 8Rutéeakuratan
dari pembuktian DNA tersebut diterima secara irdasional dan dapat
digunakan dalam menyelesaikan berbagai kasus hukuidang pidana
maupun di bidang perdata. Pembuktian DNA yang nedap pembuktian
akan adanya hubungan keperdataan antara anak &win kdengan

ayahnya tersebut, sebagaimana ternyata dalam pamubzasal 43 Kitab

% Keakuratan dari pembuktian DNA tersebut adalalyatatinggi yaitu dengan tingkat ketepatan
diatas 99,99%. Ketepatan yang tinggi ini karenaappdmbuktian DNA, yang diteliti adalah
pembuktian pada DNA Inti dan DNA Mitokondria dalamntai DNA seseorang. DNA Inti
membawa kode genetik dari ayah, sementara itu DNtdKdndria membawa kode genetik dari
ibu. Kode genetik yang dibawa pada DNA Inti maupitokondria adalah berbeda susunannya
pada tiap orang, yang kesamaannya hanya terle@d& pang yang memiliki hubungan darah
dengan orang yang rantai DNA-nya diteliti tersebut.
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Undang-Undang Hukum Perdata yang diputuskan beldasaPutusan
Mahkamah Konstitusi, merupakan pemeriksaan pagesiniyaitu untuk

menentukan ayah dari anak luar kawin tersebut.

Dengan diberlakukannya putusan tersebut yarenbenarkan
adanya pembuktian mengenai asal-usul anak luamkeessebut terhadap
ayahnya dalam Undang-Undang Perkawinan, maka tetrgegrtentangan
terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawigramdalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 55 ayat (1) ngptdamdang
Perkawinan menyebutkan bahwa pembuktian asal-usk hanya dapat
dibuktikan dengan akta kelahiran otentik, dan #¥ptmenyebutkan bahwa
apabila tidak dapat dibuktikan dengan akta oterteksebut, maka
pembuktian dengan bukti-bukti lainnya, sebagaimzargy terdapat dalam
Pasal 262, 263, dan 263 Kitab Undang-Undang Hukuerdd®a.
Permasalahannya adalah kedudukan pembuktian DNAamdal
membuktikan asal-usul anak luar kawin di antaralpédian lainnya yang
telah ditentukan sebelum adanya perubahan dengarsdPuMahkamah
Konstitusi. Pembuktian tertinggi tentunya terletpda akta otentik,
karena sifatnya yang dibuat oleh pejabat yang beamg dalam mewakili
negara untuk menjalankan fungsi publik. Namun ddlaihmengenai anak
luar kawin, akta otentik yang dimaksud, yaitu ak&ahiran, tentunya
tidak dapat membantu dalam membuktikan ayah daak donar kawin
tersebut. Pembuktian selain daripada melalui ateati& tersebut, dapat
menggunakan pembuktian DNA. Dibandingkan dengan bp&tran
lainnya, seperti pembuktian terhadap hak-haknyasapgkaan, dugaan
dan saksi, pembuktian DNA tersebut merupakan peti@sukiengan nilai

akurasi yang sangat tinggi.

Permasalahan lain yang muncul dengan pemiukidA tersebut
adalah adanya pertentangan dengan larangan pekagrlidsal usul anak
luar kawin mengenai ayahnya yang diatur dalam P2&aKitab Undang-
Undang Hukum Perdata. Karena tidak diatur dalam adgedJndang

Perkawinan, larangan untuk menyelidiki siapakahhaglari anak luar
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kawin tersebut tetaplah berlaku, sebagaimana t&xngalam Pasal 66
Undang-Undang Perkawinan. Masalah yang timbul &datengan
berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi mengenaibadran Pasal 43
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memberijedir yang
memperbolehkan adanya pembuktian asal-usul anakk&wdn mengenai
ayahnya; timbul pertentangan dengan larangan updulyelidikan asal-
usul anak Iluar kawin mengenai ayahnya. Karena Ugplardang
Perkawinan merupakan pengaturan khusus di bidakgnmukeluarga,
sebagaimana ternyata dalam pasal 66 Undang-Undamk@winan, maka
prinsip Lex Speciali Derogat Legi Generaliktif dalam penyelesaian
permasalahan ini. Dengan demikian, pengaturan dpéesal 43 yang telah
berubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi dapagatesi larangan

penyelidikan asal-usul anak luar kawin mengenahnaya.

Hal yang sama berlaku mengenai tatacara pahge anak.
Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang HuRamdata, anak
luar kawin memiliki kesempatan untuk mendapatkatust sebagai anak
sah, yang mana menyebabkan anak luar kawin terssdiliki hubungan
keperdataan dengan ayah dan ibunya berserta déegizarga ayah dan
ibunya. Pengesahan anak luar kawin dilakukan dengara yang
ditetapkan dalam Pasal 272 Kitab Undang-Undang hukerdata,

sebagai berikut:

1. Terlebih dahulu ada pengakuan anak luar kavém kedua orang
tuanya. Dengan adanya hubungan keperdataan yaagatidecara
langsung antara anak luar kawin dengan ibunya, npekegakuan
hanya dilakukan oleh ayahnya yang mana harus tertithulu harus

mendapat pengakuan dari ibu anak luar kawin tetsebu

2. Setelah adanya pengakuan, diikuti dengan karan antara ayah dan
ibu dari anak luar kawin tersebut. Perkawinan antaang tua anak
luar kawin menyebabkan anak luar kawin tersebut dapatkan
statusnya sebagai anak sah. Hal tersebut merugakasip hukum
adat mengenai lembaga hukum kawin paksa dimana ksamaia
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yang menyebabkan kehamilan seorang wanita, untukkat@ wanita
yang dihamilinya. Lembaga hukum ini berlaku di Strmalan Bali,
dan dilakukan untuk menjaga kehormatan wanita bedsyi yang

dikandungny#.

3. Setelah adanya perkawinan, pengesahan adak amar kawin
tersebut kemudian dicantumkan dalam akta kelahdienn anak luar
kawin yang dicatat oleh pejabat catatan sipil, dimmanak tersebut
kemudian disahkan sebagai anak sah dari pasangarday ibunya.

Pengakuan anak luar kawin tersebut dilakukdimgpéambat pada
pernikahan kedua orang tua dari anak luar kawigetmrt, yang mana
pengakuannya dicantumkan dalam akta pernikahanaketang tua dari
anak luar kawin mereRa Apabila pasangan ayah dan ibu dari anak luar
kawin mereka lalai melakukan pengakuan pada saa aebelum
perkawinan, maka pengesahan juga dapat dilakukamgade surat
pengesahan oleh Presiden, yang diberikan setelalengarkan masukan
dari Mahkamah Agung, sebagaimana ternyata dalamal 3! Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan adanya penulizdsal 43 ayat
(1) Undang-Undang Perkawinan tersebut, yang mamaate adanya
pembuktian DNA yang akurat dapat menjadi dasar kumbemberikan
bukti bahwa di antara anak luar kawin dengan ayatiaysebut terdapat
hubungan keperdataan yang bobotnya sama dengandarbkeperdataan
antara anak luar kawin dengan ibunya dan keludogaya. Nilai dari
hubungan keperdataan yang dimiliki anak luar kadéemgan ibu dan
keluarga ibunya, apabila dimiliki juga diantara laraar kawin tersebut
dengan ayahnya akan menjadikan anak tersebut mientilibungan
keperdataan yang yang sama antara anak sah demgag tuanya.
Hubungan keperdataan yang sedemikian rupa membehi&ia-hak anak
sah terhadap anak luar kawin, yang antara lairahdak untuk memakai
nama keluarga ayahnya, dan hak untuk tampil selzdujawvaris anak sah

8 Soedharyo SoimirHukum Orang dan Keluraga: Perspektif Hukum Perdaasata/ BW,
Hukum Islam, dan Hukum AdgBandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), HIm. 59.
8" Tan Thong KieQp.Cit, HIm. 26
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dari ayahnya. Dengan berlakunya prinsip hukum ydngus mendahului
hukum yang umum diantara Undang-Undang Perkawinan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, maka pembuktian DN#eleit dapat
mendahului prosedur pengesahan anak luar kawirgmddial untuk

mendapatkan hak-hak ataupun kepentingan yang sanga anak sah.

Meskipun perubahan pengaturan mengenai penapukisal-usul
anak luar kawin melalui putusan Mahkamah Konstitoemberikan
dampak besar dalam hukum keluarga di Indonesiabpktian ilmiah
melalui pemeriksaan DNA tersebut merupakan tindaksedis, yang
dilakukan oleh profesional yang berkecimpung dal@dang medis dan
berwenang untuk melakukan pemeriksaan tersebuhgaebana ternyata
dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentangktéka
Kedokteran, yaitu dokter ahli forensik. Dengan deam, pembuktian
DNA tersebut merupakan tindakan kedokteran yandukirdengan kode
etik medis. Belum lagi dalam persyaratan legal ibDKA dapat dijadikan
alat bukti adalah bahwa alat bukti tersebut dila@kulsecara prosedural
yang benar, yang mana harus memenuhi persyaratayapatan sebagai
berikuf®:

1. Adanya persetujuan dari pihak yang dimintalsampelnya untuk
diperiksa secara tegas dan tertuindofmed conseit yang dalam hal

ini adalah ayah dari anak luar kawin tersebut.

2. Yang meminta untuk dilakukannya pemeriksaasetrut adalah orang
yang memiliki kepentingan terhadapnya, yang dalamri adalah ibu

dari anak luar kawin, dan anak luar kawin itu sandi

3. Yang melakukan pemeriksaan adalah orang yaemiliki keahlian
dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan yangakdim

(Undang-Undang Praktek Kedokteran).

8 Djaja S. Atmadja, Peranan Pemeriksaan DNA dalam Pembuktian Kasusiitas (Ragu
Ayah)” makalah disampaikan dalam Seminar dan Diskosah “Implikasi Putusan Mahkamah
Konstitusi Tentang Anak Luar Kawin Terhadap Hukuendata dan Hukum Waris di Indonesia:
Tinjauan Akademis dan Praktek”, diselenggarakah 8i8.co ADVOCATES, di Jakarta, 29 Maret
2012, Him. 3.
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Perlu diketahui juga bahwa tes keayahan (pemdnukpaternitas) harus
dilakukan oleh instansi pemerintah, dalam hal iehdaboratorium ilmu
kedokteran kehakiman, RSUD Dr. Soetomo, dan tidd&Hboleh instansi

swasta atau ahli forensik prib&di

Dengan demikian, bukti DNA tersebut dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum di depan pdagadiasalahnya
adalah bahwa beban pembuktian mengenai adanya drutleperdataan
antara anak luar kawin dengan ayahnya tidak térigaala ayah dari anak
luar kawin tersebut, melainkan terletak pada yamgnimta dilakukannya
pemeriksaan tersebut karena didalilkan adanya lgasurkeperdataan
tersebut. Ayah memiliki hak untuk menolak membearikampelnya untuk
diperiksd®, dan dokter yang melakukan pemeriksaan tersethak tlapat
untuk memaksakan ayah dari anak luar kawin tersefut memberikan
sampelnya, mengingat bahwa keabsahan sampel DN#gaehlat bukti
terletak bahwa pemberian sampel tersebut diberdengan persetujuan

dari yang diperiksa, yang mana dalam hal ini adajath.

Pembuktian DNA meskipun memiliki nilai ketepatgang tinggi,
memiliki kendala-kendala yang menjadikan pembukts@atara ilmiah

tersebut kurang dapat digunakan. Kendala-kendalg g@nadapi adalah:
1. Kurangnya pakar di bidang DNA forensik.

2. Biaya pemeriksaan yang relatif mahal, karenameriksaan

menggunakan barang-barang yang biayanya cukup mahal

3. Kurangnya dukungan pemerintah dalam memfasilit sarana

pemeriksaan DNA yang memadai.

4. Pemeriksaan DNA merupakan hal yang asing dianmaasyarakat

awam, sehingga kurang populer di dalam masyarakaendiri.

8 Njowito Hamdani)imu Kedokteran Kehakimaidisi Kedua, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama, 1992), Him. 99
®“ Djaja S. Atmadjal.oc. Cit, HIm. 6.
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Dengan demikian, penggunaan metode pembuktian BeExgebut belum
dapat digunakan secara sepenuhnya dalam masyarakagenai

pembuktian asal-usul anak luar kawin, meskipuni kiddepatannya yang
tinggi. Dengan demikian, penggunaan pembuktianasal sesuai dengan
pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdatsihlah

berlaku, yang juga menyebabkan prinsip hukum pardbatrat tentang
larangan penyelidikan ayah dari anak luar kawirsdieat juga tetap

berlaku.
4.2.2 Menurut Women’s CharteNo. 18/1961 di Singapura

Pengaturan mengenai pembuktian asal-usul aoak kawin
mempengaruhi status anak sah pada anak luar kassebut. Untuk
mendapatkan status sebagai anak sah, orang tueamkki luar kawin
tersebut harus terikat dalam ikatan perkawinann@taa dari anak luar
kawin tersebut haruslah orang tua yang membenilakek luar kawin
tersebut. Dengan demikian, pembuktian mengenai ak&ép yang
merupakan orang tua yang membenihkan anak luar nkaesisebut
memiliki peranan penting untuk menjadikan anak lkawin tersebut
menjadi anak sah dari kedua orang tuanya. PemiuRi@ngenai orang
tua yang membenihkan anak luar kawin tersebut thepgmbuktian
mengenai ibu dan ayah dari anak luar kawin. Pendoukbu anak luar
kawin merupakan hal yang relatif mudah karena@setbut adalah wanita
yang melahirkan anak luar kawin tersebut, yang naag@at dibuktikan
dengan siapakah yang membantunya untuk melahinkaknga. Apabila
kelahiran tersebut merupakan kelahiran medis, nm&agenai ibu dari
anak luar kawin tersebut dapat dibuktikan dengdat@a kelahiran yang
dilakukan oleh dokter dan perawat yang membantahiein tersebdt.
Yang menjadi permasalahan adalah pembuktian mengmpakah ayah

dari anak luar kawin tersebut.

%1 Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan oletbpejnsulat Singapura di Pekan Baru, Mr.
Gavin Chay, pada hari Selasa, 8 Mei 2012, padal ditkQ0 WIB.
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Pembuktian mengenai ayah dari anak luar kaefsebut diatur
berdasarkan peraturan pembuktian di Singapuray iEaidence ActPada
dasarnya pasal 114 dari peraturan pembuktian Simgamenyatakan
bahwa pembuktian mengenai asal-usul dari anak #alktkan salah
satunya dengan akta pernikahan dari kedua orangdamaanak sah
tersebut yang di dalamnya menyatakan secara tertaina dari ayah dan
ibu dari anak sah tersebut. Selain daripada itabiégpdalam jangka waktu
280 (dua ratus delapan puluh) hari setelah putupeykawinan tersebut,
lahir anak dari ibu tersebut, yang mana masih betoemikah dengan
siapapun juga, maka fakta tersebut menunjukkan &abwak yang
dilahirkan tersebut merupakan anak sah dari ayatyaya mantan suami
dari ibunya tersebut. Namun, mantan suami dariyilautapat menyangkal
anak tersebut sebagai anak sahnya dengan membuk@ava diantara
mereka (ayah dan ibu) tidak ada hubungan badan wagnyebabkan
dibuahinya anak tersebut. Putusnya perkawinan ydngksud adalah
putus karena perceraian, kematian, ataupun perabhatsrkawinan itu
sendiri. Mengenai tidak adanya hubungan badan ktetséal tersebut
dikecualikan terhadap kelahiran anak yang tidaknelh (pembuahan dan
kelahiran yang dibantu), seperti bayi tabung. Maski kelahiran anak
tersebut tidak dibuahkan dengan hubungan badaraayah dan ibunya,
anak tersebut tetap dapat menjadi anak sah dahi dga ibunya, yang
mana dapat dibuktikan secara ilmiah, yaitu pembuktipaternitas
berdasarkan DNA.

Pembuktian mengenai anak Iluar kawin berdasarldta
kelahirannya tentu tidak dapat membuktikan siapayyaenjadi ayah dari
anak luar kawin tersebut, karena kelahiran anakKawin adalah di luar
dari perkawinan yang sah. Jadi tidak ada hubungakawinan antara
ayah dan ibu dari anak luar kawin tersebut pada didhirkannya anak
luar kawin. Pembuktian anak sah yang diberikan mdalpasal 114
Evidence Acjuga tidak membantu karena pembuktian terhadapuash
anak tersebut adalah bagi anak yang dilahirkanndgdarkawinan atau
setelah hubungan perkawinan itu berakhir. Semertansep dari anak
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luar kawin adalah anak yang didapat sebelum huburmgakawinan
terjadi. Akibatnya, menjadi hal yang mustahil bagiak luar kawin

tersebut untuk mengetahui siapa ayahnya tersebut.

Hukum keluarga Singapura memberikan kesemphtay anak
luar kawin untuk memiliki ayahnya, yang mana adaldengan
berdasarkan Pasal 52 d&vidence Actmenyatakan bahwa pembuktian
mengenai ayah dari anak dapat menggunakan kesaksiagenai adanya
hubungan antara seseorang pria dengan anaknya. |daakawin tetap
memiliki hak untuk dibesarkan dan dipelihara olerang tuanya,
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 68Warnen’s CharterSelain itu,
dapat pula dilakukan persangkaan-persangkaan efdifikat perkawinan
yang mana adalah mengenai nama dari anak luar kavgabut, dimana
apabila menggunakan nama dari keluarga ayahnyat ddgtahui bahwa
asal-usul dari anak luar kawin mengenai ayahnymaBakan nama ayah
secara sukarela ke dalam sertifikat kelahiran aaak luar kawin tersebut
juga diperbolehkan, sebagaimana ternyata dalam B@davidence Act
yang mana dengan pemasukan tersebut berarti mesyatli bukti yang
sah mengenai fakta yang terjadi, yang dalam hahemegaskan mengenai
ayah dari anak luar kawin tersebut. Pengaturan lkdemimenunjukkan
bahwa pembuktian asal-usul dari anak, yang dalam iraadalah
berdasarkan pembuktian dari bukti-bukti tertulisyutama bukti-bukti
tertulis yang memilki kekuatan hukum, sama halngagan bukti-bukti

tertulis otentik.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, aplikdari
pertumbuhan ilmiah tersebut dapat digunakan uné&miuktian mengenai
asal-usul anak luar kawin tersebut. Pembuktian ydgiggnakan tersebut
adalah pembuktian DNA, dengan alasan bahwa penamukiNA tersebut
memiliki nilai ketepatan yang sangat tinggi. Penttark dengan DNA
tidak memiliki suatu tempat dalam aturan hukum &eda di Singapura,
namun diaplikasikan untuk mendapatkan bukti mengeasal-usul dari

anak luar kawin tersebut. Pembuktian DNA untuk pektibn asal-usul
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anak luar kawin mengenai ayahnya dapat dipaksakalalum kekuatan
pengadilan. Pengadilan memiliki kewenangan untukneretahkan untuk
dilakukannya pemeriksaaan medis, termasuk di dafanpemeriksaan
DNA tersebut. Berbeda dengan pengaturan pembuktidA yang telah
diatur dalam kebanyakan Nega@ommon Law contohnya Inggris,
sebagaimana ternyata di dalam aturan hukum kelogagaaitu English
Family Law Reform Acil969, yang dengan amandemennya pada tahun
1987 memberikan kekuasaan penuh untuk dilakukarpgmeriksaan
DNA dalam menentukan hubungan orang tua dengamgaalSingapura
tidak mengatur mengenai pembuktian DNA tersebusKkifein demikian,
pembuktian DNA dapat diterima dalam pengadilan gablukti terhadap
asal-usul anak, yang dalam hal ini menentukan dgahanak luar kawin
tersebut. Diterimnaya selain daripada tingkat akudari pembuktian
DNA yang sangat tinggi, hal tersebut juga ditetapkimlam Adendum
pertama dari Judicature Act mengenai kewenangan lainnya dari
pengadilan tinggi di dalam Mahkamah Agung. Adenduemsebut
menyatakan bahwa pengadilan tinggi dapat memekatalpemeriksaan
medis terhadap seseorang yang terkait dalam pdagadimana fakta
mengenai keadaan kesehatan fisik dan mental dagosmng tersebut
berkaitan dengan kasus dalam pengadilan yng mdimyadi Keabsahan
dari bukti DNA diterima pula juga dalankEvidence Act karena
pembuktian medis tersebut memiliki sifat yang tidakrpihak dan
merupakan pembuktian empiri yang melihat dari kabem yang telah ada
dalam sampel atau specimen yang diperiksa. Dengamikihn,
pemeriksaan DNA tersebut merupakan pembuktian cekgkatan yang
tidak diragukan lagi dan pembuktian yang sedemikigma diperlukan
untuk menetukan asal-usul anak luar kawin mengayahnya. Sehingga
pemeriksaan tersebut dapat dipaksakan oleh peaga&émbuktian DNA
tersebut juga harus dilakukan memenuhi persyardtarana ia harus
dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan daahkan untuk
melakukannya, yaitu ahli forensik DNA. Prosedusédut juga dilakukan

di laboratorium yang diakui secara sah, dan biasatijakukan atas
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adanya permintaan sukarela dari pihak-pihaknya laena ada putusan
dari pengadilan. Mengenai dokter forensic yang kudan pemeriksaan
tersebut, ia harus terdaftar dalam laboratoriungyadiakui tersebut. Dan
juga mengenai labotratorium tempat prosedur pendouktDNA
dilaksanakan, harus terlebih dahulu diakui oleh Ifi@ternational
Organization for Standardization Di Inggirs dan Wales, pembuktian

DNA harus dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagaikut®?

1. Specimen atau sampel diambil dari yang betsgag untuk diperoleh

korelasinya, yaitu ayah, ibu dan anak.

2. Pengambilan specimen atau sampel diketahui pla pihak dan

kuasa hukum mereka.

3. Adanya pernyataan persetujuan oleh para pitsé&m pengambilan
specimen dan sampel tersebut.

Meskipun pembuktian tersebut dilakukan atasingsr dari
pengadilan, yang diperiksa, dalam hal ini adalamgydidalilkan sebagai
ayah dari anak luar kawin tersebut, dapat menolatkiku memberikan
sampel untuk diperiksa kecocokannya dengan pendmukINA terhadap
anak luar kawin. Namun hal demikian, yaitu ketidakienn dari yang
didalilkan sebagai ayah untuk menyerahkan sampektdmenjadikan hal
tersebut bukti yang meyakinkan hakim dalam pengagibahwa yang
didalilkan adalah ayah biologis dari anak luar kawersebut. Hal ini
diatur dalam Pasal 116 d&vidence Actyang menyatakan bahwa hakim
dalam pengadilan dapat yakin atas fakta yang tergm$uai yang
didalilkan apabila pihak yang seharusnya menyanghkalg didalilkan
tersebut tidak menghadirkan fakta (yang seharusig@at dihadirkan
olehnya), karena mengatahui bahwa fakta yang dikeathya tersebut
akan tidak menguntungkan dirinya dalam pengadilngan demikian,
beban pembuktian pada ayah dalam pembuktian agbénak luar kawin

mmemang tidak terdapat pada ayah. Namun hal terdapat dipaksakan

%2 J.K. MasonForensic Medicine For Lawyer¢Great Britain: Butterworths, 1988), Him. 183
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oleh pengadilan, dan penolakannya terhadap diladaykea pembuktian
tersebut akan menjadi kerugian baginya.

4.2.3 Menurut Hukum Perkawinan Republik Rakyat China Tahun
1981

Hukum perkawinan Republik Rakyat China meskipoengatur
bahwa anak luar kawin memiliki hak-hak yang samagde anak-anak
sah, tanpa adanya diskriminasi terhadap anak laainktersebut, tidak
mengatur mengenai pembuktian asal-usul anak luaink&ada dasarnya
untuk menentukan asal-usul dari anak luar kawirsetaut adalah
dibuktikan dengan akta kelahiran otentik mengenaakaluar kawin
tersebut. Akta kelahiran pada umumnya memiliki nataa anak beserta
dengan nama orang tuanya. Meskipun setiap anaks hmamiliki hak
untuk mendapatkan nama keluarga dari ayahnya maupunya,
sebagaimana ternyata dalam Pasal 22 Hukum PerkawiRepublik
Rakyat China 1981, bagi anak luar kawin, terdagahwngkinan bahwa
nama ayahnya tidak tercantum dalam akta kelahieaday nama keluarga
ayahnya tidak tercantum dalam nama anak luar kasvsebut. Namun,
anak luar kawin tersebut dapat mengetahui mengayanya dengan
berbagai cara. Cara-cara yang diakui dalam hukulmakga mengenai
orang tua dari anak luar kawin dan anak luar kanemeka adalah sebagai
berikuf®:

1. Adanya pengakuan oleh orang tuanya, dimamé&wkbn dengan cara
pengumuman anak luar kawin sebagai anak dari kedasg tuanya
yang mengakuinya tersebut. Pengumuman tersebWtukda dalam

surat kabar.

2. Adanya pengakuan yang dilakukan secara niptdinana orang tua
dari anak luar kawin tersebut menghadap kepadarisotantuk
membuat akta pengakuan anak luar kawin tersebuhgaebanak

mereka.

% Berdasarkan hasil diskusi dengan Prof. Zhang Gudai Hua Qiao University, pada hari
Sabtu, 12 Mei 2012, pukul 17.00 WIB.
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Pengakuan yang dilakukan secara pengumuman mawgengan
dinyatakan dalam suatu akta otentik merupakan prdagim yang
dilakukan di dalam masyarakat Republik Rakyat Chidengan demikian,
anak luar kawin tersebut dapat mengetahui asal-osngenai orang
tuanya, yang mana dilakukan oleh orang tuanya asesakarela demi

kepentingan anak luar kawin itu sendiri.

Hal ini tidak menutup mengenai adanya keragaypah (masalah
paternitas) dari anak luar kawin tersebut. Meneaal-usul anak luar
kawin mengenai ibunya bukanlah suatu masalah kanena@a ibu dari
anak luar kawin selalu tercantum dalam catatan snedingenai wanita
yang melahirkan anak, dan juga dalam akta kelahar@ak luar kawin
tersebut. Masalah yang sama mengenai anak luankaaalah keraguan
mengenai ayah dari anak luar kawin tersebut. Dergakembangnya
iimu pengetahuan dan teknologi, ditemukannya ilnauubyang dapat
membantu mengenai masalah keraguan ayah dari arak kiawin.
Pembuktian secara ilmiah yang modern tersebut guktiouktian DNA.
Pembuktian DNA cukup populer di banyak negara mdjarena
pembuktian tersebut memiliki nilai keakuratan yasgngat tinggi,
sehingga tidak dapat diragukan lagi kebenaranngpuBlik Rakyat China
juga mengimplementasi teknologi yang sama dalanangdhukumnya,
yang untuk dalam hal ini di bidang hukum keluarBambuktian DNA
diterima dalam sistem hukum keluarga di RepublilkkyR&a China untuk
pembuktian asal-usul anak luar kawin. Namun pemankDNA yang
sedemikian rupa hanya dapat dilakukan apabila galeutan permohonan
atau gugatan mengenai seorang lelaki yang didalilgeh anak luar
kawin (yang biasanya didampingi dan diwakili olblinya) sebagai ayah
dari anak luar kawin tersebut. Dengan adanya peomanhn yang
sedemikian rupa, barulah pembuktian DNA tersebpatdilakukan.

Pembuktian DNA tersebut harus dilakukan sedaagan prosedur
yang berlaku. Pembuktian tersebut harus dilakukbeh @rang yang

memiliki keahlia dan kewenangan dalam bidang fakenkhususnya
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forensik DNA. Orang tersebut juga harus terdaftalawch laboratorium,
yang diakui olehinternational Organization of StandardizatiofiSO).
Karena sifat dari hubungan orang tua dan anak ddélakum keluarga
Republik Rakyat China adalah hubungan yang akaalusedda dari
lahirnya anak tersebut sampai dengan meninggalngk dan/atau orang
tua tersebut juga. Dengan demikian, Hukum PerkawRepublik Rakyat
China mengatur dengan tidak memberikan suatu grlahagar tidak ada
anak yang kepentingan atau kesejahteraannya dédtan atau disakiti.
Oleh karena itu Hukum Perkawinan Republik Rakyanh&lmengatur agar
menjadi pertanggung jawaban bagi orang tua untukndwngi dan
memenuhi kepentingan dan kebutuhan anak, tanpaansliatus dari anak
tersebut, sebagaimana ternyata dalam Pasal 25uparaperkawinan
Republik Rakyat China. Perlindungan dan pemenuretbutkihan anak
tersebut menjadi tanggungan bersama dari ayah loamya. Dengan
demikian, menjadi suatu hal yang harus diperhatidah hukum bahwa
seorang anak luar kawin harus mendapatkan perlgatudan pemenuhan
hak bukan saja dari ibunya melainkan juga dari ayah Atas dasar
pertimbangan tersebut, pemeriksaan DNA dapat dikaku

4.3 Perlindungan Hak-Hak Anak Luar Kawin

4.3.1 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, serta Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 46/PUU-VI11/2010 di Indonesia

Anak, tanpa memperhatikan statusnya, memilikk-tingk yang
mana menjadi tanggung jawab bagi orang tuanya utipgnuhi. Dalam
Undang-Undang Perlindungan Anak, yang disebutkbagas anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belash,tédrmasuk anak
yang masih dalam kandungan. Anak, sebagaimana dudakalam Pasal
1 angka 1 dari Undang-Undang Perlindungan Analebers dan berbeda
dengan pembedaan mengenai anak dalam Kitab Undadgrd Hukum
Perdata dan Undang-Undang Perkawinan, mendapatdahaknya dari
kedua orang tuanya tanpa membeda-bedakan statusrdd tersebut.
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Dengan demikian, anak luar kawin memiliki hak untibelihara dan
dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Orang tua ateak luar kawin,
secara hukum terutama dalam Undang-Undang PerlgaaunAnak,
memiliki tanggung jawab terhadap anak luar kawinnyapa melihat
hubungan keperdataan antara anak luar kawin teérdebgan mereka. Hal
ini dikarenakan orang tua yang bertanggung jawakamwsebatas pada
orang tua yang memiliki hubungan keperdataan sagainkan sebagai
mana ternyata dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Unéamighdungan
Anak, yang mana meliputi ayah dan/atau ibu kandatey) ayah dan/atau

ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Sebelum adanya Undang-Undang perlindungan arkétab
Undang-Undang Hukum Perdata menentukan mengenairbaga hak-
hak anak dipenuhi. Berdasarkan Kitab Undang-Unddugum Perdata,
hak-hak anak tergantung dari status anak ters&tatus anak tersebut
tergantung dari status hubungan dari orang tuafwyak dari perkawinan
yang sah, mendapatkan hak-hak sebagai anak sahmama meliputi:

1. Hak untuk memperoleh suami dari ibu sebagainaya.

2. Hak untuk mendapatkan bagian warisan sebddaaris anak sah

dari ayah maupun ibunya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatacara luas
mengenai hak-hak anak. Hal tersebut berubah deddmarlakukannya
Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinsngatur
mengenai hak-hak yang dimiliki oleh anak, yaituadalBab 10 (sepuluh)
dari undang-undang tersebut, yang mengenai hakkdamjiban antara
orang tua dan anak. Anak berhak untuk pemelihadzeinkedua orang
tuanya, sebagaimana ternyata dalam Pasal 45 dadiarigrUndang
Perkawinan. Pasal tersebut dalam Undang-Undanga®ar&n tidak
menyebutkan siapakah anak tersebut. Namun, kardatnya yang
merupakan pengaturan khusus dari Kitab Undang-Unpdatukum

Perdata, dan juga sebagaimana ternyata dalam &&asahdang-Undang
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Perkawinan, serta bahwa Undang-undang Perkawinga juengenal
perbedaan kedudukan anak, maka anak yang mendapatilparaan dari
kedua orang tuanya, sebagai mana disebutkan dadeiad g5 tersebut
adalah anak sah, yang memiliki hubungan keperdadeagan ibu dan
ayahnya. Selain daripada hak untuk mendapatkan lpemsan dan
pendidikan dari orang tuanya, anak-anak sah jugalapatkan:

1. Hak untuk mendapatkan perwakilan dari orarzgya (terhadap anak
yang masih di bawah umur) untuk melakukan perbubtkum, baik

di dalam maupun di luar pengadilan.

2. Hak untuk mendapatkan perlindungan atas bavsarang milik anak
tersebut dari orang tuanya, yang mana dapat dikkaoaapabila

kepentingan dari anak tersebut menghendakinya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindunganak,
hak-hak anak menjadi lebih jelas. Undang-Undandirféieingan Anak

mengatur bahwa yang menjadi hak bagi anak-analkladal

1. Hak atas hidup, tumbuh, berkembang dan beésgesi yang sesuai

dengan harkat dan martabat manusia.
2. Hak atas identitas dan kewarganegaraan.

3. Hak untuk beribadah, berpikir dan berekspsesiuai dengan tingkat

kecerdasannya.

4. Hak untuk mengetahui orang tuanya dan diadah orang tuanya

sendiri.

5. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatanasaimgn sosial sesuai

dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, danaosi

6. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajadeam rangka
pengembangan pribadinya dan tinkat kecerdasannyaaiselengan

minat dan bakatnya.
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7. Hak untuk menyatakan dan didengat pendapassma menerima,
mencari, dan memberikan informasi sesuai dengankattin
kecerdasannya, demi pengembangan dirinya yangisgsugan nilai-

nilai kesusilaan dan kepatutan.
8. Hak untuk beristirahat dan berekreasi.

9. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskvasi, kekejaman,

eksploitasi, ketidakadilan dan lain-lainnya.

10. Hak untuk memperoleh perlindungan dari petglnaan dalam
kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersankerusuhan sosial,

peperangan dan unsur kekerasan.

11. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang bertbedgan orang dewasa
dalam pengadilan, mendapatkan bantuan hukum danpereteh

keadilan dalam sidang tertutup di pengadilan anak.

Anak yang dimaksud dengan Undang-Undang PerligaluriAnak Pasal 1
angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 1&pétebelas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undadgsidn
Perlindungan Anak memberikan penjelasan yang léethil megenai apa
yang menjadi hak-hak bagi anak, yang mana harusldilgi oleh negara

dan orang tua.

Dalam hal anak luar kawin, yang menjadi hak-Hzginya
merupakan hal-hal yang terbatas. Kitab Undang-Ugddnkum Perdata
mengatur mengenai hubungan orang tua dengan amakkdwvin, yang
mana tidak ada hubungan tersebut dengan orangasamya sekali, baik
dengan ayahnya maupun dengan ibunya. Satu-sataiayabagi anak luar
kawin untuk mendapatkan hubungan keperdataan deogary tuanya
adalah dengan jalan pengakuan sebagaimana terdsksten Pasal 280
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hubungan kepesdaantara
anak luar kawin dengan orang tuanya tidak sama aterfgibungan

keperdataan antara anak sah dengan orang tuankaehaWdaanak luar
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kawin, sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang HuRendata adalah
mengenai hak waris dari anak luar kawin. Hak wdas anak luar kawin
adalah terbatas apabila ia mewaris bersama-sangamemli waris anak-
anak sah, sebagaimana ternyata dalam Pasal 868 Witdang-Undang
Hukum Perdata. Meskipun anak luar kawin dianggdpaga anak luar
kawin sebagai ahli waris yang memiliki bagian mkit{ahli waris yang
memiliki bagian mutlak adalah ahli waris dalam gahirus ke atas
maupun ke bawah dari pewaris), bagian mutlaknysebert juga tidak
sebesar dari bagian anak luar kawin, sebagaimangata dalam Pasal
916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini lobddkan karena
hubungan keperdataan antara anak luar kawin yaalgiiddengan orang
tua yang mengakuinya, dibandingkan dengan huburggrerdataan
antara anak sah dengan orang tuanya berbeda dgedjat

Undang-Undang Perkawinan menjelaskan mengetkaatas anak,
yang mana tetap berhubungan dengan hubungan kegserdang dimiliki
oleh anak tersebut dengan orang tuanya. Perbedmaerygan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata adalah mengenai hubuegserdataan
anak luar kawin tidak lagi hanya mengatur bahwe dnar kawin tidak
memiliki  hubungan keperdataan dengan siapapun taapanya
pengakuan. Namun, anak luar kawin telah memililkiungan keperdataan
dengan ibunya dan keluarga ibunya dengan sendjrisghagaimana
ternyata dalam pasal 43 Undang-Undang Perkawinarhatlap ayahnya,
masih diperlukan tindakan hukum pengakuan agar dnak kawin
tersebut memiliki hubungan keperdataannya, namdwarbgebagai anak
sah, melainkan anak luar kawin yang diakui. Pengakygang dilakukan
ayah terhadap anak luar kawinnya masih memerlukesepujuan dari ibu
dari anak luar kawin tersebut. Oleh karena anak k#avin memiliki
hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibisianya memiliki

hak waris terhadap ibunya, apabila tidak ada permyaldari ayahnya

% R. Soetojo Prawirohamidjoj®luralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di
Indonesia (Surabaya: Penerbit Universitas Airlangga, 198&). 103.
% H. Riduan SyahranQp. Cit, Him. 93.

Universitas Indonesia
Perbandingan hukum..., Nicholas Surya Penn, Program Magister Kenotariatan, 2012



101

Masalah mengenai ada atau tidaknya hubungan kepardaersebut
menitikberatkan siapa yang harus bertanggung jala&m membesarkan
dan memelihara anak luar kawin tersebut. Karenaiigdmn keperdataan
terletak pada ibu, maka ibu menjadi pihak yangamggung jawab dalam
membesarkan dan memelihara anak luar kawin ters8elama tidak ada
proses untuk menumbuhkan hubungan keperdataamamtak luar kawin
dengan ayahnya, maka aah dari anak luar kawin tidakiliki kewajiban

untuk turut bertanggung jawab dalam membesarkamuanelihara anak

luar kawin tersebut.

Meskipun anak-anak luar kawin memiliki hak-hakbatas, baik
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun Undandgbg
Perkawinan memberikan solusi agar anak luar kawemdapatkan hak-
hak terpenuh sebagai anak, yaitu hak-hak anakGata yang ditempuh
agar anak luar kawin mendapatkan hak-hak anak dalata mengubah
status anak luar kawin tersebut menjadi anak sahtdrsebut hanya dapat
dicapai melalui jalan pengesahan terhadap anak Kaarin tersebut.

Pengesahan anak luar kawin dilakukan dengan caaasehagai berikift

1. Adanya pengakuan baik dari ayah maupun ibhatexp anak luar
kawin tersebut sebagai anak mereka, sehingga dedgamkian
menumbuhkan hubungan keperdataan antara orangehgam anak
luar kawinnya. Karena hubungan keperdataan antaak @ar kawin
dan ibu serta keluarga ibunya telah ada denganirsgra maka
pengakuan anak luar kawin tersebut dilakukan ojelh @ari anak luar
kawin tersebut, yang mana harus terlebih dahulu intanpersetujuan

dari ibu anak luar kawin tersebut.

2. Bahwa ayah dan ibu dari anak luar kawin tars&bmudian menikah
antara satu dengan yang lainnya, sehingga menaiptakibungan
perkawinan diantara keduanya. Karena konsepsiatatk luar kawin
adalah anak yang dilahirkan di luar dari hubungarkgwinan, maka

untuk menjadikan anak luar kawin menjadi anak sahng tua dari

% J. Satrio, Op. Cit., HIm. 165.
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anak luar kawin tersebut harus terikat dalam perkan Perlu
diketahui bahwa pengakuan anak luar kawin terseimkukan paling
lambat pada perkawinan antara kedua orang tuaadaki luar kawin,
yang mana dalam akta perkawinannya dicantumkanagbeiag anak

luar kawin mereka sebagai anak mereka.

3. Kemudian dalam akta kelahiran anak luar kaefsebut dicantumkan
pengesahan anak luar kawin tersebut menjadi anlakdada kedua

orang tuanya.

Akibat-akibat hukum dari pengesahan anak luarikaersebut adalah
bahwa anak luar kawin tersebut menjadi anak sahadang tua yang
mengakuinya, dengan demikian hak-hak anak sah niengk-hak bagi
anak luar kawin tersebut. la mendapatkan hubungperikdataan terpenuh
yaitu terhadap ibu dan keluarga ibunya (yang matahtada dengan
sendirinya), beserta ayah dan keluarga ayahnydu HEéetahui bahwa
dengan pengakuan dari ayahnya, anak luar kawin ahamgmiliki

hubungan keperdataan degan ayahnya saja dan bekeard keluarga

ayahnya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindong\nak
yang menjelaskan lebih detail terhadap apa sajgkaiy menjadi hak
anak-anak. Undang-Undang Perlindungan Anak tidakgklasifikasikan
anak, melainkan hanya menjelaskan anak secara waitmorang yang
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasnf yeasih berada di
dalam kandungan. Dengan demikian, Undang-Undangkai®eran
mengatur hak anak tidak hanya sebatas anak sahinkes seluruh anak-
anak, yang termasuk di dalamnya adalah anak luankdlak-hak anak
sebagaimana dijelaskan dalm Undang-Undang Perkawmarupakan
hak-hak anak, baik anak sah maupun anak luar kd»@ngan demikian
adanya keseimbangan terhadap hak anak sah maugkituankawin, dan
juga ada pula keseimbangan terhadap tanggung jawalam

membesarkan dan memelihara anak, tanpa melihaiss@dri anak
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tersebut’. Tanggung jawab untuk membesarkan dan memelilsama

melindungi anak adalah merupakan tanggung jawab ad@ng tua.

Tanggung jawab tersebut terhadap anak luar kawga jmerupakan
tanggung jawab dari orang tua anak luar kawin berseyaitu ayah dan
ibu dari anak luar kawin tersebut. Yang menjadbpdraan dalam hal ini
adalah mengenai hak sebagai ahli waris. Anak satilike hubungan

keperdataan terpenuh antara ibu dan keluarga ibussma ayah dan
keluarga ayahnya; Dengan demikian, ia memiliki hatpenuh sebagai
ahli waris anak sah. Sementara itu, anak luar kawdanya memiliki

hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ipseyaentara tanpa
adanya pengakuan dari ayahnya, maka ia tidak menlubungan

keperdataan dengan ayahnya. Dengan demikian, igahaemiliki hak

waris terhadap ibunya saja. Apabila ada pengakadrmadap anak luar
kawin tersebut oleh ayahnya, hubungan keperdatasaraaanak luar
kawin tersebut hanya sebatas dirinya dengan ayatiayebukan dengan
keluarga ayahnya. Dengan demikian, hak warisnydahdsebagai ahli
waris anak luar kawin, yang besarnya apabila diimgken dengan bagian
waris anak sah, adalah lebih kecil.

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah  Kosstitu
No0.46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, adamkingkinan
perluasan hak-hak anak Iluar kawin tersebut. Putubahkamah
Konstitusi yang merubah Pasal 43 Undang-Undang aRanian,
menyatakan bahwa hubungan keperdataan antara warakawin dengan
orang tuanya beserta dengan keluar orang tuankanboanya terdapat
dengan ibu dari anak luar kawin tersebut, namuim jdgngan ayahnya.
Hal demikian hanya dapat tercapai dengan adanyt yarkg memberikan
kebenaran mengenai adanya hubungan antara anakdwam tersebut
dengan ayahnya, yang mana dapat dibuktikan seloaiighj yang dalam
hal ini adalah pembuktian DNA. Dengan perubaharsetart, maka
terdapat perluasan terhadap hak keperdataan amakdwin. Karena hak

yang dimiliki oleh seorang anak tergantung dariungan keperdataannya

" Darwan PristHukum Anak IndonesigBandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), HIm. 30.
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dengan orang tuanya, maka perubahan ini membetiedn terpenuh
kepada anak luar kawin. Anak luar kawin tidak ldginya memiliki

hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarggataaja, melainkan
dengan ayahnya dan keluarga ayahnya apabila hakbigr dapat
dibuktikan secara ilmiah. Mengingat bahwa pembukiiZNA tersebut

adalah pembuktian dengan nilai akurasi yang sanyggi, maka apabila
orang yang didalilkan tersebut adalah memang blesaar ayah dari anak
luar kawin tersebut, maka pembuktian DNA tersebukana
membuktikannya sedemikian rupa. Dengan adanya gsaiu hubungan
berdasarkan pembuktian DNA, maka anak luar kawimitiie@ hak-hak

yang serupa dengan anak-anak sah, bukan saja dprheak-hak anak
secara umum, melainkan juga hak-hak perdatanya, smatara lain adalah

hak atas warisan dari pewaris.

Permasalahan yang muncul adalah bahwa caradyaegkan agar
anak luar kawin mendapatkan hak-hak yang serupgatieanak sah tidak
lagi hanya satu, yaitu pengesahan, melainkan muaal lainnya, yaitu
dengan pembuktian DNA. Pembuktian DNA dapat membamituk
menyelesaikan masalah keraguan ayah (paterniteaa @engesahan
mengubah status anak luar kawin, yang akibatnya bbegkan hak-hak
anak sah kepada anak luar kawin yang diubah si@us®ementara,
pembuktian DNA tidak mengubah status dari anak keawin tersebut,
namun memberikan hak terpenuh sebagai anak satd&egaak luar
kawin tersebut. Terhadap hal ini, pemikiran yanghdasar mengenai hak
keperdataan seorang anak adalah berdasarkan gtatuStatus yang
mendahului hak, dan dalam hal ini, seharusnya adan status dilakukan
agar dapat terjadi perubahan hak. Namun dinamikaiki@n hukum
adalah adanya keseimbangan yang menyeluruh dimakadiberikan
tanpa memandang status. Belum lagi dengan dinapekaikiran yang
memberikan kesamaan hak-hak antara anak luar kadevigan anak sah.
Dengan demikian, perubahan yang diputuskan olehkifabh Konstitusi

tersebut merupakan suatu dinamika dalam hukum igdudi Indonesia.
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Meskipun demikian, perlindungan hak anak luaawik
berdasarkan pembuktian DNA masih memiliki kendalalaoh
pelaksanaannya. Pembuktian DNA memerlukan keswdaretiari yang
diperiksa, dalam hal ini biasanya adalah pihak aylka tidak ada
kesukarelaan dari pihak ayah, maka pembuktian Ddgebut tidak dapat
dilaksanakan, dan mengingat prinsip larangan péatieh asal-usul anak
luar kawin mengenai ayahnya, maka tidak bisa dideks untuk seorang
pria memberikan sampel untuk diperiksa hubungan Bij& dengan anak
luar kawin. Maka untuk itu, perlindungan hak anadrlkawin yang masih
relevan untuk digunakan adalah melalui prosedurg@eman, ataupun

dengan prosedur pengesahan untuk mendapatkan kaala sah.
4.3.2 Berdasarkan Women’s Charterl8/1961 di Singapura.

Berdasarkan prinsicommon Law anak tidak sah tetap tidak
memiliki hak apapun juga. Hukum keluarga Singaplbeausaha untuk
sebisa mungkin membatasi pemberian status tidaktesdtadap anak.
Dengan demikian, setiap anak dapat dilindungi haklaypa ada satupun
penelantaran dan penganiyay&afPada dasarnya anak sah adalah anak
yang dilahirkan dalam perkawinan dan anak tidak addiah anak yang
tidak dilahirkan pada saat atau dalam perkawinataf pengertian
tersebut, anak luar kawin termasuk dalam kategak didak sah. Namun
karena aturan hukum perkawinan Singapura yang ntasibgemakaian
status anak luar kawin tersebut, dan berusaha untlindungi hak-hak
anak, penggunaan pringipmmon Lawnengenai anak luar kawin banyak

terdapat modifikasi.

Aturan hukum keluarga Singapura mengenal adang& sah dan
anak tidak sah, namun aturan hukum keluarga Simgajmak mengatur
perbedaan-perbedaan terhadap anak-anak sah dararalakidak sah.
MalahanWomen’s Chartetidak mengatur mengenai siapakah anak-anak

sah dan anak-anak tidak sah tersebtomen’s Chartermengatur

% Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan daridterdm Kee Tham, pada hari Sabtu, 14 April
2012, pukul 17.00 WIB.

Universitas Indonesia
Perbandingan hukum..., Nicholas Surya Penn, Program Magister Kenotariatan, 2012



106

mengenai anak dan hak-hak anak tersebut. Anak glangksud dalam
Women’s Chartetidak disebutkan sebagai anak sah maupun anak tida
sah. Dengan demikian hak-hak anak yang diberikdandaVomen’s
Charter juga merupakan hak-hak bagi anak luar kaviang menjadi hak-
hak dari anak tersebut adalh

1. Hak untuk hidup.

2. Hak atas perlindungan dari penculikan, peleseteksual dan tindakan

kekejaman lainnya.
3. Hak atas perlindungan di hadapan pengadilan.

4. Hak untuk mendapatkan pemeliharaan oleh onaagbaik oleh ayah
maupun ibu. Pemeliharaan yang dimaksud adalah pearehn
sampai anak tersebut mencapai mampu untuk menja@amdupannya

sendiri.

5. Hak untuk membuat keputusan, untuk menerimau anenolak

pengobatan, dan untuk menyatakan dan didengarkatapatnya.
Hak-hak tersebut juga merupakan hak-hak bagi-anak luar kawin.

Yang menjadi perbedaan antara hak-hak anak tsddk dengan
anak sah adalah mengenai hak keperdataan anald, mamgenai hak
waris dari anak. Anak sah memiliki hak waris, setaenpada prinsipnya
anak tidak sah tidak memiliki hak wafi% Dasar pemikiran ini adalah
prinsip Common Lawmengenai hak anak sah. Meskipun hak-hak anak
dalam hukum keluarga di Singapura mendapatkan kanyadifikasi,
namun mengenai hak waris tidak ada modifikasi tpaya. Yang
mendapatkan yang mendapatkan hak waris adalahsamalsebagaimana
ternyata dalanintestate Succession A@engan demikian, anak tidak sah
sama sekali tidak memiliki hak waris apapun jugeb&aimana anak luar

kawin pada dasarnya juga termasuk dalam kategak #dak sah maka

% Leong Wai KumOp. Cit, HIm. 496.
190 Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan oletbpej@nsulat Singapura di Pekan Baru, Mr.
Gavin Chay, pada hari Selasa, 8 Mei 2012, padal ditkQ0 WIB.
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anak luar kawin sebenarnya tidak memiliki hak wakamun karena sifat
dari aturan hukum keluarga yang membatasi pembstans anak tidak
satt®’ maka ada jalan bagi anak luar kawin untuk menttapastatusnya
sebagai anak sah. Status anak pada dasarnya tergadari status
hubungan orang tua dari anak tersebut. Hubungd@weran yang masih
berjalan memberikan status bagi anak-anak yandiidien pada saat
perkawinan berlangsung atau di dalam perkawinarg yaasih berjalan
sebagai anak-anak sah. Dengan demikian adanya gayrerkawinan
tersebut dapat menyebabkan anak untuk memilikustgt sebagai anak
sah. Hal yang sama dapat diperoleh anak luar kayeiy dengan cara
pernikahan antara kedua orang tuanya, sebagairaangata dalam Pasal
3 ayat (1)Legitimacy Act Selain itu pula, anak-anak dari perkawinan,
yang baik dibatalkan atau batal demi hukum, tetemitiki status sebagai
anak-anak sah, sebagaimana ternyata dalam Pasalaydtl 2 dari
Women’s Charter Dengan demikian, setiap anak di Singapura dapat
memiliki hak untuk mendapatkan status sebagai asak dalam

keluarganya.

Dengan prosedur demikian, anak luar kawin yaegnitiki status
sebagai anak sah, mendapatkan hak terpenuh selnadasah, yang selain
mendapatkan hak-hak anak pada umumnya, mendapatiarihak waris
sebagai anak sah yang dijelaskan dalamestate Succession Act
khususnya dalam Pasal 7 dari peraturan tersebuskimen demikian, bagi
anak luar kawin yang tidak mendapatkan status sebagak sah, ia
memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, sghimg memiliki hak
waris atas warisan ibunya namun dengan persyar&iatam hal ini,
apabila ibu tidak meninggalkan ahli waris sah apajiga, dan ibu tidak
menikah, maka anak tidak sah tersebut mendapagtaruk harta warisan

ibunya tersebut, sebagaimana ternyata dalam Pasagitimacy Act

Pemenuhan terhadap hak-hak anak Iluar kawin rakamp
tanggung jawab dari orang tuanya. Dan perlindunganhadap

101 eong Wai KumQp. Cit, HIm 624.
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dipenuhinya hak-hak tersebut merupakan wewenang mrgadilan.
Pasal 68 dariwomen’s Chartermenyatakan bahwa tanpa adanya
perjanjian diantara orang tua dan perintah pengadibrang tua selalu
memiliki kewajiban untuk membesarkan atau turut fesarkan anak
mereka, yang tidak tergantung pada status anakkmeebagai anak sah
atau anak tidak sah. Pengadilan memiliki kewenangamuk
memerintahkan orang tua yang tidak melaksanakavajkemnnya tersebut
untuk memaksa orang tua yang tidak bertanggungbastas hak-hak
anaknya tersebut untuk memaksakan orang tuanyah exyah atau ibu
untuk melaksanakan kewajibannya, sebagaiman terrdelam Pasal 69
dari peraturan yang sama. Kewajiban yang dipaksa&esebut dapat
berupa pembayaran sejumlah uang untuk biaya pesnatih anak luar
kawin tersebut, baik secara bulanan maupun dengatn sabungan yang
merupakan gabunngan jumlah dari seluruh biaya pearabhn anak luar
kawin, yang mana dapat dicairkan untuk memenuhiukdtan anak
tersebut. Pembayaran tersebut juga dapat digarniampa barang-barang
yang memiliki nilai yang sama atau lebih besarmitanya jumlah yang
harusnya dibayarkan olehnya. Tuntutan untuk dilakoka
peranggungjawaban untuk pemeliharaan oleh orang yarg tidak
melakukan pemeliharaan hanya dapat dipaksakanp@ebadilan, yang
mana harus didahului dengan adanya permohonan uafiltan yang
masuk ke dalam pengadilan tersebut. Yang dapat mhgnterhadap
pertanggungjawaban pemeliharaan tersebut, sebagmiteenyata dalam
Pasal 69 ayat (3) dari aturan hukum keluarga Sunggpantara lain

adalah:

1. Pihak yang mewakili anak tersebut, yang maadapumumnya adalah

yang bertindak sebagai wali dari anak tersebut.

2. Anak itu sendiri apabila ia telah mencapai udewasa, yaitu 21 (dua
puluh satu) tahun.

3. Apabila anak tersebut belum mencapai umud®a puluh satu) tahun
tersebut, maka saudara-sadara dari anak tersebgttgkah mencapai
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umur dewasa tersebut dapat mewakili kepentingan atsak yang

masih di bawah umur tersebut.

4. Pihak-pihak yang ditunjuk oleh menteri, selbagali dari anak

tersebut.

Mengenai tetap harus dibayarkannya kewajibangtibaraan anak
bagi orang tua yang tidak bertanggung jawab teghadaknya, meskipun
ia telah mencapai umur dewasa merupakan hal yangbmgungkan.
Kewajiban orang tua untuk membesarkan atau memeliaaak adalah
sampai dengan anak tersebut mencapai kedewasa@nmgma pada usia
tersebut anak telah dapat untuk menghidupi dirisgadiri. Hal ini
ditekankan dalam Pasal 69 ayat (6) dari peratueamg ysama, dimana
menyatakan bahwa perintah pengadilan untuk melaksantanggung
jawab untuk pemeliharaan anak berakhir pada masek dersebut
mencapai umur dewasa. Namun, pada dasarnya perpgagadilan
sedemikian rupa bagi orang tua untuk melaksanakawajibannya
terhadap anak yang telah mencapai umur dewasa diggdahkan, namun
hanya pada kasus-kasus tertentu dan efektivitaspdeantah pengadilan
tersebut hanya berlaku untuk beberapa waktu daii dienana anak
tersebut mencapai umur dewasa. Kasus tertentu glangksud adalah
apabila orang tua yang tidak melaksanakan tangymggbnya tersebut
telah menelantarkan hak-hak dari anak tersebummselaertahun-tahun
lamanya, yang mana mungkin selama usia anak terdgbloerapa waktu
tertentu tersebut ditentukan berdasarkan pertimdapgngadilan. Dalam
mengadili mengenai pertanggung jawaban orang tubadep anak,
pengadilan, sebagaimana ternyata dalam Pasal 694ydari peraturan
perkawinan dan keluarga tersebut, hakim juga haresimbang hal-hal

sebagai berikut:
1. Kebutuhan ekonomi dari anak dan orang tua terakbut.

2. Kemampuan ekonomi dari orang tua anak tersebut
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3. Keadaan kesehatan atau (kalau ada) cacatdfiiaikpoun mental pada

anak maupun orang tuanya tersebut.

4. Usia dari orang tua anak tersebut dan (katt) @ngka waktu dari

perkawinan tersebut.

5. Usaha-usaha yang dilakukan oleh orang tuandatemelihara

kesejahteraan keluarga.
6. Standar kehidupan dari anak dan orang tuanya.

7. Tindak dan kelakuan dari anak, untuk menurgukktingkat

pengetahuan dan pendidikan dari anak tersebut.

8. Perlakuan antara suami istri antara yang datngan yang lainnya

dalam keluarga serta perlakuan orang tua terhatpraereka.

Dalam hal apabila orang tua dari anak luar katersebut tidak
menikah dengan satu dan yang lainnya, namun masasiag menikah
dengan orang lain, maka dengan siapa anak luamkeassebut diasuh,
maka orang yang menikah dengan ayah atau ibunys na&nerima anak
tersebut sebagai anggota keluarganya dan dipedakulsesuai
kedudukannya sebagai anggota keluarganya, sebagaimanyata dalam
Pasal 70 darWomen’s Charter Dengan demikian, anak luar kawin
tersebut tetap memiliki status sebagai anak saknkaadanya pernikahan
antara salah satu orang tuanya dengan pihak lang yaenerimanya
sebagai anak. Anak luar kawin memiliki hak-hak yaagha dengan anak
sah dalam hal mengenai hak untuk memperoleh peanatih, namun
terdapat perbedaan dalam hal mengenai hak untukpereieh warisan.
Namun hal tersebut dapat diperbaiki dengan usafzaigan status anak
luar kawin menjadi anak sah, yang mana dilakukamgae perbaikan

hubungan orang tua dari anak luar kawin tersebut.
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4.3.3 Menurut Hukum Perkawinan Tahun 1981 di Republik Rakyat
China.

Hak-hak anak luar kawin adalah hak-hak anakjsgé. Hak anak
tidak tergantung dengan status anak maupun hubueerdataan yang

dimilikinya. Hak-hak yang dimiliki oleh anak antdean adalah™
1. Nama keluarga ayah maupun ibunya.

2. Biaya pemeliharaan, penghidupan dan pendidikan

3. Menuntut bagian warisan.

4. Perlindungan dari tindakan kekejaman, penatant dan

penganiyayaan.

5. Perlindungan dalam pengadilan, dan jaminam ol@ng tua untuk

mengganti kerugian umum yang dilakukan oleh anaebait.

Hak-hak anak tersebut juga merupakan hak-hak &gk luar kawin,
karena pada dasarnya hukum keluarga Republik Ra&yaha tidak
membeda-bedakan status anak. Banyak pandanganamedihwa status
anak berhubungan erat dengan hubungan keperdagagndymiliki oleh
anak tersebut dengan orang tuanya. Karena hukumargal Republik
Rakyat China dalam mengatur mengenai hubunngan deagian orang
tuanya tidak membiarkan agar hubungan antara agradath orang tuanya
berakhir, kecuali karena kematian. Dengan adanpargan anak dengan
orang tuanya secara terus menerus, maka status laaakawin juga
merupakan status anak sah. Penekanan dalam pemggiung sedemikian
rupa adalah bersumber dari prinsip pada pengukkédaulatan mengenai
keseimbagan kelas daripada perlindungan *RakDasar pemikiran
demikian juga yang mengatur mengenai anak luar rkaldalam aturan

Hukum Perkawinan republik Rakyat China, tidak aal@ pasal pun yang

192 Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan oleh Bhaing Guo An dari Hua Qiao University,
pada hari Selasa, 15 Mei 2012, pukul 15.00 WIB.

193 Michael R. DuttonPolicing and Punishment in China: From Patriachy‘Tthe People”,
(Cambridge: Cambridge University Press, 1992), H88.
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menyatakan bahwa anak luar kawin adalah anak sdak Bahkan tidak
ada satu pasal yang mengatur mengenai status Beakan demikian,
perlakuan terhadap anak adalah sama, dan dalamihahak luar kawin
mendapatkan perlakuan yang sama dari orang tu&fglapemeliharaan
anak tersebut tetap ada, meskipun orang tua dak ersebut telah
berpisah dengan perceraian. Hubungan antara amglamleorang tuanya
tetap ada meskipun orang tua dari anak tersebak ttdrikat dalam
hubungan perkawinan, sebagaimana ternyata dalaat B&slari Hukum
Perkawinan Republik Rakyat China tahun 1981. Meskipdengan
perceraian, anak dari orang tua yang bercerai te@ppakan anak dari
ayah dan ibunya. Orang tua yang telah berceraglatstetap memiliki
kewajiban-kewajiban untuk membesarkan dan memalihanaknya

tersebut.

Meskipun dengan perceraian menyebabkan hubusgami dan
istri berakhir, terhadap anak mereka tetap mengadng tua dari anak
tersebut. Dalam perceraian, hanya ada satu pihakpdekawinan yang
berakhir tersebut yang memiliki hak asuh atas amakeka. Hak asuh
tersebut diatur berdasarkan kesepakatan antar mlhakapabila tidak
tercapai kesepakatan ,maka pengadilanlah yang mlesmnetukan pihak
yang mendapatkan hak asuh atas anak dari pasnggrbgecerai tersebut.
Meskipun hak asuh anak terletak pada satu pihdigkplainnya, tetap
memiliki kewajiban untuk memelihara anaknya. Pehazghan tersebut
menjadi tanggung jawab dari masing-masing pihak di#entukan
berdasarkan kesepakatan dari masing-masing pirelkyaig sama terjadi

apabila kesepakatan tidak tercapai, yaitu ditemtukah pengadilan.

Hak-hak anak tidak hanya terletak pada oraagya saja. Diatur
dalam Hukum Perkawinan Republik Rakyat china tal981 bahwa
dalam hal orang tua tidak memiliki kapasitas untakmelihara atau
membesarkan anaknya, maka tanggung jawab tersepinttah kepada
pihak-pihak dalam keluarga anak tersebut yang mammpuk memelihara

dan membesarkan anak-anak tersebut. Pihak-pihal iy@ma tanggung
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jawab pemeliharaan dan pembesaran anak dari dremya tersebut
berpindah, apabila ada kesanggupan dan kemamptiak membeasrkan
anak, sebagaimana ternyata dalam Pasal 28 danrR@tdean hukum

perkawinan yang sama adalah sebagai berikut:

1. Kakek dan nenek dari anak tersebut. Kakek wdamek dari anak
tersebut dapat berasal dari pihak keluara ayah,puomawari pihak

keluarga ibu. Dalam hal ini yang diasuh adalah cueuveka.

2. Saudara kandung dari anak tersebut, yaitak&dki-laki (abang) atau
kakak perempuan dari anak tersebut, yang dalanmhbkrarti adik.
Perlu diketahui bahwa kapasitas untuk mengasuh, efifeana dan
membesarkan anak adalah telah mencapai usia deyziga22 (dua
puluh dua) tahun untuk laki-laki dan 20 (dua pultdéhun. Dengan
demikian, apabila kakak laki-laki ataupun perempugang
memelihara dan membesarkan adiknya, maka ia hargbith dahulu

telah mencapai umur dewasa tersebut.

Anak meskipun memiliki hak untuk pemelihara&ampai dewasa,
ia juga memiliki kewajiban yang sama terhadap oramnya maupun
dengan yang mengasuhnya sampai ia mencapai kedewasesebut.
Anak memiliki kewajiban untuk menafkahi dan mengipid orang tua
yang memelihara dan membesarkannya, sebagaimanyatgedalam Pasal
21 dari Hukum Perkawinan Republik Rakyat China 198Ekngan
pemeliharaan terhadap pihak-pihak lainnya daripaang tuanya
tersebut, kewajiban anak yang diasuh untuk menafiang tuanya di
masa tua mereka berpindah juga kepada pihak-piraleldut sehingga,
orang-orang yang merupakan pengasuh dari anakotéregemiliki hak
untuk mendapatkan nafkah penghidupan dari anak yaegeka asuh.
Dengan demikian dapat diketahui bahwa:

1. Cucu memiliki kewajiban untuk menafkahi kakikgdn/atau nenek yang

membesarkannya.
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2. Adik memiliki kewajiban untuk menafkahi kakalaki-laki atau

perempuannya.

Anak luar kawin juga memiliki kewajiban-kewajibalemikian terhadap
orang-orang Yyang membesarkannya dan mengasuhnymikifRe

demikian adalah bahwa hukum keluarga Republik Ra&yana melihat
hubungan antara orang tua dengan anaknya adalaimdar timbal balik.
Jadi ada suatu balas jasa atas pengasuhan atadihpema® yang
diberikan oleh orang tua maupun yang mengasuh damefihara anak

tersebut sampai ia mencapai usia dewasa.
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BAB I
PENUTUP
1. SIMPULAN

Anak merupakan harapan keluarga dan harapan &amgslindungan
terhadap kedudukan dan hak anak merupakan hal gakagp signifikan untuk
diperhitungkan bagi negara, khususnya dalam bidamngim. Adanya aturan
hukum mengenai anak dapat menjamin perlindungamudiddin dan hak-hak
anak. Namun karena kategori dari anak tersebutedarbeda, dikarenakan oleh
asal- usul dari anak tersebut, maka pemberiansstédn hak-hak bagi masing-
masing kategori anak tersebut tentunya berbeda-bRededaan yang paling
mencolok adalah mengenai anak luar kawin. Anakkaarin merupakan masalah
pelik bagi suatu negara, terutama mengenai peragaiya. Hukum berusaha
untuk memberikan kedudukan dan hak yang pantasaved luar kawin sesuai
dengan harkat dan martabat sebagai manusia. Ndwmrena asal-usul dari anak
luar kawin merupakan hal yang pada dasarnya meampp&rbuatan yang tidak
diperbolehkan menurut aturan hukum, maka pengatwtan perlindungan
terhadap hak-hak bagi anak luar kawin tersebutdoerllengan pengaturan dan
perlindungan hak-hak anak sah. Dinamika hukum kghuali Indonesia pada
masa sekarang ini, terutama dalam hukum keluargea kifmsusnya masalah
pengaturan anak luar kawin, dimana dinamika tetseberusaha untuk
memberikan persamaan hak-hak antara anak luar kdavirmnak sah. Dinamika
tersebut diwujudkan dalam Putusan Mahkamah Komsstiiomor 46 /PUU-VIII
/2010 pada tanggal 17 Februari 2012, yang mengzetal 43 dari Undang-
Undang Perkawinan. Putusan tersebut menuai banyakdan kontra dalam
masyarakat Indonesia, dan juga menimbulkan pertampartanyaan seputar
seberapa signifikankah perubahan pengaturan anak kawin sehingga
menyebabkan kesamaan hak antara anak luar kawigadeanak sah. Untuk
mendapatkan kejelasan mengenai hal tersebut, géakukan penelitian, yang
mana adalah perbandingan pengaturan mengenai aaakkawin di berbagai
negara, yang mana dilakukan untuk mendapatkan raasulengenai pengaturan
untuk anak luar kawin tersebut, yang mana tentualy@an membantu dalam
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memperbaiki dan menyempurnakan prinsip-prinsip pemgn anak luar kawin di
Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas danmuéinigean yang telah dilakukan,
dapat diketahui bahwa jawaban-jawaban dari pokdocb@ermasalahan dalam

penelitian ini sebagai berikut:

1. a. Kedudukan hubungan keperdataan antara amakdwin dengan orang
tuanya, menurut hukum keluarga dari masing-masiegara adalah
berbeda-beda pemahaman dan pengaturannya. Keduduiaumngan
keperdataan anak luar kawin dengan orang tuanyaummerhukum
keluarga Indonesia adalah lebih lemah daripada rigdou keperdataan
antara anak luar kawin dengan orang tuanya metmukim keluarga di
Singapura dan Republik Rakyat China. Hukum keluatgdonesia
mengatur bahwa anak luar kawin hanya memiliki hgjamnkeperdataan
dengan ibunya saja, meskipun dengan adanya Putiatkamah
Konstitusi yang mengubah pasal mengenai anak Iwawink dalam
Undang-Undang Perkawinan. Hal tersebut dikarenddediwa agar anak
luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengarhiaya dan keluarga
ayahnya, harus dilakukan pembuktian secara ilmyalmg mana masih
memiliki kendala-kendala dalam pengimplementasianBgrbeda dengan
hukum keluarga di Singapura dan Republik Rakyanh&lyiang mengatur
bahwa hubungan keperdataan anak luar kawin dengag tuanya adalah
tetap ada dan terhadap ayah dan ibunya. Perbetiadikarenakan prinsip
keseimbangan yang dianut dalam hukum keluarga fumgadan Republik
Rakya China, dimana baik ayah dan ibu memiliki tamgy jawab yang
sama dalam membesarkan anaknya. Sementara dalam hatuarga di
Indonesia dan Singapura menekankan pada prinsipyadhubungan
perkawinan sehingga dapat menarik relevansi memngéndungan
keperdataan terhadap anak-anak yang dilahirkan.kipes hukum
keluarga Singapura juga menerapkan prinsip yangasanengenai
hubungan perkawinan, namun ada tidaknya hubungd@wman antara
orang tuanya tersebut tidak menghilangkan hubukgperdataan dengan
antara orang tua dengan anaknya. Perbedaannyandeagam keluarga
di Republik Rakyat China adalah meskipun anak kevin menurut
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hukum keluarga Singapura memiliki hubungan kepeatatdengan ayah
dan ibunya, untuk masalah-masalah mengenai hubukgperdataan
terhadap kewarisan, anak luar kawin memiliki kedéaban. Hal ini
dikarenakan bahwa natur anak luar kawin sebag# tibak sah. Namun
hal tersebut ditanggulangi dengan cara-cara pessdraggemberian status
anak tidak sah dan perbaikan status bagi anak-adak sah menurut
hukum keluarga Singapura. Sementara itu, hukumakgtu Republik
Rakyat China yang tidak membeda-bedakan anak-aatakiesngan anak-
anak tidak sah, mengharuskan bahwa hubungan képandantara anak
luar kawin adalah kepada kedua orang tuanya séegranuh. Meskipun
hukum keluarga Indonesia mengatur mengenai caea-&@gar anak luar
kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengalu&erang tuanya
dan keluarga mereka, namun pengaturan mengenangaikeperdataan
anak luar kawin tersebut masih lemah dikarenakakurnu keluarga
Indonesia masih belum menegaskan bahwa hubungardedpan yang
dimiliki anak luar kawin adalah dengan kedua orauranya dan keluarga

mereka.

b. Pembuktian asal-usul anak luar kawin berdasatkaékum keluarga di
masing-masing negara yang aturan hukum keluargamgiajadi obyek
penelitian ini adalah pada prinsipnya memiliki kasan. Pembuktian
untuk asal-usul anak luar kawin tersebut memangamer sekali harus
dibuktikan melalui bukti-bukti tertulis yang otektiPengutamaan bukti-
bukti tertulis otentik tersebut adalah karena ofantisitas dari bukti-bukti
otentik tersebut, yang maksudnya adalah merupakatu ¢sindakan yang
dilakukan oleh negara, yang diwakili oleh pejabang ditunjuk, sebagai
tanda pelayanadue diligencenegara kepada rakyatmya, untuk melakukan
registrasi demi menjamin kepastian hukum dari rakyggara itu sendiri.
Kebenaran dari bukti-bukti tertulis otentik tersellijamin oleh negara,
sehingga pembuktiannya memiliki nilai terkuat, sejga pembuktian
semacam itu diterima dalam aturan hukum keluardanasia, Singapura
dan Republik Rakyat China. Masalah yang timbul ne@ag pembuktian
anak luar kawin itu sendiri adalah terletak mengewyah dari anak luar
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kawin tersebut. Karena anak luar kawin lahir buldalam hubungan
perkawinan, tentunya tidak ada catatan mengendn algai anak luar
kawin tersebut. Aturan hukum keluarga di Indonesialarang untuk
adanya pembuktian asal-usul anak luar kawin menger@nya. Aturan
hukum keluarga Indonesia menekankan pada perliraauhgk-hak anak
luar kawin secara sukarela daripada pertanggungjaweepat oleh pihak-
pihak yang seharusnya bertanggungjawab. Aturan rhukeluarga
Singapura pada dasarnya juga menekankan hal yaray saeskipun tidak
ada larangan untuk menyelidiki asal-usul anak kaavin mengenai orang
tuanya. Aturan hukum keluarga Republik Rakyat Chipang sangat
menekankan pada keseimbangan tanggung jawab dalelomarda,
memperbolehkan adanya penyelidikan asal-usul amakkawin tersebut
apabila diperlukan. Perkembangan aturan hukum fgdudi Indonesia
mengikuti pola yang sama dengan negara-negara yhinryaitu
diperbolehkannya suatu pembuktian ilmiah untuk manen siapa yang
dari anak luar kawin tersebut. Pembuktian ilmiahngyadimaksud
menggunakan pembuktian mutakhir, yaitu pembukti®dADyang amat
populer karena nilai akurasinya yang sangat tinggmbuktian demikian
memiliki kendala tersendiri dalam implementasinglaisusnya di hukum
keluarga Indonesia. Salah satu hal esensial dalakti DNA adalah
keabsahannya sebagai bukti terletak pada kesed@aahkesukarelaan dari
pihak-pihaknya untuk memberikan sampel atau spesiomguk diuji.
Tidak adanya kesukarelaan dan kesediaan untuk nmixabesampel atau
spesimen untuk pengujian menjadikan bukti DNA teusetidak sah.
Berbeda dengan aturan hukum keluarga di Singammrd&eépublik Rakyat
China. Aturan hukum keluarga Singapura memperbalehladanya
pembuktian DNA. Meskipun menganut prinsip bahwa Ipghktian DNA
harus dilakukan oleh pihak-pihaknya secara sukarataran hukum
pembuktian Singapura, yang menganut prinsip-prirggei aturan di
Inggris, mengatur bahwa apabila pihak yang didatilgagal atau menolak
untuk membuktikan sebaliknya, maka ia adalah sedeagan apa yang

didalilkan tersebut. Prinsip ini diakui dengan pkinain bahwa kegagalan
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atau penolakan untuk membuktikan tersebut dapaasdrtan bahwa
pembuktian yang dilakukannya dapat merugikan diringendiri.
Sementara itu, pembuktian DNA menurut aturan hukdimRepublik
Rakyat China merupakan perintah dari pengadilang yarana dapat
dipaksakan, dan penolakannya dapat mengakibatkémntan. Dapat
disimpulkan bahwa hukum keluarga Indonesia masianbemenjamin
terimplementasinya pembuktian asal-usul anak l@avirk secara ilmiah
dengan baik apabila dibandingkan dengan hukum kgdu&ingapura dan
Republik Rakyat China yang telah mampu mengimpleasémn
pembuktian ilmiah tersebut dengan baik.

2. Perlindungan terhadap hak-hak anak luar kawimumg aturan hukum
keluarga masing-masing negara adalah berbeda-Bedindungan hak-hak
anak luar kawin menurut hukum keluarga Indonesialadd lebih lemah
dibandingkan dengan perlindungan hak-hak anakKaatin menurut hukum
keluarga Singapura dan Republik Rakyat China. irhgan hak-hak anak
luar kawin sebaiknya dan seharusnya dipenuhi oletiu& orang tuanya.
Namun karena hak-hak anak luar kawin tergantunighddaungan keperdataan
dengan orang tuanya, hak-hak yang diperoleh anak Kawin merupakan
hak-hak terbatas. Perolehan hak anak terpenuhhadedialui dua cara yaitu
cara pengesahan oleh kedua orang tuanya sehindgadan keperdataan
yang dimiliki adalah dengan kedua orang tuanya rbeedeeluarga mereka.
Cara lainnya adalah dengan pembuktian ilmiah umhgnentukan adanya
hubungan keturunan antara anak luar kawin dengangotuanya. Kendala-
kendala yang dimiliki oleh pembuktian ilmiah tersebuntuk dapat
diimplementasikan mengakibatkan cara ini tidak tapaenjamin
perlindungan hak-hak anak luar kawin. Berbeda dengtran hukum
keluarga di Singapura yang memberikan jaminan mrhgan hak-hak anak
luar kawin, dimana kedua orang tua memiliki kewajiuntuk membesarkan
anak tanpa melihat status anak tersebut. Hak-hak laiar kawin merupakan
hak-hak anak-anak sah, meskipun terbatas pada ahagawarisan. Hal
tersebut diselesaikan melalui pembatasan statak s&h menurut aturan
hukum keluarga Singapura, atau juga melalui pedmhubungan. Meskipun
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perlindungan hak anak di Singapura adalah perligdnnbagi setiap anak
tanpa meliha statusnya sebagaimana ditetapkan daaman hukum
keluarganya, namun mengenai hak keperdataan bakilaar kawin tersebut
terdapat perbedaan. Sehingga diberikan jalan aggt Bar kawin tersebut
dapat dilindungi atau dipulihkan statusnya sebam@ak sah agar dapat
memperoleh hak-hak anak secara penuh. Dapat dilterpioahwa dalam
aturan hukum keluarga Indonesia maupun di Singaparaa-sama menganut
prinsip dimana status anak menentukan dan menjdmakahak bagi anak
tersebut. Berbeda dengan aturan hukum keluargaliRleftakyat China yang
menetukan bahwa tidak ada perbedaan antara halredanak sah dengan
anak-anak luar kawin, baik secara umum maupun Kepsan. Perlindungan
terhadap hak-hak anak merupakan hal yang bersifaratif dan merupakan
kewajiban bagi orang tuanya ataupun mereka yangpmamtuk mengasuh
mereka. Pelanggaran terhadapnya dapat dikenakaksisharupa sanksi
administratif yang bersifat keras. Perlindungan gyatiwajibakan tersebut

dalam aturan hukum
2. SARAN

Perubahan pengaturan anak luar kawin di Indomesiaipakan hal yang
pelik, dan telah menyebabkan banyaknya kontroveesigenai aturan mengenai
anak luar kawin yang dirubah itu sendiri. Berbagegiak menganggap bahwa
dengan perubahan aturan mengenai hubungan keperdatzak luar kawin
tersebut dapat menyebabkan prostitusi semakin alelaj dan disebutkan juga
bahwa prostitusi dapat dibenarkan. Alasan dari yseaan tersebut adalah tanpa
adanya pernikahan, seseorang dapat memperoleh tangia harus adanya
perkawinan, dan akibat dari perubahan aturan tetsgiga adalah anak luar
kawin memiliki hak sebagai anak sah meskipun oraramya tidak menikah.
Pemikiran ini bersandar pada penekanan atau pengial tindakan hubungan
yang dilarang menurut hukum dengan cara salah wategradasi hak anak yang
dilahirkan dari hubungan terlarang tersebut. Teyguhukuman bagi tindakan
terlarang tersebut sebaiknya bukan dibebankan padh hasil hubungan yang

bertentangan dengan hukum, yaitu anak luar kawji,dibebankan pada pihak-
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pihak yang melakukan hubungan yang berlawanan dermggum tersebut.
Pemikiran ini didasarkan bahwa tidak ada pembeb&eavaejiban berdasarkan
hukum untuk melindungi atau menjamin kesejahteraaak-anak luar kawin
terhadap pihak-pihak yang menyebabkan lahirnya dnak kawin tersebut,

khususnya pada ayah.

Kelahiran anak luar kawin memang merupakan luzsil perbuatan yang
bertentangan dengan hukum, namun seharusnya kerufjrasakan bukan
ditujukan pada anak luar kawin. Fakta hukum bahtuaaa hukum keluarga di
Indonesia hanya mengatur mengenai tanggung jawalyahg tidak terlepaskan
terhadap anaknya, tanpa melihat status dari amakhiet, menunjukkan adanya
ketidakseimbangan dalam tanggung jawab orang tadep anak. Tidak ada
anak luar kawin yang menginginkan kelahirannya mbapkan dirinya

dirugikan.

Aturan hukum keluarga juga seharusnya dapat oheligi kepentingan
anak luar kawin secara aturan hukum yang tegaduleannya dengan pengaturan
mengenai kesukarelaan dari pihak ayah untuk mek#estatus sah bagi anak
luar kawin. Oleh karena itu, perubahan pengaturaenganai hubungan
keperdataan anak luar kawin tersebut memungkinkéamkunenjamin terjadinya
keseimbangan tanggung jawab orang tua terhadaplaaakawin. Dan dengan
adanya aturan hukum yang sedemikian rupa diharapalga dapat menjadi
penghalang untuk terjadinya hubungan-hubungan badanperkawinan yang
dapat menyebabkan kelahiran anak luar kawin. Marmemat penulis, tanggung
jawab untuk memelihara dan memenuhi hak-hak dak &mar kawin itu sendiri
merupakan hukuman bagi pihak-pihak yang menyebalatamya anak tersebut.
Belum lagi apabila pihak-pihak tersebut telah tridalam perkawinan dengan
orang lain. Bagi masyarakat Indonesia yang masittakeadat istiadatnya dan
mengenal budaya malu, adanya anak luar kawin tersskan menjadi suatu
beban bagi mereka, yang juga ditambah dengan hiatgk pemeliharaan dan
kewajiban pemenuhan hak keperdataan anak luar kgamg sejajar dengan anak
sah. Oleh karena itu, peraturan ini dapat membaadilan bagi anak luar kawin

dan juga sebagai penghalang untuk terjadinya pegraim maupun prostitusi.
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Perubahan peraturan mengenai anak luar kawinumehemat penulis,
cukup berguna karena membawa dinamika baru dalamarahukum keluarga
Indonesia. Namun permasalahan terhadap aturan lyandpah tersebut adalah
pada pelaksanaannya. Pembuktian secara ilmiah ungi@mbuktian DNA
memiliki kendala dalam hal pengumpulan specimen atampel untuk dilakukan
pengujian, dimana pengambilan sampel atau specin@sebut harus
mendapatkan persetujuan dari pihak-pihaknya databarkan kesukarelaan dari
pihak-pihaknya. Kendala inilah yang menyebabkanakssinaan pembuktian
secara ilmiah tersebut melalui pemeriksaan DNAktdizpat dilaksanakan dengan
baik. Oleh karena itu, untuk memperkuat perubahamaa tersebut, menurut
hemat penulis, diperlukan pengunaan atau pengadogsinsip ketidakmauan
dalam menyerahkan spesimen atau sampel mengaltétama pihak yang gagal
menyerahkan specimen atau sampel tersebut sebagag yang didalilkan,
sebagaimana prinsip tersebut juga dikenal dalamamtbhukum pembuktian di
Singapura. Dengan demikian, pelaksanaan peratweesebut dapat berjalan

dengan baik.

Kendala berikutnya mengenai pembuktian DNA tauseddlalah bahwa
pembuktian tersebut merupakan hal yang baru daa jngmakan biaya yang
tidak sedikit jumlahnya. Hal ini tentunya dapat nibematkan pihak-pihak yang
terkait dengan anak luar kawin tersebut apabila ekeertidak memiliki
kemampuan ekonomi untuk melakukan pembuktian tatsebleh karena itu,
pembuktian DNA tersebut sebaiknya merupakan pendukalternatif dan
bukannya pembuktian utama, dimana telah dilakukdelih dahulu pembuktian
terhadap bukti-bukti tertulis otentik, maupun kesak dari saksi-saksi. Apabila
tidak didapatkan apapun dari bukti-bukti tersebmigka apabila diperlukan,
dibuktikan dengan pembuktian DNA yang dimaksud. &m@ara itu juga,
pembuktian DNA tidak menghapuskan jalur hukum psaban anak luar kawin
yang diatur dalam aturan hukum keluarga Indonedfeskipun melalui
pembuktian DNA, anak luar kawin bisa mendapatkdnKegerdataan yang setara
dengan anak sah apabila bukti DNA membenarkan dgahanak luar kawin
tersebut, namun sebagaimana pada prinsipnya batatiags snendahului hak,
maka sebaiknya jalur pengesahan tetap diberlakddamn pihak-pihak yang
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memiliki itikad baik untuk mengesahkan anaknya. Safawra pembuktian DNA

untuk menuntut hak-hak bagi anak luar kawin sebakhanya sebatas pada
gugatan di pengadilan saja. Dengan demikian, dalanapapun juga, anak luar
kawin dapat tetap terlindungi hak-haknya tanpauparenderita suatu kerugian

atas tindakan yang bertentangan hukum yang tidakukan olehnya.
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